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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Kajian Akademik dengan tema 

“Penataan Sistem Perekonomian Nasional dalam Kerangka Konstitusi; 

Menuju Demokrasi  Ekonomi Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” 

ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai wujud kajian kritis sekaligus 

reflektif terhadap sistem perekonomian nasional Indonesia yang termaktub 

dalam kerangka konstitusi negara, dengan fokus utama pada pembangunan 

demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Dalam dinamika perkembangan kebijakan ekonomi nasional, penataan sistem 

perekonomian tidak dapat dilepaskan dari konstitusi sebagai pijakan 

fundamental legitimasi dan arah pembangunan negara. Memahami 

perekonomian bukan saja dalam dimensi teknis dan pragmatis, tetapi juga 

dalam dimensi normatif dan konstitusional. Hal ini merupakan keniscayaan 

yang harus dihadirkan dalam setiap wacana kebijakan yang berorientasi pada 

kesejahteraan rakyat. 

Buku ini menguraikan berbagai konsep, teori, dan analisis mendalam 

mengenai hubungan antara konstitusi, sistem perekonomian, dan demokrasi 

ekonomi. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan bertujuan menggali 

bagaimana substansi konstitusional dapat menjadi landasan pengaturan 

ekonomi yang lebih inklusif, adil secara sosial, dan berkelanjutan dalam 

konteks Indonesia. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan ekonomi 

tidak hanya mengedepankan efisiensi pasar semata, melainkan juga 

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan negara 

kepada seluruh lapisan masyarakat. 
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Semoga karya ilmiah ini dapat memperkaya khazanah kajian ketatanegaraan 

bagi MPR RI dalam pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusionalnya, serta 

menjadi sumbangsih pemikiran intelektual bagi para akademisi, pembuat 

kebijakan, praktisi hukum dan ekonomi, serta seluruh pemangku kepentingan 

yang berkomitmen pada pembangunan demokrasi ekonomi Indonesia yang 

menjunjung tinggi konstitusi dan prinsip keadilan sosial. 

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sekretariat 

Jenderal MPR RI atas jalinan kerjasama yang baik, serta semua pihak yang 

telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan buku 

ini. 

 

Jakarta, 4 Oktober 2025 

 

 

Tim Penyusun 
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KATA SAMBUTAN 

 SEKRETARIS JENDERAL MPR RI 

 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Waa Ta’alla, 

Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat 

bersama-sama menyambut dengan penuh kebanggaan terbitnya buku Kajian 

Akademik berjudul “Penataan Sistem Perekonomian Nasional Dalam 

Kerangka Konstitusi; Menuju Demokrasi Ekonomi Indonesia yang 

Berkeadilan dan Berkelanjutan,” hasil kerjasama antara Sekretariat Jenderal 

MPR RI dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasila. 

Kajian ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan wewenang dan tugas 

konstitusional MPR RI, sebagaimana diatur baik dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD, DPRD, yakni melakukan pengkajian terhadap sistem 

ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, serta pelaksanaannya, dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Pelaksanaan Kajian Akademik dengan fokus kajian terhadap sistem 

perekonomian nasional yang berlandaskan konstitusi ini sangat penting dan 

strategis bagi MPR RI sebagai bahan masukan dan rekomendasi dalam 

merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, demi 

terwujudnya demokrasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 
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Melalui sinergi antara lembaga legislatif dan dunia akademisi, buku Kajian 

Akademik ini diharapkan menjadi rujukan yang kredibel dan komprehensif 

dalam pengembangan kebijakan ketatanegaraan, khususnya dalam bidang 

ekonomi, serta mendukung upaya MPR RI untuk memperkuat konstitusi 

sebagai sumber nilai dan pegangan dalam kehidupan negara.  

Semoga hasil kajian ini bermanfaat tidak hanya bagi para pembuat kebijakan 

dan akademisi, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan tata kelola 

ekonomi yang bermartabat dan berkeadilan. 

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap civitas 

academica Universitas Pancasila, utamanya Fakultas Ekonomi Bisnis 

Universitas Pancasila, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyusunan kajian akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati 

setiap langkah kita dalam mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa 

Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 

Billahi taufiq walhidayah, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Sekretaris Jenderal MPR, 

 

 

 

Siti Fauziah, S.E., M.M 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sistem perekonomian nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, menempatkan cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak di bawah penguasaan negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini sekaligus menegaskan landasan 

ideologis sistem ekonomi Pancasila yang berorientasi pada demokrasi 

ekonomi, keadilan sosial, gotong royong, dan kedaulatan rakyat atas sumber 

daya ekonomi. 

Namun demikian, dalam dinamika praktik penyelenggaraan kebijakan 

ekonomi nasional kontemporer, muncul sejumlah fenomena dan pergeseran 

orientasi yang menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaian antara 

arah kebijakan ekonomi dan amanat konstitusi. Salah satu fenomena yang 

menonjol adalah semakin menguatnya peran negara sebagai pelaku ekonomi 

melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun dalam waktu bersamaan 

justru terjadi keterbatasan ruang bagi koperasi, UMKM, dan ekonomi desa 

yang sesungguhnya menjadi elemen inti dalam sistem ekonomi Pancasila. 

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai cenderung belum disertai dengan 

pemerataan hasil dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial 

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 
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Di sisi lain, liberalisasi ekonomi dan integrasi pasar global yang berlangsung 

sejak era reformasi menunjukkan implikasi yang kompleks. Kebijakan 

ekonomi yang cenderung teknokratik dan berbasis pasar telah mendorong 

efisiensi dan pertumbuhan, namun sering kali mengabaikan dimensi 

kerakyatan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Konsentrasi 

kekayaan dan akses terhadap sumber daya cenderung terpusat pada kelompok 

tertentu, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi 

yang  kian  melebar.  Fenomena  ini  menunjukkan  indikasi 

terjadinya constitutional drift dalam pelaksanaan sistem perekonomian 

nasional. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, munculnya paradigma baru 

seperti green economy, blue economy, dan circular economy merupakan 

respons terhadap krisis lingkungan dan ancaman terhadap keberlangsungan 

sumber daya alam. Namun implementasinya dalam kebijakan ekonomi 

nasional masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara 

menyeluruh. Kesadaran ekologis dalam pengelolaan sumber daya belum 

sepenuhnya diarusutamakan, sementara kerusakan lingkungan dan eksploitasi 

sumber daya alam secara berlebihan terus berlangsung tanpa mekanisme 

koreksi yang memadai. 

Di Indonesia, meskipun konsep green economy, blue economy, dan circular 

economy telah diperkenalkan dalam berbagai kebijakan dan program 

pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang 

menunjukkan sifat fragmentaris dan kurangnya integrasi menyeluruh. 

Misalnya, dalam sektor energi terbarukan yang merupakan bagian dari green 

economy, proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan panas 

bumi terus berkembang, namun di sisi lain ketergantungan terhadap bahan 

bakar fosil, terutama batu bara, masih tinggi. Hal ini terlihat dari masih 
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dominannya penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama dalam bauran 

energi nasional, yang menyebabkan tingginya emisi karbon dan polusi udara 

(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). 

Dalam konteks blue economy, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 

potensi laut yang sangat besar menghadapi masalah serius terkait pengelolaan 

sumber daya laut. Overfishing, praktik penangkapan ikan ilegal, dan 

pencemaran laut menjadi ancaman utama keberlanjutan ekosistem laut. 

Meskipun pemerintah telah menginisiasi zona konservasi laut dan kawasan 

perikanan berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terhambat oleh 

kurangnya koordinasi antar lembaga dan kepatuhan masyarakat nelayan 

(World Bank, 2017). 

Sementara itu, prinsip circular economy yang menekankan pengurangan 

limbah dan penggunaan ulang sumber daya juga belum terimplementasi secara 

luas di Indonesia. Sistem pengelolaan sampah yang masih dominan bersifat 

linear (ambil-pakai-buang) menyebabkan masalah sampah yang signifikan, 

terutama di perkotaan besar seperti Jakarta dan Surabaya. Upaya 

pengembangan bank sampah dan program daur ulang berbasis komunitas 

masih bersifat sporadis dan belum menjadi praktik umum dalam industri 

maupun masyarakat luas (Nasrullah, Iskandar, & Anwar, 2019). 

Secara keseluruhan, kendala utama yang menghambat integrasi paradigma 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah lemahnya sinergi antar sektor 

dan kebijakan, serta rendahnya kesadaran ekologis di tingkat masyarakat dan 

pelaku industri. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi 

sumber daya alam tetap berlanjut tanpa mekanisme koreksi yang efektif, 

sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan nasional. 
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1. Green economy: Transisi Energi dan Pengurangan Emisi Karbon 

Green economy merupakan paradigma ekonomi yang bertujuan 

menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan, terutama melalui pengurangan emisi gas 

rumah kaca dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Dalam 

konteks aktual, transisi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadi 

salah satu manifestasi paling nyata dari green economy. 

Menurut UNEP (2011), green economy dapat mendukung penciptaan 

pekerjaan hijau (green jobs) dan pengurangan emisi karbon secara 

signifikan. Contohnya, kebijakan pembangunan energi terbarukan di 

Indonesia seperti proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 

energi panas bumi (geothermal) yang dicanangkan oleh pemerintah 

merupakan implementasi langsung green economy (Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020). Inisiatif ini tidak 

hanya menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga 

mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim, yang 

menjadi ancaman terbesar keberlangsungan ekosistem global. 

Selain itu, ekonomi hijau mendorong pengembangan teknologi bersih 

(clean technology) dan penggunaan sumber daya secara efisien, yang 

berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi dan keberlanjutan 

sosial (Smith et al., 2015). 

Green economy telah menjadi fokus utama dalam berbagai agenda 

pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Studi oleh Barbier (2010) 

menegaskan bahwa implementasi ekonomi hijau di berbagai negara 

berkembang maupun maju berperan penting dalam mengatasi dilema 

antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Misalnya, 
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negara-negara Uni Eropa seperti Jerman dan Denmark telah berhasil 

mengintegrasikan energi terbarukan secara masif dalam sistem energi 

nasional mereka, yang tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga 

menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau (REN21, 2021). 

Di Amerika Serikat, inisiatif green economy melalui investasi dalam 

teknologi bersih dan efisiensi energi terbukti mampu mendorong inovasi 

serta meningkatkan produktivitas industri tanpa mengorbankan kualitas 

lingkungan (National Renewable Energy Laboratory, 2018). Sedangkan 

di negara-negara Asia seperti Cina dan India, upaya transisi ke energi 

terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi bagian penting dalam 

strategi nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus 

memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat (International Energy 

Agency, 2020). 

Selain itu, penelitian oleh UNEP (2011) menunjukkan bahwa green 

economy tidak hanya berkontribusi pada pengurangan dampak 

lingkungan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, 

terutama di sektor energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan 

teknologi bersih. Hal ini sejalan dengan laporan World Bank (2012) yang 

menyatakan bahwa investasi pada ekonomi hijau memiliki potensi besar 

untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara inklusif, terutama di negara-negara berkembang. 

Dengan demikian, pengalaman global tersebut memperkuat argumen 

bahwa transisi menuju green economy tidak hanya relevan secara 

ekologis, tetapi juga strategis secara ekonomi dan sosial, memberikan 

landasan yang kuat bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia dan negara-negara lain. 
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2. Blue Economy: Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan 

Blue economy berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara 

berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga 

keseimbangan ekosistem laut. Fenomena penting terkait blue economy 

adalah pengembangan praktik perikanan berkelanjutan dan konservasi 

ekosistem pesisir. 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menerapkan strategi 

blue economy melalui program pengelolaan perikanan berkelanjutan dan 

perlindungan terumbu karang. Misalnya, Marine Protected Areas 

(MPAs) atau Kawasan Konservasi Laut yang didirikan untuk menjaga 

biodiversitas laut sekaligus mendukung mata pencaharian nelayan lokal 

(World Bank, 2017). Pendekatan ini sesuai dengan definisi blue economy 

yang menekankan pada pengelolaan sumber daya alam laut secara lestari 

dan inklusif. 

Lebih lanjut, blue economy juga mencakup pengembangan ekowisata laut 

yang bertanggung jawab, yang mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem laut (UNCTAD, 2014). Hal 

ini menjadi penting mengingat degradasi terumbu karang dan polusi laut 

yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia. 

Konsep blue economy selaras dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tahun 2015, khususnya pada target 14.7 yang 

menekankan pentingnya peningkatan kontribusi ekonomi melalui 

pemanfaatan berkelanjutan serta konservasi sumber daya laut. Menurut 

estimasi Bank Dunia (2018), potensi nilai ekonomi global dari sektor blue 

economy mencapai  sekitar  USD  6  triliun  per  tahun,  yang 
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merepresentasikan 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada 

tahun tersebut. Namun demikian, laporan UNDP (2022) menunjukkan 

bahwa realisasi output sektor ini pada tahun 2022 baru mencapai sekitar 

USD 2,5 triliun, atau hanya sekitar 2,4% dari PDB global. 

Situasi serupa juga ditemukan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang 

sangat signifikan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai USD 280 

miliar per tahun berdasarkan data Bank Dunia (2019). Namun, menurut 

laporan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

(2023), kontribusi sektor blue economy terhadap PDB Indonesia pada 

tahun 2022 baru mencapai sekitar USD 79 miliar atau 6% dari total PDB 

nasional, yang berarti baru terealisasi sekitar 28% dari total potensi yang 

dimiliki. 

Kondisi belum optimalnya pemanfaatan potensi blue economy ini telah 

mendorong sejumlah lembaga internasional serta beberapa negara untuk 

mengembangkan peta jalan (roadmap) pengembangan sektor tersebut. Di 

Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah 

merumuskan Indonesia Blue economy Roadmap 2023–2045, yang 

memuat empat strategi utama serta lima tahapan pengembangan, dengan 

target peningkatan kontribusi sektor blue economy hingga mencapai 

12,45% dari PDB nasional pada tahun 2045. 

 

3. Circular economy: Efisiensi Sumber Daya dan Pengelolaan Limbah 

Circular economy menawarkan solusi terhadap masalah limbah dan 

eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Model ekonomi 

ini mengedepankan pengurangan limbah, penggunaan kembali, dan daur 
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ulang material dalam siklus produksi dan konsumsi, sehingga 

mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam baru. 

Fenomena aktual terkait circular economy adalah implementasi program 

pengelolaan sampah berbasis komunitas di berbagai kota besar seperti 

Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Melalui mekanisme bank sampah, 

masyarakat diajak untuk memilah sampah dan mendaur ulang material 

yang masih bernilai, sehingga mengurangi volume sampah yang masuk 

ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Nasrullah et al., 2019). Selain itu, 

penggunaan teknologi konversi limbah plastik menjadi bahan bakar 

alternatif menunjukkan bagaimana inovasi circular economy dapat 

menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus mengatasi masalah 

pencemaran lingkungan. 

Studi oleh Geissdoerfer et al. (2017) menegaskan bahwa circular 

economy tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga memperkuat 

ketahanan ekonomi melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan biaya 

produksi jangka panjang. Paradigma green economy, blue economy, dan 

circular economy merupakan pendekatan penting dan saling melengkapi 

dalam merespons krisis lingkungan dan ancaman terhadap 

keberlangsungan sumber daya alam. Implementasi nyata paradigma 

tersebut, baik melalui transisi energi terbarukan, pengelolaan laut 

berkelanjutan, maupun pengelolaan limbah yang inovatif, menunjukkan 

bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan 

pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan 

kebijakan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan penerapan paradigma-paradigma ini dalam pembangunan 

berkelanjutan. 
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Selain itu, dari sisi hukum dan regulasi, sistem normatif yang ada saat ini 

dinilai belum cukup kuat untuk menjadi instrumen pelaksanaan 

demokrasi ekonomi yang sejati. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih 

kewenangan, dan belum terpadunya kerangka hukum yang mendukung 

ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan menjadi hambatan dalam 

mewujudkan tata kelola ekonomi nasional yang sesuai dengan semangat 

konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam terhadap 

politik hukum pembangunan ekonomi, serta urgensi pembaruan regulasi 

yang mampu meneguhkan kembali nilai-nilai dasar konstitusi dalam 

praktik kebijakan ekonomi nasional. 

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan Kajian Akademik ini menjadi 

sangat penting untuk menggali secara komprehensif berbagai dimensi 

persoalan yang ada, termasuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara 

norma konstitusi dan praktik kebijakan ekonomi, mengevaluasi sejauh 

mana nilai-nilai ekonomi Pancasila masih hidup dalam sistem ekonomi 

saat ini, serta menilai kesiapan sistem ekonomi nasional dalam 

mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Badan Pengkajian MPR 

untuk memperkuat implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara 

konsisten, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial yang 

berkelanjutan. 

Kajian akademik mengenai implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 

dalam sistem perekonomian nasional menjadi sangat urgen mengingat 

adanya gap yang semakin nyata antara idealitas norma konstitusional dan 

realitas kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pasal 33 merupakan salah 

satu pasal fundamental dalam UUD 1945 yang tidak hanya memuat 

prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi nasional, tetapi juga 
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mencerminkan filosofi dasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan 

keadilan sosial, kedaulatan rakyat atas sumber daya, serta semangat 

gotong royong dalam kehidupan ekonomi. 

Namun, dinamika ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan sejumlah 

tantangan serius, mulai dari dominasi pendekatan teknokratik dan 

kapitalistik, ketimpangan ekonomi yang terus meningkat, marjinalisasi 

sektor ekonomi rakyat seperti koperasi dan UMKM, hingga degradasi 

ekologis yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam. 

Situasi ini menunjukkan bahwa semangat demokrasi ekonomi yang 

hendak diwujudkan oleh Pasal 33 belum sepenuhnya terejawantahkan 

dalam praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi nasional. 

Urgensi kajian ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa arah 

pembangunan ekonomi cenderung tidak konsisten terhadap nilai-nilai 

sistem ekonomi Pancasila, di mana dominasi negara dalam bentuk 

BUMN yang bergerak layaknya korporasi swasta, serta terbatasnya 

keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan, menjadi sorotan yang 

memerlukan pengkajian kritis. Tanpa evaluasi yang mendalam, terdapat 

risiko terjadinya erosi terhadap prinsip-prinsip konstitusional, yang pada 

akhirnya dapat melemahkan legitimasi pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Di sisi lain, transformasi global menuju ekonomi berkelanjutan menuntut 

Indonesia untuk segera merespons melalui reformasi pendekatan ekonomi 

nasional. Konsep-konsep seperti green economy, blue economy, dan 

circular economy bukan hanya menjadi tren, tetapi merupakan kebutuhan 

strategis untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan 
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generasi mendatang. Namun, ketiga pendekatan ini masih belum menjadi 

bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional dan belum 

diharmonisasikan dengan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 

Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk: 

1. Menilai sejauh mana praktik sistem perekonomian nasional telah 

mencerminkan semangat dan substansi Pasal 33 UUD NRI Tahun 

1945; 

2. Mengidentifikasi ketimpangan antara nilai konstitusional dan arah 

pembangunan ekonomi faktual; 

3. Menyusun rekomendasi penguatan kerangka hukum dan kebijakan 

ekonomi agar lebih berpijak pada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, 

dan keberlanjutan; 

4. Memberikan kontribusi akademik dan strategis dalam rangka 

memperkuat peran negara sebagai pelaksana amanat konstitusi di 

bidang ekonomi. 

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, 

tetapi juga nilai strategis dalam merumuskan arah pembangunan nasional 

yang berpihak kepada rakyat, sejalan dengan mandat konstitusi, serta adaptif 

terhadap tantangan global yang terus berkembang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah diuraikan, terdapat 

sejumlah permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam konteks kajian 

terhadap sistem perekonomian nasional dan relevansinya dengan amanat Pasal 

33 UUD NRI Tahun 1945. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut 

meliputi: 
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1. Terjadinya ketidaksesuaian antara norma konstitusional dalam 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan praktik kebijakan ekonomi 

nasional saat ini. 

Sistem ekonomi yang seharusnya didasarkan pada asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi cenderung mengalami pergeseran ke arah pendekatan 

teknokratik dan liberal, yang mengutamakan efisiensi pasar dan 

pertumbuhan ekonomi, namun sering mengabaikan prinsip keadilan sosial 

dan pemerataan kesejahteraan. 

2. Terkikisnya nilai-nilai sistem ekonomi Pancasila dalam 

penyelenggaraan ekonomi nasional.  

Dominasi peran negara dalam bentuk BUMN yang berorientasi 

korporatis, marjinalisasi peran koperasi dan UMKM, serta terbatasnya 

implementasi ekonomi kerakyatan menunjukkan adanya kecenderungan 

bergesernya sistem ekonomi Indonesia ke arah state capitalism, yang 

bertentangan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 

3. Belum optimalnya integrasi konsep pembangunan berkelanjutan 

dalam kebijakan ekonomi nasional.  

Konsep green economy, blue economy, dan circular economy yang secara 

normatif sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara 

berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 33, belum terimplementasi 

secara menyeluruh dan konsisten dalam berbagai sektor pembangunan 

ekonomi nasional. 

4. Ketiadaan regulasi hukum yang komprehensif untuk meneguhkan 

pelaksanaan demokrasi ekonomi secara konkret.  

Fragmentasi kebijakan dan belum adanya kerangka hukum yang tegas dan 

holistik dalam menjamin pelaksanaan demokrasi ekonomi, kedaulatan 

rakyat atas sumber daya alam, serta keadilan sosial dan ekologis, 

menghambat pencapaian tujuan konstitusional dalam bidang ekonomi. 
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5. Masih lemahnya keberpihakan terhadap sektor ekonomi rakyat dan 

desa. 

Meskipun ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama sistem ekonomi 

Pancasila, praktik kebijakan ekonomi masih menunjukkan keberpihakan 

yang dominan pada sektor usaha besar dan investasi asing, sementara 

pelibatan koperasi, UMKM, dan potensi ekonomi lokal masih belum 

maksimal. 

6. Minimnya evaluasi sistemik terhadap dampak jangka panjang 

kebijakan ekonomi terhadap keadilan antargenerasi dan 

keberlanjutan sumber daya alam. 

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa arah pembangunan ekonomi 

saat ini tidak hanya berpotensi melanggar semangat konstitusi, tetapi juga 

mengancam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, kajian 

akademik ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut: 

1. Sejauh mana sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini 

mencerminkan substansi dan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945? 

2. Apakah sistem ekonomi Indonesia saat ini masih berpijak pada nilai-nilai 

sistem ekonomi Pancasila, atau telah bergeser menjadi ekonomi 

kapitalisme negara (state capitalism)? 

3. Bagaimanakah implementasi konsep-konsep baru seperti green economy, 

blue economy, dan circular economy dalam sistem perekonomian 

nasional dalam mendorong demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan 

berkelanjutan? 

4. Apakah diperlukan pembaruan regulasi hukum baik secara konstitusi 

maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi pemandu arah 
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pembangunan nasional secara konkret, khususnya dalam pelaksanaan 

demokrasi ekonomi, kedaulatan rakyat atas sumber daya, dan keadilan 

sosial yang berkelanjutan? 

1.4 Tujuan Kajian Akademik 

Kajian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut: 

1. Menganalisis sejauh mana sistem perekonomian nasional Indonesia 

mencerminkan substansi dan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, 

terutama dalam mengimplementasikan demokrasi ekonomi yang 

berorientasi pada keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas sumber daya. 

2. Mengidentifikasi posisi dan keberlangsungan nilai-nilai sistem ekonomi 

Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional, serta mengevaluasi 

kemungkinan pergeseran menuju ekonomi kapitalisme negara (state 

capitalism). 

3. Mengkaji implementasi konsep-konsep pembangunan berkelanjutan 

seperti green economy, blue economy, dan circular economy dalam sistem 

perekonomian nasional sebagai upaya mendorong demokrasi ekonomi 

yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

4. Menilai kebutuhan dan merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi 

hukum, baik konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, yang 

menjadi pedoman konkret dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, 

kedaulatan rakyat atas sumber daya, dan keadilan sosial yang 

berkelanjutan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi empiris dan 

konseptual yang signifikan dalam memperkuat implementasi Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini 

berupaya menggali secara komprehensif prinsip-prinsip ekonomi Pancasila 

yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan 



15  

normatif dan operasional dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. 

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka strategis 

yang berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, 

dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan 

lingkungan kontemporer. Melalui pendekatan multidisipliner, kajian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu 

mengarahkan pembangunan ekonomi nasional menuju kesejahteraan 

masyarakat luas secara merata, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya 

alam untuk generasi mendatang. 

1.5 Manfaat Kajian Akademik 

Kajian akademik ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam 

memperkaya pemahaman teoretis maupun praktis mengenai dinamika sistem 

perekonomian nasional Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara akademik, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu 

ekonomi dan hukum tata negara yang berfokus pada penerapan nilai-nilai 

Pancasila sebagai fondasi sistem ekonomi nasional. Selain itu, kajian ini 

bermanfaat untuk mengidentifikasi dan mengkritisi pergeseran paradigma 

ekonomi yang mungkin telah menjauh dari cita-cita demokrasi ekonomi yang 

adil dan berkelanjutan. 

Secara kebijakan, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan arah 

strategis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan mereformasi regulasi 

yang relevan, sehingga mampu mengakomodasi tantangan global seperti 

transisi menuju green economy, blue economy, dan circular economy. Kajian 

ini juga dapat mendukung upaya penguatan demokrasi ekonomi melalui 
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implementasi prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan penegakan 

keadilan sosial dalam pembangunan nasional. 

Lebih lanjut, kajian ini berpotensi menjadi landasan bagi dialog 

multidisipliner antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat 

sipil dalam merumuskan model pembangunan ekonomi yang tidak hanya 

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjaga 

keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, manfaat kajian ini 

tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi 

nyata bagi perwujudan pembangunan nasional yang inklusif dan 

berkelanjutan. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1 Refleksi Sistem Perekonomian Nasional terhadap Semangat dan Substansi 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan fondasi filosofis sistem perekonomian nasional yang berasaskan 

demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua untuk semua 

dan kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dibanding kemakmuran 

individu. Prinsip tersebut menolak logika liberalisme dan menegaskan 

bahwa kegiatan ekonomi harus berpijak pada asas kekeluargaan serta 

gotong royong. Sri-Edi Swasono dalam Tjakrawerdaja et al. (2021) 

menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar kompromi antara 

kapitalisme dan sosialisme, melainkan sistem ekonomi yang menempatkan 

manusia sebagai subjek pembangunan dan solidaritas sosial sebagai motor 

ekonomi. 

Pemikiran Emil Salim pada (Salim, 2020) melengkapi pandangan tersebut 

dengan menekankan dimensi keberlanjutan. Dalam refleksinya mengenai 

pembangunan berkelanjutan, ia menegaskan bahwa orientasi ekonomi yang 

hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan daya dukung 

lingkungan justru mengkhianati amanat Pasal 33 sebagai konstitusi 

kesejahteraan bangsa. Pembangunan, menurutnya, harus menyeimbangkan 

aspek ekonomi, sosial, dan ekologi agar kemakmuran dapat dinikmati lintas 

generasi (Hadad, 2020). 

Bagian kajian literatur pada naskah akademik ini berdasarkan pada teori 

Constitutional Economics oleh Buchanan (1987) sebagai landasan dalam 

menganalisis keseluruhan tema. Dalam kerangka teori Constitutional 

Economics, Buchanan (1987) menekankan pentingnya konstitusi sebagai 
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sistem aturan dasar yang mengarahkan keputusan kolektif agar kebijakan 

publik berpihak pada kepentingan umum. Ia menulis bahwa konstitusi 

ekonomi berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh 

kelompok tertentu, serta memastikan akuntabilitas publik (J. M. Buchanan, 

1989). Sejalan dengan itu, North (1991) menegaskan bahwa keberhasilan 

ekonomi bergantung pada kualitas kelembagaan yang mampu menjamin 

konsistensi antara aturan formal (konstitusi, hukum) dan norma sosial. 

Dalam karyanya Institutions, Institutional Change and Economic 

Performance, North menjelaskan bahwa kelembagaan yang lemah 

menyebabkan hasil ekonomi cenderung dimonopoli oleh elite, bukan oleh 

masyarakat luas. Pemikiran North relevan bagi konteks Indonesia, di mana 

lemahnya institusi pengawasan publik menyebabkan banyak kebijakan 

ekonomi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan dan partisipasi rakyat. 

Secara empiris, data BPS (2024) menunjukkan rasio Gini sebesar 0,39 dan 

kontribusi koperasi terhadap PDB hanya 1,9%. Rahardjo (2009) 

menegaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena orientasi 

kebijakan negara lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 

pemerataan kesejahteraan. Hal ini menyebabkan nilai gotong royong dan 

keadilan sosial yang menjadi roh Pasal 33 semakin terpinggirkan dalam 

praktik pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, revitalisasi semangat Pasal 33 perlu diwujudkan melalui 

constitutional fidelity — kesetiaan terhadap nilai dan tujuan konstitusi. 

Konsep ini menuntut negara memperkuat kembali peran publik dalam 

mengelola sumber daya strategis, memperluas ruang partisipasi ekonomi 

rakyat, serta memastikan keberlanjutan ekologis sebagai bagian integral 

dari kebijakan ekonomi nasional. Seperti ditegaskan Salim (2020) 

“pembangunan sejati adalah upaya memanusiakan manusia” melalui 

keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (Salim, 2020). 
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2.1.1 Kerangka Normatif Pasal 33, Tafsir Mahkamah Konstitusi, dan Perspektif 

Constitutional Economics 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah norma puncak dalam arsitektur 

ekonomi Indonesia yang menegaskan demokrasi ekonomi, penguasaan 

negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk 

kemakmuran rakyat, serta asas efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, 

dan berwawasan lingkungan sebagaimana dirumuskan pada ayat (4). 

Doktrin hukum tata negara menempatkannya bukan sebagai slogan, 

melainkan standar pengujian atas kebijakan ekonomi dan tata kelola pasar; 

oleh karena itu ia bekerja sebagai petunjuk normatif untuk mengoreksi 

praktik ketika menyimpang dari asas kemanfaatan umum. Tafsir ini 

memberi pijakan metodologis bahwa evaluasi kebijakan ekonomi harus 

menjawab pertanyaan utama pada bagian ini yaitu seberapa jauh instrumen 

kebijakan aktual merefleksikan muatan normatif Pasal 33? 

Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali menegaskan bahwa frasa 

“dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 tidak semata-mata berarti 

kepemilikan formal, melainkan mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, 

dan pengawasan negara terhadap sektor-sektor strategis demi kemaslahatan 

umum. Dalam perkara pengujian UU Ketenagalistrikan, MK menilai 

pengaturan yang mendorong privatisasi tanpa jaminan kendali substantif 

negara berpotensi bertentangan dengan Pasal 33, sehingga norma sektoral 

harus ditata kembali agar sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan 

kedaulatan energi-listrik (Perkara No. 001/021/022-PUU-I/2003, 2003). 

Pada sektor migas, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 menjadi rujukan 

sentral karena menyatakan inkonstitusional sejumlah frasa dan desain 

kelembagaan yang memunculkan “badan pelaksana” quasi-independen (BP 

Migas) sehingga mengaburkan kuasa negara. Amar putusan 

mengembalikan fungsi kepada pemerintah c.q. kementerian terkait sampai 
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ada pengaturan baru, sebagai koreksi atas desain institusional yang 

mengurangi daya kendali negara terhadap hajat hidup orang banyak. 

Putusan ini memperkuat kaidah bahwa state control harus bersifat 

substantif, dan bukan hanya administratif semata, pada sektor yang 

menguasai hajat hidup publik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

36/PUU-X/2012, 2012). 

Kerangka teoretik dari “Constitutional Economics” sebagaimana 

disampaikan lebih lanjut oleh Buchanan (1990) menekankan bahwa 

keberhasilan perekonomian ditentukan oleh keselarasan antara “aturan 

dasar” (konstitusi) dan “aturan operasional” (kebijakan dan regulasi 

turunan). Ketika aturan operasional menyimpang dari pembatas 

konstitusional, terjadi constitutional deviation yang menimbulkan biaya 

sosial berupa inefisiensi, meningkatnya peluang rent-seeking, dan 

berkurangnya legitimasi kebijakan ekonomi. Pemikiran ini memberi alat 

analitis untuk menakar apakah kebijakan sektoral, misalnya privatisasi, 

skema kemitraan pemerintah-swasta (PPP), maupun liberalisasi pasar, tetap 

berada dalam koridor tujuan konstitusi. 

Dalam tradisi kelembagaan North (1991), institusi dipahami sebagai “aturan 

main” yang membentuk insentif dan kinerja ekonomi dalam jangka panjang. 

Ketika institusi formal (konstitusi) tidak terimplementasi konsisten pada 

tingkat regulasi dan praktik birokratik, maka perekonomian terdorong pada 

lintasan yang tidak diinginkan yang sulit untuk ditinggalkan. Perspektif ini 

menekankan pentingnya enforcement dan desain kelembagaan yang 

menjaga koherensi tujuan Pasal 33 dengan instrumentasi kebijakan di 

sektor-sektor strategis. 

Penilaian terhadap kinerja implementasi Pasal 33 harus memadukan bukti 

legal-doktrinal (putusan MK dan hierarki peraturan) dengan indikator 
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sosial-ekonomi agregat. Pada tataran agregat, ketimpangan pengeluaran 

rumah tangga, diantaranya diukur diukur dengan Rasio Gini, memberi 

sinyal tentang sejauh mana demokrasi ekonomi dan pemerataan hasil 

pembangunan telah bekerja. Data resmi menunjukkan Gini Ratio Indonesia 

pada Maret 2025 sebesar 0,375, turun dari 0,381 (September 2024). 

Meskipun turun, angka tersebut tetap mencerminkan tantangan pemerataan 

yang relevan bagi agenda constitutional fidelity atas Pasal 33 (BPS- 

Statistics Indonesia, 2025). 

Selain ketimpangan, penguatan kelembagaan koperasi sebagai “sokoguru 

perekonomian” sering diajukan sebagai proxy implementasi nilai Pasal 33 

(Taniu et al., 2024). Literatur empiris menyoroti bahwa kontribusi koperasi 

terhadap PDB relatif kecil dan fluktuatif (Trisniarti et al., 2022), sehingga 

mendorong agenda reformasi tata kelola, akses pembiayaan, dan digitalisasi 

koperasi untuk memperkuat demokrasi ekonomi berbasis keanggotaan 

(Halilintar, 2018; Muryani et al., 2022). Metrik ini penting karena koperasi 

mengandung mekanisme partisipasi dan distribusi surplus yang sejalan 

dengan semangat Pasal 33 (Han et al., 2025; Liu et al., 2024; Muryani et al., 

2022). 

Putusan-putusan MK pasca-reformasi menunjukkan pola yang konsisten 

yaitu setiap kali desain regulasi menggeser kendali substantif negara 

menjadi sekadar regulator “netral” pada sektor hajat hidup orang banyak, 

MK cenderung mengoreksinya. Dalam perkara ketenagalistrikan , MK 

menolak unbundling dan liberalisasi yang berisiko mengganggu akses 

universal dan keterjangkauan tarif tanpa safeguards kuat terhadap public 

interest. Di sini, Pasal 33 berfungsi sebagai substantive due process di 

bidang ekonomi bukan hanya procedural check (Putusan Mahkamah 

Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 2003). 

 



22  

Mawuntu (2012) dan Firmansyah (2012) menjelaskan bahwa ukuran 

kepatuhan kebijakan terhadap Pasal 33 bukan sekadar pertanyaan apakah 

swasta boleh berperan, melainkan apakah struktur regulasi memastikan 

kendali substantif negara, mencegah kekuasaan pasar yang berlebihan, 

menjaga akses dan mutu layanan, serta mengupayakan pemerataan manfaat. 

Prinsip-prinsip ini identik dengan public service obligation di utilitas 

publik, listrik, telekomunikasi, air, dan transportasi, yang harus dilindungi 

dari pergerseran bertahap antara tujuan awal sebuah regulasi dengan praktik 

implementasinya (regulatory drift) (OECD, 2024b). 

Pada saat yang sama, amandemen Pasal 33 ayat (4) yang memasukkan 

prinsip efisiensi-berkeadilan dan keberlanjutan tidak boleh dibaca sebagai 

lisensi untuk liberalisasi tanpa rambu. Di sini relevan mengintegrasikan 

kerangka keuangan berkelanjutan sebagai instrumen implementasi 

konstitusi yaitu taksonomi hijau nasional, pedoman risiko iklim untuk 

pengawas, serta transition finance untuk memastikan efisiensi tidak 

mengorbankan keadilan antargenerasi dan daya dukung lingkungan. 

Dokumen resmi OJK tentang Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2025)  memperlihatkan upaya  pembakuan 

klasifikasi kegiatan ekonomi ramah lingkungan/sosial agar aliran 

pembiayaan sejalan dengan mandat berkelanjutan Pasal 33(4). 

Dari sudut pandang Constitutional Economics, ketegangan yang paling 

sering muncul ialah trade-off antara efisiensi mikro (tarif, biaya, investasi) 

dan tujuan makro-konstitusional (pemerataan, akses universal, kedaulatan 

sumber daya). Solusinya bukan menafikan efisiensi, melainkan merancang 

institusi dan instrumen kebijakan, subsidi tepat sasaran, universal service 

fund, tarif sosial, perlindungan konsumen, dan tata kelola BUMN, agar 

efisiensi beroperasi di dalam “pagar” konstitusi. Tanpa tata kelola yang 

kuat, liberalisasi dapat menggantikan dominasi negara dengan dominasi 
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pasar oligopolistik; sebaliknya, tanpa akuntabilitas publik, konsolidasi 

BUMN dapat menciptakan state capitalism yang tidak efektif (V. R. Hadiz 

& Robison, 2013; Hellman et al., 2000; Peltzman, 2021). Pasal 33 menuntut 

desain checks and balances sehingga peran negara, pasar, dan masyarakat 

sipil saling mengawasi dan saling melengkapi. 

Dalam praktik, evaluasi kesesuaian kebijakan dengan Pasal 33 perlu 

dilaksanakan melalui constitutional impact assessment pada tahap 

perumusan UU sektoral, Peraturan Pemerintah, dan regulasi teknis untuk 

menguji apakah rancangan aturan menjaga state control substantif, 

menjamin akses dan keterjangkauan layanan, memperkuat perlindungan 

konsumen, dan memasukkan logika keberlanjutan (Anugrah, 2020; 

Imaniyati et al., 2021). Instrumen ini mengoperasionalkan Pasal 33 sebagai 

ex ante policy filter untuk mencegah constitutional deviation (Cashmore et 

al., 2010; Dunlop & Radaelli, 2015; Duprat, 2012). 

Pendekatan penilaian juga harus kuantitatif. Ayaburi et al. (2020) 

diantaranya menyebutkan indikator inklusi layanan pada ketenagalistrikan 

berupa elektrifikasi, kualitas jaringan, tarif efektif, service reliability, 

affordability index dan indikator daya saing dan produktivitas. Sedangkan 

Ang & Su (2016) menyebutkan indikator keberlanjutan berupa diantaranya 

intensitas emisi dan transisi yang berkeadilan. Penggunaan indikator- 

indikator tersebut membuat evaluasi Pasal 33 tidak berhenti pada tataran 

normatif, tetapi langsung menaut pada kinerja kebijakan. 

Pada sektor energi dan kelistrikan, putusan-putusan MK memberi pedoman 

desain pasar dengan public interest sebagai parameter. Di situ, persaingan 

dan peran swasta dimungkinkan sejauh negara memegang tuas pengaturan, 

perencanaan kapasitas, dan jaring pengaman akses. Parameter inilah yang 

membedakan “ekonomi pasar teregulasi” yang selaras konstitusi dari skema 

yang sekadar mendelegasikan kendali kepada mekanisme harga tanpa 
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proteksi kepentingan umum. 

Koreksi kebijakan oleh MK menunjukkan bahwa judicial review berfungsi 

sebagai backstop konstitusional. Namun, pembelajaran kelembagaan 

terbaik adalah pencegahan: desain regulasi yang sejak awal inline dengan 

Pasal 33 akan mengurangi biaya litigasi, ketidakpastian investasi, dan 

policy oscillation yang merugikan masyarakat. Indikator sosial-ekonomi 

seperti Gini, kemiskinan, service coverage, dan affordability perlu 

dijadikan constitutional KPIs lintas-sektor. Ketika indikator-indikator itu 

memburuk akibat perubahan kebijakan, alarm constitutional deviation 

harus berbunyi yaitu menandakan perlunya mid-course correction melalui 

reformasi regulasi atau intervensi kebijakan. Dengan menggunakan lensa 

Buchanan (1987) dan North (1991), jurang antara norma Pasal 33 dan 

praktik kebijakan dapat dipersempit melalui tiga poros yaitu perancangan 

institusi yang menyandarkan efisiensi ke dalam pagar keadilan dan 

keberlanjutan, penguatan kapasitas pengawasan agar state control nyata, 

dan pemakaian indikator performa yang menautkan tujuan konstitusi ke 

hasil layanan publik dan distribusi kesejahteraan. 

Dengan demikian, tesis utama Sub-Bab ini adalah bahwa Pasal 33 bekerja 

optimal ketika ia diterjemahkan menjadi policy design yang menekankan 

kendali substantif negara dengan tetap mengizinkan peran pasar dan swasta 

dalam kerangka yang mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi. Putusan- 

putusan MK pada listrik dan migas, data ketimpangan terbaru, serta 

kemajuan kerangka keuangan berkelanjutan OJK menyediakan bukti 

normatif dan empiris bahwa keselarasan bisa dicapai, asalkan desain 

kelembagaan mematuhi constitutional fidelity dan berorientasi pada 

kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. 
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2.1.2 Penilaian Keselarasan Norma–Praktik per Sektor Strategis: SDA, 

Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Transportasi 

Pembacaan konstitusi menuntut agar penguasaan negara atas cabang 

produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak bersifat substantif serta 

diwujudkan melalui fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang 

efektif. Koreksi-koreksi Mahkamah Konstitusi (MK) pada sektor minyak 

dan gas bumi serta ketenagalistrikan selama dua dekade terakhir 

memperlihatkan pola konsisten bahwa desain pasar dan kelembagaan tidak 

boleh menurunkan daya kendali negara terhadap manfaat publik yang 

esensial (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, 2012; 

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 

2003). Dengan kerangka ini, evaluasi sektoral di bawah ini memetakan 

kesesuaian praktik dengan norma Pasal 33. 

Pada sektor minyak dan gas bumi, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 

menyatakan inkonstitusional sejumlah norma kunci Undang-Undang Migas 

22/2001 karena mereduksi penguasaan negara menjadi relasi kontraktual 

yang kabur antara pemerintah dan badan pelaksana quasi- independen. 

Amar dan pertimbangan putusan menegaskan kembali bahwa pengelolaan 

SDA tidak boleh dipisahkan dari mandat konstitusional untuk mewujudkan 

kemakmuran rakyat secara langsung, sehingga desain kelembagaan pasca-

putusan harus mengembalikan peran negara sebagai principal yang 

bertanggung jawab. Di sini tampak bahwa praktik sebelumnya 

menyimpang dari semangat Pasal 33, dan koreksi yudisial mengarahkan 

reposisi kelembagaan ke orbit konstitusi. 

Penjelasan MK dalam resume resmi memperjelas alasan normatif 

pembubaran BP Migas yaitu pergeseran otoritas substantif ke entitas di luar 

struktur eksekutif menimbulkan kaburnya makna dari kuasa pertambangan 

dan memperlemah akuntabilitas publik atas Sumber Daya Alam (SDA) 
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strategis. Dengan demikian, standar kesesuaian dengan Pasal 33 tidak 

hanya menyaratkan regulasi ketat, tetapi juga arsitektur institusional yang 

menempatkan pemerintah pada posisi kendali substantif terhadap SDA, 

termasuk pada tahapan kontraktual dan pengawasan operasional 

(Ringkasan Permohonan Perkara, 2012). 

Di ketenagalistrikan, Putusan MK No. 001/021/022-PUU-I/2003 

membatalkan desain unbundling dan liberalisasi yang dinilai berpotensi 

menggerus akses universal dan keterjangkauan tarif, sementara ringkasan 

perkara yang dirilis MK dan telaah lembaga kajian energi menekankan 

bahwa penyediaan tenaga listrik adalah layanan publik esensial yang wajib 

berada dalam kendali substantif negara. Koreksi yudisial ini menunjukkan 

bahwa desain pasar yang terlalu meniru pola kompetisi penuh tanpa pagar 

pelayanan publik rawan melanggar norma Pasal 33. Perkembangan terkini 

menegaskan kembali garis besar tersebut yaitu ikhtisar resmi perkara terkait 

ketenagalistrikan tahun 2024 mengutip preseden 2003 untuk meneguhkan 

bahwa pengaturan yang menyebabkan fragmentasi kendali negara atas 

rantai usaha ketenagalistrikan tidak sejalan dengan keharusan 

konstitusional perlindungan kepentingan umum. Ini memberi sinyal bahwa 

konsistensi dengan Pasal 33 diukur dari hasil kendali substantif terhadap 

perencanaan kapasitas, transmisi strategis, dan kewajiban layanan semesta, 

bukan dari bentuk kepemilikan semata (Ringkasan Permohonan Perkara, 

2023). 

Pada telekomunikasi, kajian sektor jasa Indonesia terbaru menemukan 

tantangan berulang yang berdampak langsung pada misi demokrasi 

ekonomi yaitu persoalan manajemen spektrum, isu harga pada tingkat 

grosir, ketimpangan akses, dan kesenjangan digital. Rekomendasi 

kebijakan diusulkan untuk memperbaiki tata kelola spektrum dan 

memperluas pemerataan akses sebagai prasyarat pemenuhan fungsi 
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penguasaan negara dalam makna pelayanan publik esensial di era digital 

(Rohman et al., 2025). Dengan mengaitkan akses telekomunikasi ke 

produktivitas dan partisipasi ekonomi, desain kebijakan yang pro-akses 

merupakan perwujudan operasional Pasal 33 di sektor jaringan informasi. 

Secara konseptual, kewajiban pelayanan universal (USO) adalah instrumen 

yang menjembatani mekanisme pasar dengan amanat akses merata. 

Literatur tentang strategi implementasi USO Indonesia menegaskan 

pentingnya model tata kelola dan pembiayaan yang memastikan perluasan 

jaringan ke wilayah kurang layak komersial, sambil menjaga akuntabilitas 

penggunaan dana (As’ad & Dahlan, 2019). Bila instrumen ini dirancang 

kuat dan transparan, maka efisiensi pasar dapat berjalan seraya tujuan 

konstitusional pemerataan akses tetap tercapai. Kebutuhan sinkronisasi 

antara kebijakan persaingan dan kesejahteraan juga muncul dalam riset 

empiris terbaru yang mengaitkan indeks persaingan usaha KPPU dengan 

indikator kesejahteraan BPS pada level sektoral dan provinsi (Setiawan et 

al., 2025). Temuan ini memberi dasar bahwa penguatan persaingan sehat di 

sektor-sektor jasa strategis bukan sekadar agenda efisiensi, melainkan juga 

medium untuk menurunkan beban harga bagi konsumen dan memperbaiki 

kesejahteraan suatu tujuan yang konvergen dengan amanat Pasal 33. 

Di transportasi udara, satu pelajaran kunci dari literatur ialah bahwa 

liberalisasi penerbangan memang mendorong masuknya pemain dan 

penurunan tarif, tetapi tanpa pedoman regulasi yang ketat terutama pada 

akses slot, aturan kepemilikan/akses pasar, dan kontrol tarif minimum 

kompetisi cenderung berujung pada konsentrasi dan volatilitas layanan 

(Tan, 2015). Sejalan itu, sintesis klasik Borenstein & Rose (2014) 

menunjukkan bahwa pascaderegulasi AS, lonjakan konsolidasi dan 

kekuatan pasar maskapai berkorelasi dengan dinamika harga/layanan yang 

tidak selalu pro-konsumen, sehingga kebijakan publik (mis. pengawasan 
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predatory pricing, pengelolaan slot, dan investasi infrastruktur 

ATC/bandara) tetap krusial untuk menjaga kepentingan publik. Hal ini 

sejalan dengan logika “ambang keselamatan & kualitas yang tak bisa 

dinegosiasikan” dalam kerangka Pasal 33. 

Jika ditarik garis besarnya, sektor SDA dan listrik telah mengalami koreksi 

yudisial yang tegas untuk membawa praktik kembali ke orbit konstitusi, 

sementara sektor telekomunikasi dan transportasi memperlihatkan 

pekerjaan rumah tata kelola agar instrumen pasar tak menafikkan kewajiban 

akses dan kualitas. Dalam praktik kelembagaan, keberhasilan implementasi 

Pasal 33 bergantung pada kemampuan regulator untuk 

menginternalisasi amanat konstitusi ke dalam aturan turunannya. Pada 

sektor listrik, misalnya, pengaturan tarif, perencanaan kapasitas, dan jaring 

pengaman pelanggan rentan harus dirumuskan sedemikian rupa agar tujuan 

efisiensi tidak mengorbankan akses dan keterjangkauan. Koreksi MK 

menyediakan preseden normatif, tetapi daya ubah terletak pada desain 

regulasi pasca-putusan. 

Di SDA, konsistensi pasca-Putusan 36/PUU-X/2012 menuntut institutional 

redesign yang mempertegas garis akuntabilitas publik dalam kontrak dan 

pengawasan operasi. Komentar akademik menekankan bahwa pemaknaan 

“dikuasai oleh negara” meniscayakan integrasi fungsi kebijakan, 

pengelolaan, dan pengawasan pada organ eksekutif yang bertanggung 

jawab, bukan delegasi yang menjauh dari pertanggungjawaban politik. 

Kesesuaian praktik dengan Pasal 33 karenanya diukur dari konfigurasi 

peran yang menjaga kontrol substantif negara atas nilai tambah SDA 

(Jentera, 2014). 

Kesimpulannya, gambaran sektoral memperlihatkan adanya kemajuan 

dalam menarik praktik kembali ke garis konstitusi, terutama melalui 

koreksi MK, namun juga memperlihatkan celah implementasi pada tata 
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kelola kompetisi, instrumen USO, dan akuntabilitas tarif. Penutupan celah 

ini menjadi prasyarat agar demokrasi ekonomi tidak berhenti pada teks 

konstitusi, melainkan menjadi performa layanan publik yang nyata. 

2.2 Sistem Ekonomi Indonesia: Pancasila atau Kapitalisme Negara (State 

capitalism)? 

Sistem ekonomi Pancasila idealnya berada di antara kedua ekstrem yaitu 

tidak murni kapitalisme liberal, tetapi juga bukan sistem sentralistis 

komunis. Dalam gagasan klasiknya, Mubyarto (2004) dan Swasono (2004) 

menegaskan bahwa negara bertugas sebagai pengatur agar mekanisme 

pasar tidak menciptakan ketimpangan struktural, sementara sektor rakyat 

(koperasi, UMKM) berperan aktif dalam produksi dan distribusi. Namun 

dalam praktik kebijakan ekonomi Indonesia pasca-reformasi, muncul 

kecenderungan bahwa negara mengambil peran dominan dalam bidang 

strategis secara komersial, sehingga mendekati pola state capitalism. 

Salah satu manifestasi konkret pergeseran ini adalah kebijakan privatisasi 

BUMN. Penelitian Wiranta (2011) menjelaskan bahwa privatisasi BUMN 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan, 

namun sekaligus memunculkan dilema antara fungsi sosial dan orientasi 

profit. Lebih luas, Dewi (2017) mendokumentasikan bahwa sejak kebijakan 

liberalisasi pada 1990-an, banyak BUMN telah diubah strukturnya agar 

lebih “bisnislike”, yaitu menggunakan standar akuntansi sektor swasta dan 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kadang melemahkan 

kontrol publik terhadap fungsi sosial mereka. Lebih jauh, Lukman (2006) 

menyebutkan bahwa kinerja BUMN dalam dekade 1980-an hingga 1990- 

an sebenarnya mengalami kemerosotan ketika liberalisasi mulai 

diberlakukan, dan bahwa pemisahan fungsi negara sebagai regulator dan 

pemilik terkadang tidak jelas, sehingga menghasilkan konflik. 
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Dalam kerangka ini, negara sebagai pemilik atau operator dalam sektor 

strategis melakukan transformasi menjadi entitas komersial dengan 

orientasi laba sehingga fungsi kesejahteraan publik menjadi sekunder. 

Model ini menegaskan kerangka state capitalism, di mana negara bertindak 

sebagai investor besar yang bersaing secara kapabilistik dengan pelaku 

swasta selain menjalankan peran regulasi. Kondisi ini sering 

mengakibatkan prioritas proyek infrastruktur yang menguntungkan secara 

ekonomi (return tinggi) daripada proyek sosial yang berdampak luas secara 

masyarakat.  Berikut ini penjabaran perjalanan sistem ekonomi di Indonesia 

serta karakteristik yang menyertainya. 

2.2.1 Evolusi Historis Sistem Ekonomi Pancasila 

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan hasil sintesis pemikiran ekonomi 

Indonesia yang berusaha menghindari dua ekstrem: kapitalisme liberal 

yang individualistik dan sosialisme totaliter yang meniadakan kebebasan 

individu. Sejak masa perumusan UUD 1945, perdebatan tentang arah 

perekonomian nasional sudah muncul antara mereka yang menginginkan 

pasar bebas dan mereka yang menekankan peran negara. Dalam sidang 

BPUPKI, Mohammad Hatta menegaskan pentingnya asas kekeluargaan 

dan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi. Pandangan ini menjadi 

dasar ideologis bagi Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa cabang- 

cabang produksi penting bagi negara harus dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Muslimah, 

2016). 

Pada periode awal kemerdekaan, arah ekonomi Indonesia cenderung 

“nasionalistis-populis”. Pemerintah menekankan kemandirian ekonomi 

(berdikari) dengan memperkuat sektor koperasi dan melindungi industri 
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dalam negeri. Namun, keterbatasan modal dan kapasitas produksi membuat 

kebijakan tersebut belum optimal. Ekonomi Indonesia masih bergantung 

pada ekspor bahan mentah dan impor barang industri. Akibatnya, sistem 

ekonomi nasional masih beroperasi di bawah bayang-bayang struktur 

kolonial yang diwariskan Belanda (Thee, 2012). 

Memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Soekarno menegaskan 

ideologi ekonomi “berdikari” sebagai manifestasi dari nasionalisme 

ekonomi. Negara mengambil alih banyak aset asing dan memperluas 

kontrol terhadap industri strategis. Namun, sistem ini menimbulkan 

inefisiensi tinggi karena birokrasi yang kaku dan korupsi yang meluas. Di 

sisi lain, kebijakan ini menguatkan peran negara sebagai aktor utama 

ekonomi, sesuai tafsir radikal atas Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktiknya, 

sistem ini mendekati sosialisme negara meskipun tetap berbingkai ideologi 

Pancasila (Feith, 2006). 

Peralihan ke Orde Baru (1966–1998) menandai perubahan mendasar yaitu 

ekonomi dipulihkan dari krisis dengan membuka keran investasi asing, 

terutama melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Negara 

mulai menjalankan ekonomi pembangunan (developmental state) yaitu 

sebuah sistem di mana pemerintah berperan aktif mengarahkan 

industrialisasi, tetapi tetap memberi ruang bagi pasar dan investor. Dalam 

fase ini, konsep ekonomi Pancasila mulai diformulasikan secara akademik 

oleh Mubyarto sebagai upaya ideologis untuk menegaskan jati diri 

ekonomi Indonesia di tengah tekanan globalisasi kapitalistik (Hastangka, 

2012). 

Meski demikian, pelaksanaan ekonomi Pancasila pada masa Orde Baru 

mengalami paradoks. Negara memang memperkuat peran BUMN dan 

koperasi, tetapi dalam praktiknya justru tumbuh ekonomi oligarkis yang 

dikendalikan segelintir elit politik-bisnis. Program industrialisasi besar 
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seperti proyek baja Krakatau Steel atau pupuk Pusri dijalankan dengan 

skema kapital padat dan kontrol teknokrat. Sementara itu, koperasi rakyat 

hanya menjadi simbol formal tanpa dukungan struktur pasar yang memadai 

(Robison & Hadiz, 2004). 

Setelah reformasi, pemerintah berupaya menata ulang hubungan antara 

negara dan pasar. BUMN diposisikan sebagai agent of development, tetapi 

juga diwajibkan menghasilkan laba dan dividen bagi APBN. Di sisi lain, 

kebijakan desentralisasi fiskal memperkuat peran daerah, meskipun 

disparitas antarwilayah tetap tinggi. Sistem ini pada akhirnya menciptakan 

bentuk baru dari state capitalism, di mana negara tetap menjadi pemain 

utama, namun orientasinya bergeser dari sosialisme ke korporatisme 

modern (Kim, 2023b). 

Dalam dua dekade terakhir, upaya pemerintah untuk memperkuat 

kedaulatan ekonomi dilakukan melalui penguatan BUMN Holding dan 

pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Meski secara formal 

untuk menarik investasi strategis, mekanisme ini semakin memperkuat 

karakter state capitalism karena negara berperan sebagai pemodal sekaligus 

regulator (OECD, 2021). Sementara itu, kebijakan seperti Omnibus Law 

Cipta Kerja (2020) memperluas liberalisasi tenaga kerja dan investasi, 

memunculkan kritik bahwa arah ekonomi semakin menjauh dari nilai-nilai 

Pancasila yang menekankan perlindungan terhadap rakyat kecil. 

Dari sisi teori ekonomi politik, Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk 

hybrid economy perpaduan antara ekonomi pasar dengan kontrol negara. 

Menurut Schmitter (1974), model seperti ini disebut state corporatism, 

yaitu ketika negara mengkoordinasikan kepentingan ekonomi melalui 

lembaga resmi seperti BUMN dan asosiasi industri, bukan melalui 

kompetisi pasar terbuka. Dalam konteks Indonesia, model ini tampak jelas 

pada hubungan pemerintah dengan BUMN dan pelaku usaha besar yang 
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mendapat konsesi proyek strategis nasional. 

Namun, meskipun negara memiliki peran besar, hal ini tidak selalu berarti 

keberpihakan pada rakyat kecil. Banyak proyek besar, seperti 

pembangunan ibu kota baru (IKN) dan infrastruktur jalan tol, yang lebih 

didominasi oleh konsorsium BUMN dan swasta besar. Padahal, semangat 

ekonomi Pancasila menuntut agar pembangunan dilakukan untuk 

kemakmuran rakyat secara luas, bukan hanya pertumbuhan ekonomi 

makro. Kesenjangan antara nilai normatif dan praktik empiris inilah yang 

menjadi inti dari kritik terhadap arah sistem ekonomi nasional. 

Selain faktor struktural, perubahan paradigma global turut memengaruhi. 

Tekanan globalisasi dan integrasi ekonomi ASEAN membuat Indonesia 

harus menyesuaikan diri dengan logika pasar bebas. Namun, dalam konteks 

ini, negara justru memperkuat dirinya sebagai fasilitator kapitalisme 

diantaranya melalui skema investasi, subsidi industri besar, dan 

pembentukan sovereign wealth fund. Akibatnya, sistem ekonomi Pancasila 

semakin kehilangan fungsi korektif terhadap ketimpangan sosial-ekonomi 

yang semakin melebar (Gellert, 2019; Kim, 2023b). 

Dengan demikian, evolusi historis sistem ekonomi Pancasila 

memperlihatkan transformasi dari idealisme normatif ke arah pragmatisme 

ekonomi. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan pemerataan 

masih hidup dalam wacana politik, tetapi implementasinya tereduksi oleh 

logika kapitalisme negara. Sistem ekonomi nasional saat ini berada di 

antara dua poros: antara cita-cita demokrasi ekonomi sebagaimana 

diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan realitas global yang menuntut 

efisiensi serta daya saing. Tantangannya ke depan adalah bagaimana 

menegakkan kembali moral ekonomi Pancasila dalam desain kebijakan 

publik, agar tidak sekadar menjadi simbol ideologis, melainkan paradigma 

nyata pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. 
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2.2.2 Karakteristik dan Indikator State Capitalism di Indonesia 

Fenomena state capitalism atau kapitalisme negara di Indonesia 

menggambarkan situasi di mana negara tetap menjadi aktor dominan dalam 

perekonomian, tetapi menjalankan peran tersebut dengan orientasi 

komersial. Dalam model ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai 

regulator dan pelindung, melainkan juga sebagai pemain pasar melalui 

kepemilikan BUMN dan lembaga keuangan publik. Konsep ini berbeda 

dari sosialisme negara karena tidak menghapus kepemilikan swasta, namun 

juga berbeda dari kapitalisme liberal karena negara tetap menguasai alat 

produksi strategis. Model seperti ini sering disebut sebagai bentuk 

“kapitalisme dengan wajah pembangunan” (developmental capitalism), 

yang menjadi ciri khas negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan 

Singapura, dan kini berkembang di Indonesia (Musacchio & Lazzarini, 

2015). 

Secara historis, akar state capitalism Indonesia muncul dari warisan Orde 

Baru yang menempatkan BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

untuk melaksanakan proyek strategis nasional. Namun, setelah era 

reformasi, arah kebijakan ekonomi berubah signifikan. BUMN tidak lagi 

semata agen pelaksana pembangunan sosial, tetapi juga dituntut beroperasi 

secara efisien dan menghasilkan laba. Pergeseran ini dapat dilihat dari 

kebijakan restrukturisasi dan korporatisasi BUMN pada awal 2000-an, yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

Melalui kebijakan ini, BUMN diberi fleksibilitas seperti entitas bisnis 

swasta, termasuk membuka peluang bagi investor asing untuk memiliki 

saham minoritas (UU BUMN, 2003.). 

Kajian empiris oleh Kim (2023) mengonfirmasi bahwa Indonesia telah 

berkembang menjadi state capitalist economy, dengan BUMN tidak hanya 

menjalankan misi sosial, tetapi juga aktif dalam ekspansi global, 
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mengakuisisi aset luar negeri, dan berpartisipasi dalam pasar modal 

internasional. Kim menyebut fenomena ini sebagai “state-led capitalism 

with private participation,” di mana negara bertindak sebagai investor 

utama dan pengendali arah investasi nasional. 

Dari sisi teori, konsep state capitalism menempatkan negara sebagai entitas 

hibrid antara perencana dan korporasi. Menurut Bremmer (2010), ciri 

utama kapitalisme negara adalah keterlibatan langsung pemerintah dalam 

produksi dan distribusi barang melalui kepemilikan perusahaan, serta 

penggunaan instrumen fiskal dan investasi publik untuk mendukung entitas 

tersebut. Ciri-ciri ini jelas terlihat di Indonesia, di mana BUMN bukan 

hanya pelaksana proyek pemerintah, tetapi juga menjadi aktor bisnis global, 

seperti PT Pertamina Hulu Energi yang aktif di Irak dan Aljazair, atau PT 

INKA yang mengekspor kereta ke Bangladesh. 

Selain dominasi kepemilikan, indikator lain dari state capitalism adalah 

tingkat intervensi fiskal dan regulatif negara. Pemerintah menggunakan 

kebijakan fiskal, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk 

memperkuat permodalan BUMN, sementara perusahaan swasta relatif 

harus bersaing di pasar modal tanpa dukungan sejenis. Data Kementerian 

Keuangan menunjukkan total PMN selama 2015–2024 mencapai Rp 695 

triliun, dengan porsi terbesar untuk sektor infrastruktur dan energi 

(Karisma et al., 2021). Intervensi seperti ini mempertegas karakter 

developmental state yang berorientasi pada pertumbuhan cepat melalui 

entitas negara. 

Dari perspektif ekonomi politik, sistem ini menciptakan pola hubungan 

korporatis antara negara dan kapital. Negara menjadi “broker kekuasaan 

ekonomi,” mengatur siapa yang memperoleh akses terhadap proyek 

strategis dan konsesi sumber daya. Dalam analisis Schmitter (1974), model 

seperti ini disebut state corporatism, di mana pemerintah mengkooptasi 
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kelompok bisnis besar untuk menjalankan agenda pembangunan sambil 

menjaga stabilitas politik. Di Indonesia, relasi seperti ini tampak pada 

proyek strategis nasional yang melibatkan kombinasi BUMN, 

konglomerasi swasta domestik, dan mitra asing, di bawah koordinasi 

langsung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Keterlibatan negara dalam sektor keuangan juga menjadi ciri penting state 

capitalism. Melalui bank milik negara seperti BRI, Mandiri, dan BNI, 

pemerintah mengontrol sekitar 45% pangsa kredit nasional, menjadikan 

sistem keuangan sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan politik 

(Ashraf et al., 2018). Di satu sisi, hal ini memungkinkan pemerintah 

mendukung UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun 

di sisi lain, ketergantungan perbankan terhadap proyek pemerintah 

mengurangi efisiensi intermediasi keuangan (Setyawati & Hartono, 2025). 

Dalam konteks ini, kapitalisme negara di Indonesia tidak hanya berwujud 

penguasaan aset, tetapi juga pengendalian arus modal. Pemerintah berperan 

menentukan arah investasi publik melalui proyek strategis, pembiayaan 

BUMN, dan kemitraan global. Hasilnya adalah ekonomi yang tumbuh 

pesat namun terkonsentrasi yaitu keuntungan besar terkumpul di sektor- 

sektor yang dikuasai negara, sementara ekonomi rakyat masih berjuang di 

sektor informal. Ketimpangan ini mengindikasikan belum terwujudnya 

semangat pemerataan yang menjadi dasar ekonomi Pancasila. 

Dari segi indikator empiris, state capitalism Indonesia dapat diukur melalui 

beberapa parameter. Pertama, rasio aset BUMN terhadap PDB yang 

melampaui 60%. Kedua, pangsa sektor strategis yang dikuasai BUMN, 

seperti energi (Pertamina, PLN), transportasi (Pelindo, Garuda), dan 

konstruksi (Wijaya Karya, PTPP). Ketiga, rasio dividen BUMN terhadap 

penerimaan negara, yang naik dari Rp 38 triliun (2015) menjadi Rp 81 

triliun (2023) (Website DJKN, 2024). Keempat, tingkat utang korporasi 
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negara yang tinggi, menandakan ekspansi berbasis leverage. Kelima, 

tingkat intervensi regulatif yang masih besar, misalnya melalui penetapan 

harga BBM dan listrik oleh pemerintah. 

Di sisi lain, terdapat risiko struktural akibat ekspansi kapitalisme negara 

ini. Ketergantungan pembangunan pada BUMN membuat APBN 

menghadapi tekanan fiskal tinggi, terutama ketika proyek strategis 

mengalami pembengkakan biaya. Banyak BUMN mengalami tekanan arus 

kas akibat kombinasi beban penugasan publik dan kewajiban membayar 

bunga pinjaman. Menurut studi (Unlocking the Economic and Social Value 

of Indonesia’s State-Owned Enterprises, 2022), efisiensi operasional 

BUMN Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara Asia 

Timur lainnya, dengan rata-rata return on assets hanya 3,2%, jauh di bawah 

standar regional 6,5%. 

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa model kapitalisme negara 

juga memberikan keuntungan tertentu. Negara dapat menjaga kedaulatan 

ekonomi, melindungi sektor strategis, dan mempercepat pembangunan 

infrastruktur yang tidak dapat dilakukan swasta (Guțoiu, 2024). 

Tantangannya terletak pada bagaimana memastikan agar peran negara ini 

tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi 

sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Artinya, transformasi 

menuju productive state capitalism harus diarahkan untuk menciptakan 

manfaat publik, bukan sekadar akumulasi modal negara. 

Dengan demikian, karakteristik state capitalism Indonesia dapat 

disimpulkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi ganda yaitu 

nasionalistis dalam struktur kepemilikan, tetapi kapitalistik dalam 

operasionalisasi. Ia memadukan intervensi negara, korporatisasi BUMN, 

dan keterlibatan pasar global dalam satu mekanisme pembangunan. Model 

ini berpotensi efektif jika tata kelola korporasi, transparansi fiskal, dan 
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mekanisme akuntabilitas sosial diperkuat. Namun tanpa koreksi kebijakan 

yang berpihak pada rakyat, kapitalisme negara berisiko menjauhkan 

ekonomi nasional dari nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip “kekeluargaan 

dan gotong royong” yang menjadi ruh konstitusional sistem perekonomian 

Indonesia. 

2.2.3 Paradoks Ekonomi Kerakyatan dan Ketimpangan Struktural 

Secara konseptual, ide “ekonomi kerakyatan” dalam Pancasila menolak 

kapitalisme yang menimbulkan akumulasi aset pada segilintir elite. 

Hastangka (2012), dengan memanfaatkan ide dari Mubyarto, 

menggambarkan bahwa tujuan utama ekonomi Pancasila bukan 

pertumbuhan maksimal, melainkan pemerataan hasil produksi dan 

pengurangan ketimpangan. Namun realitas lapangan menunjukkan 

ketidaksesuaian antara idealisme dan praktik kebijakan. Kebijakan 

pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan makro, bukan 

pemerataan mikro. Ketimpangan pendapatan menjadi indikator utama 

paradoks ini. Menurut (World Inequality, 2022.), 10 % terkaya di Indonesia 

menguasai lebih dari 41 % pendapatan nasional, sementara 50 % terbawah 

hanya menerima 17 %. Koefisien Gini Indonesia berada di kisaran 0,384 

relatif tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya . Kesenjangan ini 

menandakan bahwa struktur ekonomi tidak mampu menyalurkan manfaat 

pembangunan secara merata. Dalam kerangka politik ekonomi, situasi ini 

menunjukkan terjadinya “dual economy”yaitu sebuah sistem di mana 

sektor modern yang berbasis kapital tinggi berkembang pesat, sementara 

sektor tradisional dan rakyat tetap stagnan. Model ini sering disebut oleh 

Lewis (1954) sebagai “dualistic development,” yang menghasilkan 

pertumbuhan tanpa distribusi yang adil. 

Di sisi lain. meski program-program pro-UMKM, misalnya KUR dan 

skema pembiayaan koperasi dimaksudkan sebagai intervensi redistributif, 
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praktik kebijakan makro pascareformasi sering “disusupi” kepentingan 

oligarki sehingga hasilnya cenderung pro-korporasi besar alih-alih pro- 

rakyat. Pola ini sudah lama dipetakan oleh Hadiz & Robison (2005) yaitu 

reformasi pasar justru berkelindan dengan konsolidasi kekuasaan negara- 

korporasi (state-corporate/oligarchic capitalism) yang mengerdilkan ruang 

ekonomi rakyat, terutama saat akses terhadap sumber daya strategis 

ditentukan lewat jaringan politik-bisnis. Di ranah regulasi, desain Omnibus 

Law Cipta Kerja dan penataan ulang prosedur pembentukan undang- 

undang membuka “jalur cepat” investasi tetapi sekaligus melemahkan 

sejumlah perlindungan sosial-lingkungan sehingga keseimbangan antara 

kemudahan berusaha dan jaminan hak publik bergeser (Syafriadi, 2023). 

Dampaknya paling kasat pada penguasaan tanah/sumber daya. Studi 

terbaru tentang perusahaan sawit menunjukkan bagaimana mekanisme 

perizinan dan relasi kuasa memproduksi “rightlessness” (hak yang 

tereduksi) bagi komunitas lokal. Hal ini menyebabkan sebuah pola 

disposesi yang jelas berseberangan dengan mandat Pasal 33 bahwa bumi, 

air, dan kekayaan alam harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

(Berenschot & Dhiaulhaq, 2023). 

Meski demikian, optimisme masih ada. Kebijakan pemerintah terkini 

seperti transformasi ekonomi digital, pembangunan green economy, dan 

inisiatif ESG dapat menjadi jembatan antara kapitalisme negara dan 

ekonomi rakyat jika didesain inklusif. Penguatan koperasi digital, 

kemitraan hijau UMKM-BUMN, dan pembiayaan mikro berbasis 

keberlanjutan adalah contoh jalan tengah menuju demokrasi ekonomi yang 

lebih adil. 

Dengan demikian, paradoks ekonomi kerakyatan Indonesia bukan semata 

hasil kebijakan yang salah arah, tetapi refleksi dari benturan antara nilai 

ideologis Pancasila dan logika ekonomi global. Tantangan terbesar adalah 
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menemukan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. 

Tanpa reposisi kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat, sistem 

perekonomian Indonesia berisiko kehilangan ruh ideologisnya yakni 

sebagai sistem ekonomi yang humanis, berkeadilan, dan berlandaskan 

gotong royong sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. 

2.2.4 Transformasi Kebijakan: Dari Peran Negara ke Dominasi Pasar 

Transformasi sistem ekonomi Indonesia sejak reformasi 1998 

mencerminkan pergeseran besar dari pola state-centered economy menuju 

market-oriented economy. Pada masa Orde Baru, negara menjadi motor 

utama pembangunan melalui perencanaan terpusat dan penguasaan sektor 

strategis oleh BUMN. Namun setelah krisis moneter 1997–1998, 

paradigma pembangunan berubah secara drastis. Intervensi IMF dan 

kesepakatan Letter of Intent (1998) mewajibkan Indonesia melakukan 

liberalisasi perdagangan, deregulasi keuangan, dan privatisasi aset negara. 

Langkah ini menandai lahirnya era baru: pasar menjadi pengatur utama 

kegiatan ekonomi, sedangkan peran negara beralih menjadi fasilitator 

(Robison & Rosser, 1998). 

Salah satu bentuk konkret pergeseran kebijakan adalah privatisasi BUMN. 

Selama periode 1998–2010, lebih dari 40 BUMN melepas sahamnya ke 

publik atau swasta strategis, dengan alasan meningkatkan efisiensi dan 

transparansi. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa privatisasi ini 

sering kali tidak meningkatkan produktivitas signifikan, melainkan 

memperbesar kesenjangan antara entitas besar dan ekonomi rakyat. Kajian 

McLeod (2002) menegaskan bahwa liberalisasi pasca-krisis memperkuat 

konglomerasi baru yang berafiliasi dengan kekuasaan politik, bukan 

mendorong kompetisi sehat. 
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Perubahan orientasi kebijakan juga tampak pada sistem fiskal dan moneter. 

Sebelum reformasi, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong 

pembangunan nasional berbasis perencanaan negara (top-down). Namun 

setelah reformasi, paradigma berubah menjadi pengelolaan fiskal berbasis 

defisit terkendali, dengan disiplin anggaran yang diatur melalui Undang- 

Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Reformasi ini memperkuat 

market discipline dalam kebijakan fiskal, tetapi mengurangi fleksibilitas 

negara dalam mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan sosial 

(Blöndal et al., 2009). Dari sisi moneter, independensi Bank Indonesia 

melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 merupakan tonggak penting 

dalam penguatan prinsip pasar bebas. Bank Indonesia tidak lagi berfungsi 

sebagai lembaga pembiayaan pembangunan, melainkan fokus pada 

stabilitas harga dan nilai tukar. Kebijakan ini sesuai dengan paradigma 

neoclassical monetary policy, tetapi menimbulkan kritik bahwa stabilitas 

makro sering dicapai dengan mengorbankan agenda kesejahteraan dan 

pemerataan (Affandi, 2002). 

Dalam sektor riil, liberalisasi juga menyentuh kebijakan energi dan pangan. 

Sejak 2000-an, harga BBM dan listrik secara bertahap diserahkan pada 

mekanisme pasar, sementara subsidi dikurangi. Kebijakan ini disebut 

“energy reform” dan didukung oleh lembaga internasional seperti World 

Bank dan ADB. Walau secara fiskal mengurangi beban APBN, kebijakan 

ini juga memperbesar ketimpangan akses energi bagi rumah tangga miskin 

(Dartanto, 2013). 

Pergeseran berikutnya terjadi pada pola industrialisasi nasional. Jika pada 

masa Orde Baru industrialisasi berorientasi substitusi impor (import 

substitution), maka sejak 2000-an arah berubah menjadi industrialisasi 

berbasis ekspor (export-oriented industrialisation). Strategi ini 

meningkatkan daya saing global, tetapi juga membuat industri nasional 
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bergantung pada pasar luar negeri dan bahan baku impor (Grabowski & 

Self, 2020). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa negara secara 

perlahan kehilangan kapasitas produksi strategisnya. Industri nasional 

banyak bergantung pada investasi asing dan impor teknologi. Kondisi ini 

digambarkan oleh Kim (2019) sebagai bentuk “dependent state 

capitalism”, di mana negara tetap aktif dalam ekonomi, tetapi 

ketergantungannya terhadap pasar global sangat tinggi. 

Meskipun demikian, tidak semua implikasi liberalisasi bersifat negatif. 

Reformasi pasar keuangan, pembukaan investasi, dan deregulasi tertentu 

telah meningkatkan efisiensi dan menarik modal asing yang dibutuhkan 

untuk pembangunan infrastruktur (Kim, 2023a). Tantangannya adalah 

bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan nilai keadilan 

sosial yang menjadi inti ekonomi Pancasila. Dengan demikian, 

transformasi kebijakan dari peran negara ke dominasi pasar menciptakan 

konfigurasi baru dalam sistem perekonomian Indonesia yakni state-led 

market capitalism. Negara masih menjadi aktor penting, namun beroperasi 

dengan logika pasar. Situasi ini menuntut pembaruan paradigma kebijakan 

agar peran negara tidak berhenti pada fasilitasi pertumbuhan, tetapi juga 

menjamin pemerataan hasilnya. Tanpa reorientasi kebijakan publik yang 

eksplisit menghidupkan kembali nilai Pasal 33 dan prinsip ekonomi 

kerakyatan, arah pembangunan nasional berisiko semakin menjauh dari 

cita-cita ekonomi Pancasila yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Implementasi Green economy, Blue economy, dan Circular economy 

dalam Sistem Perekonomian Nasional 

Dalam konteks transformasi pembangunan, Indonesia mulai 

mengintegrasikan konsep green economy, blue economy, dan circular 

economy sebagai paradigma baru sistem perekonomian nasional. 

Pendekatan ini bukan hanya respons terhadap krisis iklim, tetapi juga upaya 
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konkret menghidupkan kembali semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 

yakni bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. 

Konsep green economy menekankan keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan kelestarian lingkungan. Wijayanti & Sari (2024) menekankan 

bahwa pemerintah Indonesia telah menempatkan ekonomi hijau sebagai 

prioritas pembangunan jangka panjang, terutama melalui Low Carbon 

Development Initiative (LCDI) yang dikembangkan Bappenas sejak 2018. 

Namun, kajian oleh Sekaringtias et al. (2023) menunjukkan bahwa 

implementasi green economy di Indonesia masih didominasi oleh proyek- 

proyek top-down dan belum melibatkan komunitas lokal secara bermakna. 

Program seperti pembangunan energi terbarukan dan perdagangan karbon 

sering terjebak dalam pendekatan investasi besar tanpa memperhatikan 

inklusivitas sosial. Sementara itu, blue economy menjadi strategi penting 

bagi negara maritim seperti Indonesia. Konsep ini berfokus pada 

pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, dengan 

memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kesehatan 

ekosistem laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Peta 

Jalan Ekonomi Biru Indonesia Edisi 2 menegaskan adanya target 

pertumbuhan ekonomi maritim dari 6,4 persen PDB pada tahun 2015 

menjadi 12,5 persen pada tahun 2045 melalui tiga strategi, yaitu (i) 

meningkatkan peran dengan fokus pada konektivitas laut yang efektif dan 

efisien, industri perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta 

pariwisata bahari yang inklusif; (ii) menciptakan sumber daya manusia 

maritim yang berkualitas dan berdaya saing, inovasi teknologi 

kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban 

maritim; dan (iii) mewujudkan pertahanan dan keamanan maritim yang 
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tangguh dan handal dalam menghadapi tantangan regional dan global 

(Sambodo et al., 2024). 

Sementara itu, circular economy atau ekonomi sirkular mulai diadopsi 

dalam kebijakan industri dan pengelolaan sampah. Prinsipnya adalah 

mengurangi limbah, menggunakan kembali bahan, dan mendaur ulang 

sumber daya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Permata et al. (2022) 

dalam laporan kerjasama anatara UNDP dan Bappenas (2022) berjudul The 

Future is Circular: Uncovering Circular economy Initiatives in Indonesia 

menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular dapat meningkatkan 

PDB nasional sebesar 0,6% dan menciptakan lebih dari 4 juta lapangan 

kerja hijau hingga 2030 jika diterapkan secara sistematis. 

Beberapa studi empiris mendukung hal ini. Waluyo & Kharisma (2023) 

menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan 

limbah makanan di Indonesia memberikan dampak sosial dan ekonomi 

yang signifikan, terutama dalam menciptakan rantai pasok yang 

berkelanjutan. Selain itu, penelitian Siregar et al. (2023) menekankan 

pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri manufaktur 

dalam implementasi waste-to-resource systems di sektor industri kecil dan 

menengah. 

2.2.5 Implementasi Green economy di Indonesia: Kebijakan, Industri, dan 

Tantangan 

Konsep green economy di Indonesia berakar pada upaya menyeimbangkan 

antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. 

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan prinsip “efisiensi berkeadilan dan 

berwawasan lingkungan”, yang menjadi dasar hukum bagi seluruh strategi 

pembangunan rendah karbon. Definisi formal green economy sebagaimana 

dirumuskan oleh United Nations Environment Programme (2011) adalah 
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sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan 

sosial sekaligus menurunkan risiko lingkungan. 

Implementasinya diperdalam melalui Low Carbon Development Initiative 

(LCDI) yang diusung oleh Bappenasyang menunjukkan skenario hijau 

mampu memberi manfaat ekonomi-sosial lebih baik daripada business-as- 

usual dan dijadikan pedoman lintas-sektor untuk pembangunan rendah 

karbon (Ministry of Development Planning/Bappenas, 2021). Sementara 

itu, di sektor energi, IEA mencatat pangsa energi terbarukan Indonesia 

sekitar 14% (IEA, 2021) dan rencana nasional menargetkan 23% dalam 

bauran listrik pada 2025, sehingga percepatan investasi di surya, panas 

bumi, dan angin menjadi krusial untuk menutup kesenjangan menuju net- 

zero. 

Dalam kerangka kebijakan pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia (2022) sebagai standar nasional 

untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi ramah lingkungan. Taksonomi 

ini mengklasifikasikan sektor berdasarkan risiko lingkungan dan 

kontribusinya terhadap mitigasi iklim (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). 

Kebijakan ini mendorong perbankan dan pasar modal mengalihkan 

portofolio ke investasi hijau. 

Peran keuangan negara juga semakin strategis. Sejak Maret 2018, 

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign 

green sukuk untuk membiayai proyek hijau prioritas pemerintah. 

Penerbitan perdana berdenominasi USD itu bernilai US$1,25 miliar 

(United Nations in Indonesia, 2025). Secara kumulatif hingga akhir 2023, 

pemerintah telah menerbitkan green sukuk global senilai total kira-kira 

US$6,0 miliar (2018: 1,25; 2019: 0,75; 2020: 0,75; 2021: 0,75; 2022: 1,50; 

2023: 1,00), di luar green sukuk ritel domestik yang sejak 2019 mencapai 
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Rp2,8 triliun (≈US$1,4 miliar) (DJPPR, 2025; Morse, 2025). 

Namun demikian, ekonomi hijau juga tidak lepas dari kritik politik. 

Beberapa pakar menilai bahwa konsep ini kadang digunakan untuk 

melegitimasi kapitalisme baru yang berwajah ramah lingkungan tanpa 

mengubah struktur eksploitasi. Brand & Wissen (2021) menyebutnya 

sebagai green capitalism yang mempertahankan logika pasar global. 

Karena itu, implementasi ekonomi hijau harus dikawal oleh etika Pancasila 

agar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan akumulasi modal. Dari 

sisi institusional, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci 

keberhasilan. Saat ini, Bappenas, Kemenkeu, KLHK, dan Kementerian 

ESDM masih memiliki basis data emisi dan target yang berbeda, 

menyulitkan sinkronisasi program. Pemerintah perlu membangun Green 

Data Hub Indonesia sebagai satu sumber terpadu untuk pemantauan dan 

transparansi transisi energi (International Monetary Fund, 2024) 

Akhirnya, implementasi green economy di Indonesia merupakan bentuk 

aktualisasi nilai Pasal 33 UUD 1945 yang berpihak pada kemakmuran 

rakyat dan keberlanjutan alam. Namun, tantangan terbesar terletak pada 

politik ekonomi: apakah negara mampu menjaga agar transisi hijau tidak 

didominasi kapital besar dan tetap inklusif bagi ekonomi rakyat. Oleh 

karena itu, pendekatan green economy with justice yang berlandaskan 

Pancasila perlu menjadi arah utama reformasi pembangunan berkelanjutan 

nasional. 

2.2.6 Implementasi Blue Economy di Indonesia: Potensi Kelautan, 

Perikanan, dan Keadilan Ekologis 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 6,4 juta 

km² wilayah laut dan garis pantai lebih dari 108 ribu km. Potensi ekonomi 

laut Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, mencakup 
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perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan transportasi maritim 

(Sambodo et al., 2024). Namun, eksploitasi sumber daya laut yang tidak 

terkendali telah menyebabkan degradasi ekosistem, ketimpangan ekonomi 

pesisir, dan ancaman terhadap keberlanjutan sosial-ekologis. Untuk itu, 

implementasi  blue  economy  menjadi  keharusan  strategis  sekaligus 

aktualisasi Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber 

daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kerangka kebijakan ekonomi biru Indonesia bertumpu pada integrasi 

tujuan ekonomi-sosial-ekologi lintas sektor (perikanan, pariwisata bahari, 

logistik maritim, dan energi laut) dengan penekanan pada tata kelola 

berbasis ekosistem dan inklusivitas pelaku kecil. Kajian komprehensif 

Bank Dunia menempatkan reformasi kelembagaan, penataan izin/ruang 

laut, serta penguatan instrumen berbasis pasar sebagai prasyarat penciptaan 

nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan pesisir secara berkelanjutan, 

sambil menegaskan kebutuhan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan 

koordinasi lintas-kementerian agar kebijakan tidak bersifat “darat-sentris” 

(Bank Dunia, 2021). 

Implementasi sektor prioritas berjalan melalui kombinasi instrumen 

regulatif dan investasi publik. Di perikanan tangkap, skema Penangkapan 

Ikan Terukur (PP No. 11/2023) memperkenalkan pengaturan zona dan 

kuota untuk menjaga keberlanjutan stok sekaligus mendorong transparansi 

rantai nilai (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 Tentang 

Penangkapan Ikan Terukur, 2023). Desain ini membuka ruang efisiensi bila 

didukung pengawasan dan skema kompensasi/pendampingan teknologi 

bagi nelayan kecil. Di budidaya, dorongan peningkatan ekspor (mis. 

udang/rumput laut) perlu diimbangi standar lingkungan dan sosial. 

Panduan yurisdiksional WWF menunjukkan pendekatan kawasan 

(jurisdictional approach) sebagai mekanisme peningkatan praktik 
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budidaya yang memenuhi standar internasional seraya menekan risiko 

degradasi mangrove dan pencemaran pesisir (Conservation International, 

2023). 

Perubahan iklim mempertegas urgensi ekonomi biru sebagai strategi 

adaptasi-mitigasi berbasis laut. Laporan Sintesis IPCC AR6 (2023) 

menegaskan percepatan kenaikan muka laut dan risiko bencana pesisir, 

sehingga kebijakan maritim Indonesia perlu mengintegrasikan 

perlindungan ekosistem kunci (mangrove-lamun-terumbu), ketahanan 

infrastruktur pesisir, dan pembiayaan inovatif yang menautkan konservasi 

dengan pembangunan lokal. Secara keseluruhan, ekonomi biru berfungsi 

sebagai instrumen demokrasi ekonomi: memperluas akses manfaat bagi 

masyarakat pesisir, meningkatkan produktivitas melalui inovasi, dan 

menjaga daya dukung ekologi sebagai barang publik antargenerasi (Calvin 

et al., 2023). 

3.4 Circular economy dan Transformasi Industri Nasional 

Perubahan paradigma industri global menuju circular economy 

mencerminkan pergeseran dari model produksi linear “ambil-buat-buang” 

menuju sistem regeneratif yang menekankan efisiensi sumber daya, 

pengurangan limbah, dan keberlanjutan jangka panjang. Prinsip ini sejalan 

dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan efisiensi 

berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ekonomi 

Pancasila, circular economy adalah penerjemahan konkret nilai gotong 

royong dalam bentuk kolaborasi rantai pasok untuk memastikan tidak ada 

sumber daya yang terbuang sia-sia. 

Pada konteks saat ini, Indonesia mengadopsi circular economy 

sebagaimana dipopulerkan Ellen MacArthur Foundation yaitu sistem 

industri yang restoratif-regeneratif dengan tiga prinsip utama. Menghapus 

limbah/polusi sejak desain, menjaga produk-material tetap digunakan, dan 
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meregenerasi alam. Definisi/prinsip tersebut menjadi rujukan global dan 

selaras dengan semangat pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran 

rakyat berkelanjutan (Ellen MacArthur Foundation, 2013). Secara 

kebijakan, Bappenas bersama mitra PBB menerbitkan kajian manfaat 

ekonomi-sosial-lingkungan circular economy (UNDP, 2021) yang 

mengestimasikan tambahan PDB sekitar USD 42–45 miliar dan 4,4 juta 

pekerjaan bersih pada 2030 sehingga memberi justifikasi ekonomi kuat 

untuk adopsi lintas-sektor. 

Landasan hukum pengelolaan sampah, sebagai pintu masuk ekonomi 

sirkular, ditetapkan melalui PP No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (target pengurangan 30% dan 

penanganan 70% pada 2025), yang menjadi rujukan integrasi reduce– 

reuse–recycle dan skema tanggung jawab produsen. Pembiayaan transisi 

turut digerakkan oleh instrumen hijau negara. Kementerian Keuangan 

menerbitkan green sukuk dan merilis “Green Sukuk Allocation & Impact 

Report” yang mencatat alokasi untuk pengelolaan sampah/air/daur ulang 

sebagai bagian portofolio. 

Meski momentum kuat, tantangan infrastruktur dan kinerja daur ulang 

masih nyata. OECD (2025) melaporkan tingkat daur ulang efektif di 

kawasan Asia Timur–SEA berkisar 6–14% dan menyoroti Indonesia di 

kelompok bawa menegaskan kebutuhan penguatan EPR (Extended 

Producer Responsibility), pengumpulan terpilah, dan integrasi sektor 

informal agar manfaat sirkular benar-benar inklusif. Dengan demikian, 

transformasi industri nasional berbasis circular economy bukan hanya 

agenda teknologis, tetapi juga moral dan konstitusional. Negara harus 

menjadi penggerak utama dalam transisi menuju ekonomi sirkular yang 

inklusif, di mana inovasi industri selaras dengan kesejahteraan rakyat dan 

kelestarian alam. Ekonomi sirkular yang berkeadilan akan menjadi bukti 
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bahwa modernisasi industri Indonesia dapat berakar pada nilai Pancasila 

serta menjadi teladan global bagi pembangunan berkelanjutan. 

2.3 Pembaruan Regulasi Hukum dalam Menopang Demokrasi Ekonomi dan 

Keadilan Sosial Berkelanjutan 

Perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 

NRI Tahun 1945 menuntut landasan hukum yang kuat untuk menjamin 

pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Namun, kondisi hukum 

ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi 

dan pergeseran orientasi dari prinsip konstitusional menuju liberalisasi 

ekonomi. Berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dan perubahannya melalui UU No. 6 Tahun 2023, lebih menekankan pada 

kemudahan investasi dan efisiensi pasar, ketimbang prinsip keadilan sosial 

dan kedaulatan rakyat atas sumber daya ekonomi. 

Menurut Asshiddiqie (2010), politik hukum ekonomi Indonesia harus 

dikembalikan ke arah Constitutional Economics yang menempatkan 

keadilan sosial sebagai tujuan utama pembangunan. Dalam bukunya 

Konstitusi Ekonomi Indonesia, ia menjelaskan bahwa Pasal 33 seharusnya 

menjadi “konstitusi ekonomi rakyat” yang tidak hanya mengatur hubungan 

antara negara dan pasar, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap 

pelaku ekonomi kecil dan sektor sosial. Ia juga menekankan perlunya 

constitutional renewal yaitu pembaruan konstitusi dalam arti penafsiran 

dinamis, agar makna “dikuasai oleh negara” dapat menyesuaikan diri 

dengan tantangan digitalisasi, globalisasi, dan krisis lingkungan. 

Hal senada diungkapkan oleh Marilang (2012) yang menyoroti perlunya 

redefinisi konsep penguasaan negara agar tidak sebatas kepemilikan, tetapi 
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juga mencakup regulasi, pengawasan, dan distribusi manfaat ekonomi 

kepada publik. Dalam artikelnya, Marilang (2012) menulis bahwa 

penegasan kembali peran negara dalam cabang-cabang produksi yang 

penting harus diwujudkan dalam peraturan yang terintegrasi antar-sektor 

dan berbasis keadilan sosial. Kebutuhan akan regulasi ekonomi yang 

berpihak pada rakyat juga ditegaskan oleh Radjagukguk (1975). Ia 

menguraikan bahwa banyak kebijakan ekonomi di Indonesia masih bersifat 

investment-driven, bukan people-centered. Akibatnya, struktur ekonomi 

nasional cenderung oligopolistik, dengan dominasi korporasi besar dalam 

sektor energi, infrastruktur, dan pangan. 

Karena itu, sejumlah ahli hukum menilai perlunya pembentukan kerangka 

hukum integratif bagi kebijakan ekonomi nasional lintas sektor yang 

berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Yuanitasari 

& Suparto (2020) menegaskan bahwa peran negara dalam sistem ekonomi 

Indonesia harus ditempatkan sebagai penentu arah pembangunan sekaligus 

penjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan rakyat. 

Ia menilai bahwa pengaturan ekonomi yang terfragmentasi di berbagai 

sektor memerlukan dasar hukum umum yang menegaskan kembali prinsip 

demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. 

Dengan demikian, pembentukan undang-undang yang bersifat “lex 

generalis” di bidang ekonomi menjadi penting agar kebijakan investasi, 

industri, dan sumber daya alam dapat berjalan selaras dengan tujuan 

konstitusional. 

Selain itu, dalam konteks keberlanjutan, pembaruan hukum ekonomi juga 

perlu diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), 

terutama tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif), tujuan 10 

(pengurangan ketimpangan), dan tujuan 13 (aksi iklim). Penelitian Mukti 
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& Sobirov (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip environmental 

justice dalam regulasi ekonomi dapat memperkuat akuntabilitas negara 

dalam mengelola sumber daya alam dan meminimalkan dampak sosial dari 

investasi berskala besar. 

Dengan demikian, arah pembaruan hukum ekonomi Indonesia ke depan 

tidak hanya berfokus pada efisiensi dan investasi, tetapi juga harus 

menegaskan kembali prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin 

partisipasi rakyat dan perlindungan terhadap kepentingan generasi 

mendatang. Hukum ekonomi tidak boleh berhenti sebagai instrumen 

administratif, melainkan harus menjadi mekanisme distribusi keadilan 

sosial dan ekologis. Seperti ditegaskan Pratiwi et al. (2024) yaitu sistem 

ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud jika regulasi dirancang 

berdasarkan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

2.3.1 Kerangka Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan Tafsir Mahkamah 

Konstitusi 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan demokrasi ekonomi sebagai 

poros sistem perekonomian, dengan penekanan pada asas kekeluargaan, 

penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta orientasi sebesar- 

besarnya bagi kemakmuran rakyat, sementara ayat (4) setelah amandemen 

menambahkan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan 

berwawasan lingkungan sebagai standar konstitusional baru untuk seluruh 

kebijakan ekonomi nasional. Dalam konstruksi hukum tata negara 

ekonomi, “penguasaan negara” di Pasal 33 tidak boleh direduksi menjadi 

kepemilikan saham semata, melainkan mencakup fungsi mengatur, 

mengurus, mengelola, dan mengawasi agar pemanfaatan sumber daya dan 

cabang produksi penting tidak menyimpang dari kemaslahatan umum. 
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Tafsir luas ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi ketika menguji praktik 

privatisasi dan korporatisasi BUMN (Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 36/PUU-X/2012, 2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 

Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 2003; Ringkasan Permohonan Perkara, 

2012; Ringkasan Permohonan Perkara, 2023). Penguatan fungsi negara 

sebagai wali amanat sumber daya (public trusteeship) juga tampak pada 

putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak liberalisasi berlebihan dalam 

sektor energi dan listrik dengan alasan hajat hidup orang banyak harus 

berada dalam jaminan kendali dan tanggung jawab negara melalui regulasi, 

pengawasan, dan desain pasar yang kompatibel dengan tujuan 

konstitusional (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, 

2012). 

Amandemen Pasal 33 ayat (4) membawa implikasi normatif yang besar. 

Asas “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” memberi sandaran 

konstitusional untuk kebijakan nilai ekonomi karbon, pembiayaan hijau, 

dan internalisasi eksternalitas lingkungan dalam investasi sehingga 

efisiensi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kalkulus finansial, 

melainkan efisiensi berkeadilan yang memperhitungkan ongkos ekologis. 

Mahkamah Konstitusi dalam perkara ketenagalistrikan menegaskan bahwa 

pengaturan sektor strategis tidak boleh memecah keterpaduan sistem yang 

mengakibatkan pelepasan tanggung jawab negara, sehingga model 

kompetisi harus dirancang dengan public interest safeguards dan service 

obligations yang jelas agar kedaulatan energi tidak tergerus oleh logika 

pasar semata. 

Dimensi keberlanjutan sebagai asas konstitusional juga memperkuat 

legitimasi penerapan instrumen fiskal-lingkungan, seperti pajak karbon, 

perdagangan emisi, dan pembayaran berbasis hasil (RBP), yang semuanya 
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secara eksplisit diatur dalam kerangka nilai ekonomi karbon sehingga 

kebijakan iklim tidak sekadar kebijakan sektoral, melainkan mandat 

konstitusional pembangunan (Cepparulo & Giuriato, 2024; Postula & 

Radecka-Moroz, 2020). Ketaatan terhadap Pasal 33 menuntut konsistensi 

vertikal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang secara 

metodologis dijaga melalui UU 12/2011 jo. UU 13/2022 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; setiap regulasi ekonomi 

(UU, PP, Perpres) harus diuji keselarasan dengan asas-asas demokrasi 

ekonomi dan keberlanjutan yang telah dikonstitusionalisasi. 

Dalam praktik, standar konstitusional ini menjadi alat ukur bagi legislator 

dan regulator untuk menyusun desain pasar yang menggabungkan market 

enabling (peningkatan efisiensi dan investasi), public-interest 

safeguarding (layanan dasar dan pemerataan), serta eco-constitutionalism 

(perlindungan lingkungan dan generasi mendatang) dalam satu arsitektur 

kebijakan (Kivotidis, 2025; Pieraccini, 2024). Penegakan standar tersebut 

memperoleh dukungan kelembagaan melalui mekanisme judicial review di 

Mahkamah Konstitusi, yang menyediakan pagar hukum terhadap regulasi 

turunan yang menyimpang dari spirit Pasal 33, baik dalam isu privatisasi, 

perizinan sektoral, maupun jaminan pelayanan publik. Dengan demikian, 

kerangka konstitusional Pasal 33 beserta tafsir MK mengharuskan setiap 

pembaruan hukum perekonomian nasional untuk memenuhi tiga uji utama 

yaitu kedaulatan atas sumber daya strategis, keadilan sosial distribusi 

manfaat, dan keberlanjutan ekologis, yang secara eksplisit telah diperluas 

maknanya melalui amandemen dan putusan-putusan pengadilan konstitusi. 

2.3.2 Hierarki Peraturan & Politik Hukum Ekonomi: Dari Konstitusi ke 

Peraturan Turunan 

Desain hukum perekonomian nasional beroperasi dalam kerangka hierarki 

peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan UU 12/2011 jo. 
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UU 13/2022, sehingga koherensi vertikal antara UUD 1945, UU sektoral, 

PP, dan Perpres menjadi syarat tata kelola regulasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara konstitusional sekaligus efektif secara 

administratif. Fondasi fiskal negara sebagai “konstitusi anggaran” 

dibangun melalui UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 

tentang Perbendaharaan Negara, dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang secara 

bersama-sama mewajibkan transparansi, akuntabilitas, dan value for 

money dalam alokasi sumber daya publik. Kestabilan moneter dan 

integritas sistem keuangan dijaga melalui independensi Bank Indonesia 

(UU 23/1999 jo. UU 6/2009) dan periode di bawah pengawasan 

terintegrasi OJK (UU 21/2011), yang menegaskan prinsip independence 

with accountability agar kebijakan moneter dan prudensial sejalan dengan 

tujuan demokrasi ekonomi dan perlindungan konsumen. 

Kebijakan penanaman modal menempatkan UU 25/2007 sebagai payung 

utama, sementara Perpres 10/2021 tentang Daftar Positif Investasi 

melakukan reposisi negative list menjadi positive list yang lebih pro- 

investasi, namun tetap memerlukan screening berbasis kepentingan 

nasional melalui TKDN, alih teknologi, dan persyaratan keberlanjutan. 

Reformasi perizinan melalui UU Cipta Kerja (UU 11/2020 yang 

dikukuhkan menjadi UU 6/2023) dan PP 5/2021 tentang OSS (Online 

Single Submission) Berbasis Risiko menyederhanakan prosedur, tetapi 

juga menuntut tata kelola risk assessment yang menjaga environmental due 

diligence, standar ketenagakerjaan, dan perlindungan UMKM agar 

kemudahan berusaha tidak mengorbankan hak konstitusional warga. 

Arsitektur lingkungan hidup dipancangkan melalui UU 32/2009 dan PP 

46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, yang memformalkan 

AMDAL, izin lingkungan, pajak/retribusi lingkungan, serta skema izin 



56  

yang dapat diperdagangkan, sehingga setiap kebijakan ekonomi tunduk 

pada uji daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Dalam domain maritim, UU 32/2014 tentang Kelautan mengokohkan 

perencanaan ruang laut, yurisdiksi maritim, dan tata kelola sumber daya 

lepas pantai, yang krusial bagi pengembangan ekonomi biru dan 

penegakan keadilan spasial bagi masyarakat pesisir yang selama ini 

terpinggirkan. Penyelarasan pembiayaan nasional dengan agenda 

keberlanjutan difasilitasi oleh Taksonomi Hijau OJK 2022 sebagai bahasa 

bersama antara regulator, perbankan, dan pasar modal untuk 

mengidentifikasi aktivitas ekonomi hijau, biru, dan sirkular yang layak 

didanai dengan risiko lingkungan yang terukur. Secara paralel, Perpres 

98/2021 tentang NEK (Nilai Ekonomi Karbon) menginstitusikan nilai 

ekonomi karbon melalui perdagangan emisi, offset, dan pembayaran 

berbasis hasil, yang menuntut koherensi dengan standar pengungkapan 

iklim dan integrasi ke perencanaan anggaran jangka menengah agar 

memiliki pijakan hukum dan fiskal yang kuat. 

Keseluruhan mosaik regulasi tersebut menuntut strategi ganda yaitu 

konsistensi vertikal terhadap Pasal 33 dan konsistensi horizontal 

antarsektor (fiskal, investasi, lingkungan, persaingan) guna mencegah 

celah regulatory arbitrage dan memastikan bahwa pencapaian efisiensi 

ekonomi selaras dengan pemerataan dan keberlanjutan. 

2.3.3 Peran Negara & BUMN: Antara Agent of Development dan Orientasi 

Komersial 

Mandat ganda BUMN sebagaimana ditegaskan UU 19/2003 yaitu 

mengejar keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, 

menempatkan perusahaan pelat merah pada posisi unik sebagai instrumen 

pembangunan sekaligus entitas pasar. Agar tidak terjadi peraliham misi, 



57  

diperlukan kejelasan misi dan indikator kinerja publik yang terukur. Tafsir 

Mahkamah Konstitusi memperluas makna “penguasaan negara” sehingga 

kebijakan korporatisasi dan privatisasi hanya konstitusional bila menjaga 

kontrol publik yang efektif atas sektor vital serta memastikan tata kelola 

yang melindungi kepentingan umum terhadap potensi ekses komersialisasi. 

Evaluasi tata kelola BUMN oleh OECD menyoroti kebingungan peran 

(role confusion) antara fungsi pemilik dan regulator, risiko konflik 

kepentingan, serta keterbatasan transparansi Solusi yang 

direkomendasikan mencakup state ownership policy, dewan independen, 

dan pemisahan akuntansi PSO-komersial (OECD, 2024b). Pembentukan 

holding tematik (energi, mineral, agro, aviasi-pariwisata) meningkatkan 

koordinasi strategis dan skala ekonomi tetapi juga berisiko memusatkan 

kekuatan pasar (Kim, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang 

ketat oleh KPPU. 

Penyertaan Modal Negara (PMN) seperti yang tercantum pada Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 

menyatakan bahwa penyertaan harus ditautkan pada kontrak kinerja 

berbasis public value dengan indikator layanan, penyerapan tenaga kerja 

layak, dan kandungan lokal, disertai rencana keluar yang jelas agar beban 

fiskal dan risiko moral hazard dapat dikelola secara akuntabel. Kerangka 

NEK melalui Perpres 98/2021 dapat dijadikan landasan bagi internal 

carbon pricing dan green procurement di seluruh BUMN strategis sehingga 

transformasi dekarbonisasi bukan sekadar komitmen sukarela, melainkan 

kewajiban operasional korporasi negara. 

Untuk mencegah state-corporate capture, pengadaan barang/jasa di 

BUMN dan BLU perlu tunduk pada prinsip open contracting dan audit 

kinerja sosial-lingkungan agar integritas proyek terjaga dan manfaat publik 
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dapat diverifikasi secara independen (Brown, 2024). Pembagian tegas 

antara akun PSO dan akun komersial melalui kontrak kinerja akan 

menghindari subsidi silang yang tidak transparan, memungkinkan evaluasi 

obyektif atas dividen negara tanpa mengorbankan kewajiban pelayanan 

publik kepada masyarakat luas. 

Reformasi tata kelola yang memasukkan pengungkapan kepemilikan 

manfaat (beneficial ownership) dan pengawasan transaksi pihak berelasi 

akan memperkecil ruang kesalahan dan menguatkan kepercayaan publik 

terhadap peran BUMN sebagai perpanjangan tangan negara untuk 

kemakmuran rakyat. Ke depan, revisi UU BUMN idealnya mengkodifikasi 

uji kepentingan umum (public interest test) bagi privatisasi/korporatisasi 

sektor vital, mewajibkan impact reporting sosial-lingkungan, mempertegas 

competitive neutrality, serta menjamin akses non- diskriminatif ke 

essential facilities di pasar yang melibatkan perusahaan negara. 

2.3.4 Persaingan Usaha & Anti-Monopoli: Menjaga Struktur Pasar 

Demokratis 

Rezim persaingan usaha Indonesia melalui UU 5/1999 dirancang untuk 

mencegah praktek monopoli dan perilaku antipersaingan yang merusak 

kesejahteraan konsumen serta menghambat partisipasi pelaku kecil, 

sehingga struktur pasar yang demokratis dapat menopang cita-cita 

pemerataan dalam Pasal 33. KPPU memegang mandat penegakan hukum 

antimonopoli melalui kontrol merger, penanggulangan kartel, pengawasan 

perjanjian eksklusif, dan pencegahan penyalahgunaan posisi dominan, 

yang perlu diperkuat dengan studi pasar sektoral agar kebijakan persaingan 

sejalan dengan karakteristik industri jaringan dan barang publik. 

 

Reformasi perizinan pasca-Cipta Kerja mempercepat masuknya pelaku 

baru, namun tanpa competition assessment pada regulasi sektoral justru 
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berpotensi melahirkan hambatan masuk berbasis regulasi. Karenanya, arus 

utama penilaian dampak persaingan dalam kebijakan menjadi penting 

untuk menjaga keterbukaan pasar. 

Di pasar digital, praktik self-preferencing, penumpukan data sebagai 

keunggulan eksklusif, dan killer acquisitions menuntut pedoman KPPU 

yang selaras dengan praktik terbaik OECD untuk memastikan 

interoperabilitas, akses data yang adil, dan larangan perilaku eksklusif yang 

mengunci pelaku lebih kecil (OECD, 2024a). Doktrin essential facilities 

perlu dipertegas untuk infrastruktur hajat hidup seperti jaringan listrik, 

pelabuhan, dan backbone telekomunikasi, karena akses non- diskriminatif 

ke fasilitas esensial menurunkan biaya ekonomi tinggi dan memperluas 

kontestabilitas pasar bagi pelaku usaha rakyat (OECD, 1996). 

Efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan melalui denda berbasis 

omzet, pengembalian keuntungan ilegal (disgorgement of profits), dan 

program leniency untuk pembongkaran kartel, sebagaimana 

direkomendasikan jaringan kompetisi internasional dan kerangka pedoman 

OECD (OECD, 2016). Perusahaan negara yang beroperasi di pasar 

kompetitif harus tunduk pada prinsip competitive neutrality agar dukungan 

negara (jaminan, subsidi, kebijakan tarif) tidak mendistorsi persaingan dan 

tidak menyingkirkan inisiatif swasta yang efisien dan inovatif. Studi pasar 

oleh KPPU di sektor pangan, logistik, dan energi dapat menjadi dasar 

penerapan structural remedies seperti akses gudang, slot pelabuhan, atau 

kewajiban lelang jaringan, sehingga hambatan struktural yang mengunci 

pasar dapat direduksi secara berkelanjutan (KPPU, 2020). Integrasi 

kebijakan persaingan dengan perlindungan konsumen (UU 8/1999) 

memperkuat kesejahteraan konsumen dan memacu inovasi, termasuk 

penindakan klaim hijau menyesatkan (greenwashing) di tengah arus 

ekonomi hijau dan digital yang kian kompleks. Akhirnya, pembaruan UU 
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5/1999 yang memasukkan denda berbasis omzet lebih tinggi, 

settlement/commitment decisions, aturan ex- ante untuk platform dominan, 

dan kaidah competitive neutrality bagi SOEs akan mengunci keselarasan 

rezim persaingan dengan amanat demokrasi ekonomi dan keberlanjutan 

Pasal 33. 

2.3.5 Keuangan Negara & Fiskal Demokratis: Pajak, Belanja, dan 

Instrumen Keberlanjutan 

Kerangka konstitusi anggaran Indonesia dibangun di atas UU 17/2003 

tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pengelolaan APBN/APBD 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab, serta UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

tiga undang-undang ini menegakkan asas value for money dan 

akuntabilitas fiskal yang menjadi prasyarat fiskal demokratis dalam 

kerangka Pasal 33 UUD 1945. Reformasi pajak melalui UU 7/2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperluas basis PPN, 

menyempurnakan PPh, memperkenalkan kerangka pajak karbon, dan 

penguatan administrasi perpajakan; arah kebijakan ini menempatkan 

progresivitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan sebagai pilar kontrak 

sosial fiskal antara negara dan warga. 

Dimensi iklim difiskalkan melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi 

Karbon (NEK) yang mengatur cap-and-trade, offset, dan result-based 

payment; integrasi NEK ke siklus anggaran mendorong climate budget 

tagging dan internalisasi eksternalitas, sehingga efisiensi yang dikejar 

APBN selaras dengan asas “berkelanjutan” Pasal 33 ayat (4). Di sisi 

pembiayaan, Indonesia memelopori penerbitan Green Sukuk di pasar 

global sejak 2018 (Endri et al., 2022). Laporan dampak resmi 
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menunjukkan pembiayaan proyek energi terbarukan, efisiensi energi, 

pengelolaan limbah, hingga ketahanan bencana, hal ini menegaskan bahwa 

instrumen syariah kompatibel dengan pembiayaan hijau dan akuntabilitas 

publik (DJPPR, 2025). 

Desentralisasi fiskal mengalami desain ulang melalui UU 1/2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(HKPD) yang membuka ruang ecological fiscal transfer dan penguatan 

kinerja layanan dasar; ini relevan untuk mengaitkan transfer ke daerah 

dengan perlindungan lingkungan dan capaian pembangunan manusia. 

Orientasi belanja publik ke public value membutuhkan alat ukur yang 

melebihi  indikator  keuangan.  Kerangka  Public  Value  Framework 

menekankan penilaian manfaat publik, legitimasi, dan keberlanjutan hasil, 

sehingga program lintas kementerian (pendidikan, kesehatan, air bersih) 

dapat dievaluasi dari sisi nilai sosial, bukan hanya financial ROI (HM 

Treasury, 2019). 

Kebijakan pengadaan pemerintah menjadi tuas fiskal inklusi: Perpres 

16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta 

perubahannya) mengamanatkan keberpihakan pada UMKM/koperasi dan 

memungkinkan green procurement, dengan memanfaatkan e-catalog lokal 

dan life-cycle costing, negara dapat menggerakkan pasar ke produksi hijau 

dan pemerataan peluang. Manajemen risiko fiskal atas proyek infrastruktur 

besar dan penugasan BUMN memerlukan kerangka kewajiban kontinjensi 

dan audit kinerja menyeluruh. BPK melalui standar pemeriksaannya 

menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, sehingga beban antargenerasi 

dapat dikelola secara prudent. 

 

Transparansi anggaran memperkuat legitimasi pajak. Performance-based 

budgeting, portal anggaran terbuka, dan edisi citizens’ budget 
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meningkatkan fiscal literacy publik; pengukuran global seperti Open 

Budget Survey menilai kualitas transparansi, partisipasi, dan pengawasan, 

yang penting agar demokrasi anggaran tidak sekadar prosedural. Ke depan, 

pembaruan fiskal idealnya mengunci green & just budgeting dalam norma 

setingkat undang-undang—memasukkan climate-budget tagging, 

ecological fiscal transfer, green procurement, dan impact reporting sosial- 

lingkungan—sehingga kontrak sosial fiskal sejalan dengan demokrasi 

ekonomi dan amanat keberlanjutan Pasal 33. 

2.3.6 Investasi, Perizinan, dan Perlindungan Ekonomi Rakyat 

(UMKM/Koperasi) 

Arsitektur hukum investasi Indonesia berporos pada UU 25/2007 tentang 

Penanaman Modal yang menjamin perlakuan non-diskriminatif dan 

kepastian berusaha, tetapi sekaligus mengakui ruang perlindungan 

kepentingan nasional agar level playing field substantif, klausul special & 

differential treatment bagi UMKM/koperasi perlu dioperasionalisasi 

dalam izin dan insentif. 

Reposisi kebijakan perizinan melalui UU 11/2020 jo. UU 6/2023 (Cipta 

Kerja) dan PP 5/2021 tentang OSS Berbasis Risiko menyederhanakan 

tahapan perizinan dengan pendekatan matriks risiko; tantangannya ialah 

menjaga environmental due diligence, standar ketenagakerjaan, dan hak 

UMKM agar kemudahan berusaha tidak berujung pada race to the bottom. 

Pembukaan sektor melalui Perpres 10/2021 tentang Daftar Positif 

Investasi menggeser paradigma negative list menjadi positive list yang 

lebih pro-investasi, untuk melindungi ekonomi rakyat, daftar bidang usaha 

yang dialokasikan atau diprioritaskan untuk UMKM perlu dijaga 

konsistensinya dalam praktik OSS daerah. 

 

Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM mewajibkan pembinaan, 
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kemitraan, dan pembiayaan; pengarusutamaan green MSMEs bisa 

dilakukan dengan menautkan skema kredit (KUR, LPDB) ke Taksonomi 

Hijau OJK 2022 sehingga UMKM yang bertransformasi rendah karbon 

memperoleh preferensi bunga/penjaminan. Dari sisi kelembagaan rakyat, 

UU 25/1992 tentang Perkoperasian (setelah UU 17/2012 dibatalkan MK) 

menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian; pembaruan 

regulasi  mendesak  untuk  mengakui  platform  cooperatives,  data 

cooperatives, dan koperasi energi terbarukan, sejalan digitalisasi dan 

transisi hijau. 

Standar kemitraan adil yaitu harga wajar, off-take jangka panjang, alih 

teknologi, dan supplier development, perlu disyaratkan pada izin 

menengah-tinggi bagi investor besar. Pelanggaran kemitraan harus 

memiliki remedy administratif untuk memastikan asas kekeluargaan 

bekerja dalam rantai nilai. Pengadaan pemerintah adalah instrumen paling 

cepat memperluas pasar UMKM. Perpres 16/2018 memungkinkan 

preferensi produk lokal dan penugasan paket untuk UMKM. Penguatan e- 

catalog daerah dan penyederhanaan kontrak kecil akan mengurangi biaya 

transaksi pelaku mikro. 

Perlindungan ruang usaha mikro perlu diintegrasikan ke tata ruang. UU 

26/2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan RTRW/RDTR 

memperhatikan fungsi sosial-ekonomi yaitu alokasi pasar tradisional, 

koridor PKL, dan sentra UMKM, agar liberalisasi lahan tidak 

meminggirkan ekonomi rakyat dari pusat pertumbuhan. Pembiayaan 

inklusif dapat memperluas skema KUR hijau dan blended finance berbasis 

dampak, dengan credit enhancement dari pemerintah untuk proyek 

efisiensi energi, pengolahan limbah, dan agro-sirkular dengan klasifikasi 

proyek mengikuti Taksonomi Hijau OJK agar risiko lingkungan terukur. 

Dengan demikian, arsitektur investasi-perizinan yang pro-kompetisi harus 
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dipadukan dengan affirmative action UMKM/koperasi melalui kemitraan 

yang dapat ditegakkan, preferensi pengadaan, akses keuangan hijau- 

digital, serta perlindungan ruang usaha—sehingga demokrasi ekonomi 

bukan jargon, melainkan desain pasar berkeadilan. 

2.3.7 Keberlanjutan: Lingkungan, Energi, Kelautan, dan Ekonomi 

Sirkular 

Pilar lingkungan hidup dikukuhkan oleh UU 32/2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 

menjadikan AMDAL, izin lingkungan, dan instrumen penegakan sebagai 

gatekeeper legal terhadap investasi. Hubungan OSS berbasis risiko harus 

tetap mengindahkan uji daya dukung dan partisipasi publik. Kebijakan 

iklim dioperasionalkan melalui Perpres 98/2021 tentang NEK yang 

mengatur perdagangan emisi, offset, dan pembayaran berbasis hasil; 

kredibilitas pasar karbon menuntut sistem MRV (measurement, reporting, 

verification) yang kuat, standar registri, dan konsistensi meta-data proyek. 

Transisi energi bertumpu pada UU 30/2007 tentang Energi dan kebijakan 

bauran RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) yang menargetkan EBT 

≥23% pada 2030; agar proyek bankable, diperlukan kepastian tarif, grid 

code yang akomodatif terhadap intermitensi, serta risk allocation yang 

wajar dalam perjanjian jual beli listrik. Di domain kelautan, UU 32/2014 

tentang Kelautan menegaskan marine spatial planning, perlindungan 

ekosistem mangrove-lamun-terumbu, dan keadilan bagi nelayan kecil; 

ekonomi biru membutuhkan kuota tangkap berbasis sains dan pengawasan 

rantai pasok untuk memberantas illegal, unreported, unregulated (IUU) 

fishing. Instrumen ekonomi lingkungan melalui PP 46/2017 

memungkinkan pajak/retribusi lingkungan, izin yang dapat 

diperdagangkan, dan skema insentif daerah. Ecological fiscal transfer 

perlu diperluas agar pemerintah daerah memiliki insentif fiskal menjaga 



65  

kawasan bernilai konservasi tinggi. Pengelolaan sampah nasional dipandu 

Perpres 97/2017 (JAKSTRANAS): target 30% pengurangan dan 70% 

penanganan tahun 2025; integrasi Extended Producer Responsibility 

(EPR), waste-to-energy, dan penguatan ekosistem bank sampah harus 

memastikan pollution control dan just transition bagi pekerja informal. 

Pembiayaan keberlanjutan disokong Taksonomi Hijau OJK 2022 yang 

memberi bahasa bersama untuk proyek hijau, biru, dan sirkular; 

penyelarasan dengan NEK serta SDGs budget tagging memperkaya 

konsistensi lintas fiskal-moneter-pasar modal. Transparansi risiko iklim 

korporasi memerlukan adopsi standar pelaporan global. ISSB/IFRS S2 

Climate-Related Disclosures menyediakan kerangka decision-useful 

untuk pengungkapan rencana transisi, metrik emisi, dan analisis skenario, 

yang dapat diadopsi ke peraturan OJK/BEI. Kedaulatan digital hijau 

menjadi frontier baru yaitu kebijakan pusat data hemat energi, standar 

efisiensi TIK, dan tata kelola e-waste perlu dirajut dalam undang-undang 

ekonomi sirkular. Rancangan kebijakan kedaulatan digital Kominfo 

memberi landasan awal integrasi aspek energi-lingkungan pada ekonomi 

data. 

Pada akhirnya, penyatuan pilar lingkungan, energi, kelautan, dan sirkular 

dalam satu arsitektur omnibus keberlanjutan, misalnya Climate & Nature 

Positive Law, Blue economy Act, dan Circular economy Act, akan 

memberikan kepastian hukum yang kohesif, mengintegrasikan NEK, 

taksonomi hijau, EPR, dan instrumen fiskal ke dalam bangunan demokrasi 

ekonomi berkeadilan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penataan sistem perekonomian nasional dalam kerangka 

konstitusi; menuju demokrasi ekonomi indonesia yang berkeadilan dan 

berkelanjutan.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kombinasi (mix-method), yaitu 

menggunakan kombinasi atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. 

Dengan kuantitatif sebagai pijakan utama. Sedangkan analisis kualitatif digunakan 

untuk melakukan pendalaman terhadap hasil yang sudah diperoleh melalui 

pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian campuran digunakan karena dalam penelitian ini menghasilkan 

dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif (Murphy et al., 2012). 

Metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran 

konkuren, yang merupakan prosedur-prosedur yang mana didalamnya peneliti 

mempertemukan atau menyatukan data kualitatif dan data kuantitatif untuk 

memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian (Cresswell, 2017). 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan dalam sistem 

perekonomian nasional Indonesia, khususnya yang terkait dengan 

implementasi Pasal 33 UUD 1945. Termasuk di dalamnya lembaga negara 

(MPR, DPR, DPD, BUMN), akademisi, pelaku usaha serta pakar di bidang 

ekonomi hijau, biru, dan sirkular. 

Dikarenakan jumlah penelitian ini menggunakan tools IPA yang lebih dekat 

perhitungan pendekatan kuantitatif, maka dengan merujuk kepada sejumlah 

pakar jumlah sample responden penelitian sebanyak 30 Responden merujuk 
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kepada sejumlah pakar yang menyatakan bahwa batas minimum responden 

penelitian untuk olah data statistik adalah sebanyak 30 responden 

(Kerlinger dan Lee (2000); Sugiyono (2017); Singarimbun dan Efendi 

(1995); Tenenhaus et al., 2005)). 

3.2 Instrumen Penelitian 

Obyek penelitian adalah praktisi ekonomi termasuk praktisi hukum dengan 

menggunakan Instrumen penelitian berupa kuesioner yang melingkupi 

seluruh persoalan yang akan dikaji sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Instrumen Penelitian 

 

 Aspek Kepatuhan terhadap Konstitusi (Pasal 33 UUD NRI Tahun 

1945) 

1 Kebijakan ekonomi nasional saat ini mencerminkan nilai-nilai 

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 

2 Demokrasi ekonomi telah diimplementasikan dalam kebijakan 

pembangunan nasional 

3 Keadilan sosial menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan 

kebijakan ekonomi nasional 

4 Negara hadir secara aktif dalam pengelolaan kekayaan alam sesuai 

amanat konstitusi 

5 Proses pengambilan keputusan ekonomi sudah melibatkan prinsip 

kedaulatan rakyat 

6 Konstitusi  telah  digunakan  sebagai  panduan  utama  dalam 

menyusun arah pembangunan ekonomi 

7 Pemahaman masyarakat terhadap Pasal 33 UUD 1945 cukup baik 

dalam konteks ekonomi 
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8 Saat ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia 

sepenuhnya "dikuasai oleh negara"sesuai amanat UUD 1945 

9 Praktik ekonomi di Indonesia saat ini mencerminkan "asas 

kekeluargaan 

10 Pasal 33 UUD 1945 berhasil menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia 

Aspek Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 

1 Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan 

ekonomi nasional 

2 Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku 

ekonomi lokal 

3 Ekonomi kerakyatan menjadi fondasi utama dalam kebijakan 

ekonomi 

4 Masyarakat kecil diberdayakan secara adil dalam program 

pembangunan ekonomi 

5 Pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan 

ekonomi 

6 Dominasi korporasi besar tidak mengganggu peran ekonomi 

rakyat. 

7 Kebijakan publik konsisten dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila 

8 Ekonomi Pancasila menempatkan peran negara untuk mengatur 

dan mengawasi jalannya perekonomian agar tidak terjadi 

kesenjangan yang ekstrem 
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9 Kerja sama dalam bentuk koperasi adalah strategi yang efektif 

bagi pelaku usaha kecil seperti saya untuk meningkatkan daya 

saing 

10 Tujuan utama dari kegiatan ekonomi di Indonesia haruslah 

mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan 

pribadi atau perusahaan 

Aspek Keberlanjutan dan Inovasi Ekonomi (Green, Blue, Circular 

 Economy) 

1 Konsep green economy menjadi bagian dari kebijakan 

pembangunan nasional 

2 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis blue economy telah 

diterapkan 

3 Kebijakan ekonomi mempertimbangkan dampak ekologis secara 

serius 

4 Circular economy telah mulai diterapkan dalam sektor industri 

dan konsumsi 

5 Pemerintah mendorong pengurangan limbah dan peningkatan 

daur ulang 

6 Inovasi ramah lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan 

ekonomi 

7 Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri 

dalam ekonomi berkelanjutan telah terjalin 

8 Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan sudah 

cukup efektif dalam memulihkan kondisi ekologis yang rusak 

9 Peran masyarakat dan pemerintah dalam berkolaborasi untuk 

melakukan pemulihan ekologis secara fisik (misalnya reboisasi 

atau pembersihan sungai) setelah terjadinya kerusakan? 
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10 Dana yang diperoleh dari denda atau sanksi hukum bagi perusak 

lingkungan harus dialokasikan secara khusus untuk membiayai 

program pemulihan ekologis 

Aspek Keadilan dan Pemerataan 

1 Keadilan sosial telah menjadi tujuan utama pembangunan 

ekonomi nasional 

2 Kebijakan ekonomi telah berhasil mengurangi kesenjangan 

antarwilayah 

3 Hasil pembangunan ekonomi telah dinikmati secara merata oleh 

seluruh masyarakat 

4 Akses terhadap sumber daya ekonomi terbuka untuk semua 

lapisan masyarakat 

5 UMKM mendapatkan dukungan pembiayaan dan akses pasar 

yang memadai 

6 Ketimpangan antara kota dan desa semakin mengecil melalui 

kebijakan pemerintah 

7 Program bantuan sosial telah berkontribusi terhadap pengurangan 

ketimpangan 

8 Kualitas infrastruktur (seperti jalan, listrik, dan internet) di 

wilayah Indonesia bagian barat jauh lebih maju dibandingkan 

dengan wilayah Indonesia bagian timur 

9 Peluang kerja dan akses pendidikan yang layak untuk generasi 

muda saat ini lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan dengan 

generasi orang tua 

10 Seberapa besar dampak kesenjangan ekonomi antarwilayah 

(barat vs. timur) terhadap peningkatan ketidakadilan sosial bagi 

masyarakat 
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Aspek Regulasi dan Kelembagaan 

1 Regulasi ekonomi saat ini relevan dengan kondisi dan tantangan 

aktual 

2 Regulasi mendukung implementasi demokrasi ekonomi secara 

nyata 

3 Instrumen hukum yang ada cukup efektif mengatur distribusi 

sumber daya ekonomi 

4 Peraturan perundang-undangan mampu mencegah dominasi pasar 

dan monopoli 

5 Lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

sistem ekonomi dengan baik 

6 Tidak ada tumpang tindih regulasi antar sektor yang menghambat 

implementasi kebijakan 

7 Koordinasi antar lembaga negara dalam kebijakan ekonomi 

berjalan efektif 

8 Regulasi secara nyata mendukung penguatan koperasi dan 

UMKM 

9 Masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses 

perumusan regulasi ekonomi 

10 Amandemen terhadap konstitusi dianggap perlu untuk 

memperkuat sistem ekonomi nasional 

 

 

3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan 

langsung dari responden penelitian. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui buku, jurnal dan referensi lainnya (Tabel 3). 
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Tabel 3.2. Data penelitian 

 

Klasisfikasi 

Data 

Sumber Data Proses Data Yang diperoleh 

Sekunder Literature yang 

terkait dengan 

perekonomian 

meliputi  pasal 

33 ayat 2, 

konomi hijau, 

biru, dan 

sirkular. 

Kepustakaan Data sekunder yang 

terkait dengan persoalan 

penelitian 

Primer Praktisi 

hukum/ekonom 

Penyebaran 

kuesioner 

Data kuantitatif tentang 

Aspek Kepatuhan 

terhadap Konstitusi 

(Pasal 33 UUD NKRI 

1945), Aspek Ekonomi 

Pancasila dan Ekonomi 

Kerakyatan,    Aspek 

Keberlanjutan   dan 

Inovasi Ekonomi 

(Green, Blue, Circular 

economy),  Aspek 

Keadilan dan 

Pemerataan,    Aspek 

Regulasi dan 

Kelembagaan.  
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Klasisfikasi 

Data 

Sumber Data Proses Data Yang diperoleh 

 Pakar ekonomi 

sebagai 

narasumber FGD 

1 dan FGD 2 

masing-masing 

sebanyak 2 

orang. 

Keseluruhan 

pakar yang 

diundang sebagai 

narasumber 

adalah sebanyak 

4 orang. 

Forum 

Diskusi 

Data Kualitatif untuk 

pendalaman terhadap 

analisis kuantitatif 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang diperlukan untuk analisis kualitatif dan juga 

yang intensif, mendalam, rinci dan tuntas, maka pengumpulan data di dalam 

penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu penyebaran kuesioner dan FGD. 

Kuesioner adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi, dengan 

tujuan memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sugiyono (2017) 

menjelaskan bahwa kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. 

FGD adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan 

diskusi  kelompok  terarah  yang  dipandu  oleh  moderator  untuk 
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mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi peserta terkait isu 

tertentu. Menurut Krueger & Casey (2015), “FGD is a carefully planned 

discussion designed to obtain perceptions on a defined area of interest in a 

permissive, non-threatening environment.” 

Adapun penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan googleform 

ke group-group dosen dan praktisi. Penyebaran akan dihentikan ketika 

jumlah responden yang mengisi kuesioner sudah mencapai target 

repsonden. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman (2012) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti kegiatan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu 

yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan yang secara keseluruhan 

merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun 

wawasan umum yang disebut analisis data (Stewart et al., 2012). 

Secara ringkas analisis data dalam penelitian ini selaras dengan persoalan 

penelitian yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, analisis penelitian 

dilakukan dengan tiga tahapan analisis yakni: 

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui persepsi responden terhadap 

perkembangan regulasi ekonomi di Indonesia 

2. Pendekatan yang digunakan adalah Importance Performance Matrix (IPA) 

yang dikembangkan oleh Simpson et al. ( 2020) dengan cara membandingkan 
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antara ekspektasi dan realisasi yang diukur dari persepsi responden. Aspek 

yang dinilai difokuskan kepada Data kuantitatif tentang Aspek Kepatuhan 

terhadap Konstitusi (Pasal 33 UUD NKRI 1945), Aspek Ekonomi Pancasila 

dan Ekonomi Kerakyatan, Aspek Keberlanjutan dan Inovasi Ekonomi (Green, 

Blue, Circular economy), Aspek Keadilan dan Pemerataan, Aspek Regulasi 

dan Kelembagaan. Suatu aspek diasumsi berkualitas apabila nilai realisasi 

lebih besar dari pada nilai ekspektasi yang menunjukkan tingkat kepuasan dan 

sebaliknya apabila nilai realisasi lebih kecil dari pada nilai ekspektasi maka 

komponen tersebut diasumsi tidak/kurang berkualitas yang mencerminkan 

suatu ketidakpuasan. Hasil pengolahan data dikelompokkan menjadi empat 

peringkat mulai dari “sangat tidak puas”, “tidak puas”, “puas” dan “sangat 

puas” ke dalam sebuah matrik IPA. 

3. Untuk menganalis penataan sistem perekonomian nasional dalam kerangka 

konstitusi; menuju demokrasi ekonomi indonesia yang berkeadilan dan 

berkelanjutan.digunakan alat analisis deskripitif melalui proses systematic 

literature review. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profile responden 

Dalam penelitian ini, salah satu bagian penting yang patut diperhatikan 

adalah profil responden yang menjadi sumber data. Gambaran mengenai 

siapa saja yang terlibat dalam penelitian, bagaimana latar belakang mereka, 

serta seperti apa karakteristik utama yang dimiliki responden akan 

membantu peneliti memahami konteks dari temuan yang diperoleh. Dengan 

demikian, hasil penelitian tidak sekadar dipandang sebagai angka atau 

persentase semata, tetapi benar-benar mencerminkan realitas sosial maupun 

profesional. Empat aspek utama yang dikaji dalam profil responden adalah 

gender, pengalaman kerja, usia, dan profesi. Keempat aspek ini 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik responden dan 

memiliki implikasi yang penting dalam proses analisis data selanjutnya. 

a) Responden berdasarkan Gender 
 

Gambar 4.1. Responden Berdasarkan Gender 

Gender 

 
23% 

 
77% 

Laki-Laki 

Perempuan 
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Berdasarkan data yang diperoleh, komposisi responden berdasarkan gender 

menunjukkan adanya dominasi laki-laki sebebsar 77% dibandingkan 

Perempuan 23%. Komposisi ini menggambarkan bahwa lebih dari tiga 

perempat responden adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya 

menempati sekitar seperempat dari total responden. 

Jika ditinjau dari aspek gender, terlihat dengan jelas bahwa responden laki- 

laki mendominasi penelitian ini, yakni mencapai 77%, sementara 

perempuan hanya berjumlah 23%. Komposisi ini memperlihatkan adanya 

ketidakseimbangan representasi gender yang cukup signifikan. Dominasi 

laki-laki menggambarkan bahwa bidang yang menjadi fokus penelitian ini 

memang lebih banyak diikuti oleh laki-laki, atau setidaknya memiliki 

kecenderungan demikian. Hal ini wajar terjadi dalam beberapa disiplin ilmu 

maupun dunia kerja yang secara historis banyak diisi oleh laki-laki, seperpti 

dalam sektor ekonomi, bisnis, dan praktisi hukum. Akan tetapi, meskipun 

jumlah responden perempuan relatif kecil, kontribusi mereka tetap penting. 

Kehadiran hampir seperempat dari total responden memberikan nuansa 

pengalaman yang mungkin tidak dialami laki-laki. Perbedaan pengalaman, 

sudut pandang, maupun cara memandang suatu fenomena antara laki-laki 

dan perempuan seringkali dapat memperkaya analisis. Oleh karena itu, 

meskipun data lebih banyak mencerminkan suara laki-laki, perspektif 

perempuan tetap layak dipertimbangkan. 
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b) Responden berdasarkan Pengalaman 
 

Gambar 4.2. Responden Berdasarkan Pengalaman 

 

Profil responden berdasarkan pengalaman kerja menunjukkan keragaman 

yang cukup seimbang. Distribusi persentase adalah sebagai berikut: 

• < 3 tahun: 20% 

• 3 s/d 10 tahun: 33% 

• > 10 tahun: 47% 

Aspek pengalaman kerja memperlihatkan distribusi yang lebih seimbang 

dibandingkan gender. Hampir setengah dari responden, tepatnya empat 

puluh tujuh persen, memiliki pengalaman kerja lebih dari sepuluh tahun. 

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah individu 

yang telah lama berkecimpung dalam dunia profesional, sehingga mereka 

memiliki basis pengalaman yang kuat dalam bidang yang mereka tekuni. 

Kehadiran kelompok ini memperlihatkan bahwa hasil penelitian memiliki 

legitimasi yang tinggi, karena jawaban yang diberikan bersumber dari 

pengalaman nyata yang panjang. Namun demikian, kelompok dengan 

pengalaman tiga hingga sepuluh tahun yang jumlahnya sepertiga dari total 

responden juga memiliki posisi penting. Mereka biasanya berada pada fase 

menengah dalam karier, cukup matang dari sisi pemahaman, namun masih 

Pengalaman 
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dalam proses berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi di lingkungan kerja. Sementara itu, dua puluh persen responden 

memiliki pengalaman kerja kurang dari tiga tahun. Walaupun jumlahnya 

relatif kecil, kehadiran mereka memberikan representasi dari generasi baru 

yang sedang membangun karier. Kehadiran kelompok ini menjadi penting 

karena mereka sering membawa perspektif segar, lebih adaptif terhadap 

perkembangan teknologi, dan lebih terbuka pada perubahan dibandingkan 

kelompok senior. Dengan demikian, keberagaman pengalaman kerja yang 

dimiliki responden memperlihatkan adanya keseimbangan antara suara 

para profesional senior dengan generasi yang lebih muda. 

c) Responden berdasarkan Usia 

Gambar 4.3. Responden Berdasarkan Usia 
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Distribusi responden berdasarkan usia menunjukkan keragaman yang 

relatif merata dengan dominasi pada kelompok usia produktif menengah. 

Persentasenya adalah: 

• 31–40 tahun: 20% 

• 41–50 tahun: 47% 

• > 50 tahun: 33% 

 

Dari aspek usia, distribusi responden juga memperlihatkan variasi yang 

cukup menarik. Kelompok terbesar berada pada rentang usia empat puluh 

satu hingga lima puluh tahun, yang mencapai empat puluh tujuh persen. Hal 

ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden adalah individu yang 

berada pada masa puncak produktivitas dan kematangan karier. Mereka 

kemungkinan besar menduduki posisi penting dalam profesi masing-

masing, sehingga persepsi dan pandangan mereka memiliki bobot yang 

besar dalam penelitian. Selain itu, sepertiga responden berusia lebih dari 

lima puluh tahun. Partisipasi dari kelompok usia senior ini sangat penting 

karena memberikan pandangan yang dilandasi pengalaman panjang dan 

wawasan historis yang tidak dimiliki kelompok usia yang lebih muda. 

Sementara itu, kelompok usia tiga puluh satu hingga empat puluh tahun 

hanya berjumlah dua puluh persen. Meskipun jumlahnya paling kecil, 

mereka tetap memberi kontribusi penting karena biasanya kelompok usia 

ini berada pada fase transisi, di mana energi dan dinamika generasi muda 

masih kuat, namun sudah mulai diimbangi dengan pengalaman kerja yang 

cukup mapan. Secara keseluruhan, distribusi usia ini memperlihatkan 

bahwa penelitian ini didukung oleh responden yang mayoritas matang 

secara usia dan pengalaman, tetapi tetap tidak meninggalkan suara dari 

generasi yang lebih muda. 
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d) Responden berdasarkan Profesi 

Gambar 4.4. Responden Berdasarkan Profesi 

 

Distribusi profesi responden memperlihatkan adanya variasi yang cukup 

menarik. Rinciannya adalah sebagai berikut: 

• Dosen/Praktisi: 50% 

• Praktisi: 27% 

• Mahasiswa: 3% 

• Lainnya: 20% 

Jika dilihat dari aspek profesi, distribusi responden menunjukkan dominasi 

yang cukup jelas dari kalangan dosen sekaligus praktisi, yang mencapai 

lima puluh persen. Separuh dari responden yang berasal dari kelompok ini 

memperlihatkan bahwa penelitian memiliki basis kuat pada individu yang 

menguasai teori sekaligus praktik. Mereka umumnya berada di lingkungan 

akademik namun juga aktif dalam dunia profesional, sehingga perspektif 

yang diberikan mencerminkan keseimbangan antara pendekatan ilmiah dan 
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pengalaman nyata di lapangan. Selain itu, sekitar dua puluh tujuh persen 

responden berasal dari kalangan praktisi murni. Kehadiran kelompok ini 

sangat penting karena menghadirkan pandangan yang lebih aplikatif, yang 

berangkat dari pengalaman langsung dalam menjalankan aktivitas 

profesional sehari-hari. Di sisi lain, jumlah mahasiswa hanya tiga persen. 

Walaupun jumlah ini kecil, kehadiran mahasiswa tetap berharga karena 

dapat mewakili sudut pandang generasi muda yang sedang belajar dan 

membangun pemahaman. Mahasiswa sering kali lebih terbuka pada ide-ide 

baru dan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi terkini, 

sehingga meskipun sedikit, perspektif mereka menambah keragaman 

pandangan. Terakhir, dua puluh persen responden berasal dari kategori 

profesi lain yang tidak masuk dalam tiga kategori utama. Kelompok ini 

berfungsi memperluas cakupan perspektif, karena bisa mencakup 

pengusaha, konsultan independen, atau profesi lain yang relevan dengan 

tema penelitian. 

Keempat aspek profil responden ini jika dilihat secara bersama-sama 

menggambarkan bahwa penelitian ini didukung oleh responden yang 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berusia matang, memiliki pengalaman 

kerja panjang, dan sebagian besar berasal dari kalangan akademisi serta 

praktisi. Hal ini tentu membawa implikasi penting terhadap hasil penelitian. 

Pertama, data yang diperoleh cenderung sangat kredibel dan mendalam 

karena mayoritas responden merupakan individu dengan kompetensi tinggi 

dan pengalaman luas. Mereka bukan hanya berbicara berdasarkan 

pengetahuan teoritis, tetapi juga dari pengalaman nyata yang panjang. 

Kedua, dominasi kelompok tertentu seperti laki-laki, usia menengah hingga 

tua, serta pengalaman lebih dari sepuluh tahun membuat hasil penelitian 
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sangat merepresentasikan pandangan kalangan senior yang sudah mapan. 

Ini memberikan kekuatan pada penelitian, tetapi di sisi lain berpotensi 

menimbulkan keterbatasan karena perspektif perempuan, generasi muda, 

maupun mereka yang baru membangun karier relatif lebih kecil 

proporsinya. Ketiga, kehadiran kelompok minoritas seperti perempuan, 

responden muda, mahasiswa, atau mereka yang berpengalaman singkat 

tetap memberikan nilai tambah, karena memperkaya variasi pandangan 

meskipun jumlahnya terbatas. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1. Analisis Terhadap Kepatuhan Terhadap Regulasi (Pasal 33 UUD NRI Tahun  

1945) 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan landasan konstitusional bagi sistem perekonomian nasional 

Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Ketentuan ini bukan sekadar prinsip normatif, melainkan menjadi arah 

kebijakan fundamental dalam membangun ekonomi yang berkeadilan 

sosial, berdaulat, dan berkelanjutan. 

Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, tantangan utama yang 

dihadapi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi 

pasar dan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Globalisasi 

ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan pengaruh kekuatan pasar global 

sering kali menimbulkan dilema dalam pelaksanaan Pasal 33. Di satu sisi, 

efisiensi ekonomi dan daya saing nasional harus ditingkatkan, tetapi di sisi 
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lain, prinsip pemerataan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil 

tidak boleh diabaikan. 

Berikut dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan Importance– 

Performance Analysis (IPA), untuk memetakan sejauh mana pentingnya 

nilai-nilai konstitusional di bidang ekonomi bagi para pemangku 

kepentingan, serta bagaimana kinerja implementasinya dirasakan dalam 

kenyataan. 

 

 

Gambar 4.5. Diagram IPA Kepatuhan Terhadap Regulasi 

 

Dari 10 indikator (X1–X10) yang mewakili aspek-aspek utama 

pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, mulai dari keterlibatan negara, keadilan 

sosial, asas kekeluargaan, hingga pengelolaan sumber daya alam dan 
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partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi, menghasilkan 

distribusi indikator ke dalam empat kategori utama: 

• Higher level DisSatisfaction: X6 dan X10 

• DisSatisfaction: X4, X5, X8, X9 

• Satisfaction: X1 dan X3 

• Higher Level Satisfaction: X2 dan X7 

 

 

Hasil tersebut dirangkum dalam tabel 4.1. Rangkuman Kepatuhan 

Terhadap Konsitusi 

Tabel 4.1. Rangkuman Kepatuhan Terhadap Regulasi 

(Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945) 

Kode Keterangan Kategori 

X10 Pasal 33 UUD 1945 berhasil 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan 

yang merata di seluruh Indonesia 

Higher level 

DisSatisfaction 

X6 Konstitusi telah digunakan sebagai panduan 

utama dalam menyusun arah pembangunan 

ekonomi 

Higher level 

DisSatisfaction 

X9 Praktik ekonomi di Indonesia saat ini 

mencerminkan "asas kekeluargaan 

DisSatisfaction 
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Kode Keterangan Kategori 

X4 Negara hadir secara aktif dalam pengelolaan 

kekayaan alam sesuai amanat konstitusi 

DisSatisfaction 

X5 Proses pengambilan keputusan ekonomi 

sudah melibatkan prinsip kedaulatan rakyat 

DisSatisfaction 

X8 Saat ini pengelolaan sumber daya alam di 

Indonesia sepenuhnya "dikuasai oleh 

negara"sesuai amanat UUD 1945 

DisSatisfaction 

X1 Kebijakan ekonomi nasional saat ini 

mencerminkan nilai-nilai Pasal 33 UUD NRI 

Tahun 1945 

Satisfaction 

X3 Keadilan sosial menjadi pertimbangan utama 

dalam penyusunan kebijakan ekonomi 

nasional 

Satisfaction 

X7 Pemahaman masyarakat terhadap Pasal 33 

UUD 1945 cukup baik dalam konteks 

ekonomi 

Higher Level 

Satisfaction 

X2 Demokrasi ekonomi telah diimplementasikan 

dalam kebijakan pembangunan nasional 

Higher Level 

Satisfaction 

Tabel 4.1. menunjukkan distribusi bahwa masih terdapat kesenjangan nyata antara 

nilai ideal konstitusi ekonomi Indonesia dengan kondisi empiris pelaksanaannya. 

Hasil analisis Importance–Performance Analysis (IPA) memperlihatkan bahwa 

pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 masih menghadapi tantangan serius 

dalam konteks praktik ekonomi nasional. Sebagian besar indikator berada pada 
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kuadran DisSatisfaction dan higher level DisSatisfaction, menandakan bahwa 

walaupun nilai-nilai konstitusi masih dianggap sangat penting, implementasinya 

belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan dan praktik ekonomi di lapangan. 

Sebaliknya, hanya sebagian kecil indikator yang berada dalam kategori 

Satisfaction dan Higher Level Satisfaction, yang menunjukkan keberhasilan 

terbatas dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. 

Artinya, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara cita-cita 

konstitusional dengan realitas ekonomi nasional. 

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa Indonesia belum 

sepenuhnya mencapai konsistensi antara semangat konstitusi dan praktik ekonomi 

yang dijalankan. Hal ini terutama tercermin pada Indikator-Indikator yang 

berhubungan dengan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam, 

keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan nasional. 

A. Kategori Higher Level DisSatisfaction: Kesenjangan Paling Serius 

Kategori Higher Level DisSatisfaction mencakup dua indikator, yaitu X6 

(Konstitusi sebagai panduan utama pembangunan ekonomi) dan X10 

(Keberhasilan Pasal 33 dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang 

merata di seluruh Indonesia). 

Kedua indikator ini menggambarkan aspek fundamental dari amanat Pasal 33, 

yakni bahwa seluruh kebijakan ekonomi nasional seharusnya berpijak pada 

konstitusi dan menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Namun, posisi kedua Indikator ini pada tingkat kepentingan tinggi dan kinerja 

rendah menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai konstitusi dalam 

pembangunan ekonomi masih sangat lemah. 

1. X6 – Konstitusi sebagai Panduan Utama 

Indikator ini menilai sejauh mana Pasal 33 digunakan sebagai pedoman 
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dalam penyusunan arah pembangunan ekonomi nasional. Rendahnya 

kinerja pada Indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sering 

kali disusun berdasarkan pertimbangan pragmatis seperti pertumbuhan 

ekonomi jangka pendek, tekanan globalisasi, atau kepentingan politik 

tanpa konsistensi terhadap prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang 

tertuang dalam UUD 1945. 

Fenomena liberalisasi sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan 

sumber daya alam menjadi bukti nyata bahwa orientasi kebijakan 

cenderung bergeser dari semangat “dikuasai oleh negara untuk sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat” menjadi dominasi korporasi besar, baik 

domestik maupun asing. 

Implikasi dari kondisi ini adalah terjadinya ketimpangan struktural dalam 

distribusi hasil pembangunan, serta melemahnya kontrol rakyat terhadap 

aset strategis bangsa. 

2. X10 – Keberhasilan Pasal 33 dalam Mewujudkan Keadilan dan 

Kesejahteraan 

Indikator ini merepresentasikan hasil akhir dari seluruh sistem ekonomi 

nasional, apakah benar Pasal 33 berhasil menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan yang merata. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kepentingan yang sangat tinggi namun dengan kinerja yang rendah, 

menandakan bahwa cita-cita keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. 

Kesenjangan ekonomi antarwilayah, disparitas pendapatan, dan 

ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif masih menjadi 

persoalan besar. Data nasional mengenai Gini Ratio dan tingkat 

kemiskinan memperlihatkan bahwa pemerataan belum sepenuhnya 
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tercapai, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam namun 

masyarakatnya masih tertinggal.  Kondisi ini menegaskan bahwa 

substansi Pasal 33 belum menjadi roh utama dalam kebijakan ekonomi 

nasional, melainkan hanya dijadikan rujukan normatif tanpa komitmen 

implementatif yang kuat. 

B. Kategori DisSatisfaction: Implementasi Lemah namun Potensial Diperbaiki 

Empat indikator berada dalam kategori DisSatisfaction, yaitu X4 (Peran aktif 

negara dalam pengelolaan kekayaan alam), X5 (Partisipasi rakyat dalam 

pengambilan keputusan ekonomi), X8 (Penguasaan negara atas sumber daya 

alam), dan X9 (Praktik ekonomi mencerminkan asas kekeluargaan). 

Kategori ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai keempat aspek tersebut 

penting, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Dengan kata lain, terdapat 

recognition without realization, pengakuan atas pentingnya nilai 

konstitusional, namun lemah dalam penerapannya. 

1. X4 – Kehadiran Negara dalam Pengelolaan Kekayaan Alam 

Pasal 33 menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif dalam 

mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam 

praktiknya, peran negara sering kali terbatas pada fungsi regulator, 

sementara pengelolaan operasional banyak diserahkan kepada swasta, 

termasuk perusahaan multinasional.Kondisi ini menciptakan asimetri 

kekuasaan ekonomi, di mana keuntungan ekonomi lebih banyak 

mengalir ke kelompok modal besar dibandingkan ke masyarakat lokal. 

Lemahnya kapasitas BUMN dan belum efektifnya skema public–private 

partnership (PPP) menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa 

pengelolaan kekayaan alam benar-benar berorientasi pada kesejahteraan 

rakyat. 
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2. X5 – Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi 

Asas kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi merupakan ruh demokrasi 

ekonomi. Namun, indikator ini menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat masih minim dalam proses perumusan kebijakan ekonomi. 

Proses pengambilan keputusan sering bersifat top-down, di mana rakyat 

hanya menjadi objek penerima manfaat, bukan subjek pengambil 

keputusan. 

Kurangnya mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik yang efektif 

dan transparansi kebijakan ekonomi, menyebabkan rendahnya rasa 

memiliki masyarakat terhadap arah pembangunan nasional. Akibatnya, 

muncul kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dan 

kebutuhan riil rakyat di lapangan. 

3. X8 – Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam 

Pasal 33 secara eksplisit menyebutkan bahwa cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus 

dikuasai oleh negara. Namun, realitas ekonomi menunjukkan 

kecenderungan privatisasi di berbagai sektor strategis. 

Kebijakan yang membuka ruang luas bagi investasi asing sering kali 

tidak diimbangi dengan kontrol negara yang kuat. Akibatnya, negara 

kehilangan kedaulatan ekonomi dalam mengatur arah pengelolaan 

sumber daya alamnya sendiri. Situasi ini dapat mengancam tujuan 

konstitusional untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran rakyat 

secara merata. 

4. X9 – Asas Kekeluargaan dalam Praktik Ekonomi 

Asas kekeluargaan merupakan inti dari sistem ekonomi yang diharapkan 

di Indonesia, tetapi implementasinya masih lemah. Praktik ekonomi saat 
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ini lebih banyak berorientasi pada kompetisi individual dan efisiensi 

pasar, bukan kerja sama kolektif. 

Koperasi sebagai asas kekeluargaan belum mendapatkan dukungan 

kebijakan yang memadai. Meskipun koperasi disebut sebagai “soko guru 

perekonomian”, kontribusinya terhadap PDB nasional masih sangat 

kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian rakyat belum 

menjadi arus utama, dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas 

ekonomi Indonesia belum mengakar kuat dalam sistem ekonomi modern. 

C. Kategori Satisfaction: Capaian Moderat dalam Pelaksanaan Konstitusi Ekonomi 

Dua indikator yang termasuk kategori Satisfaction adalah X1 (Kebijakan 

ekonomi nasional mencerminkan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945) dan X3 

(Keadilan sosial menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan 

ekonomi nasional). 

Kedua Indikator ini menunjukkan bahwa, meskipun pelaksanaan nilai-nilai 

konstitusi belum sempurna, terdapat kesadaran dan langkah-langkah positif 

dalam kebijakan publik yang mendekati arah ideal Pasal 33. 

1. X1 – Kebijakan Ekonomi Nasional Mencerminkan Nilai Pasal 33 

Indikator ini menunjukkan persepsi bahwa sebagian kebijakan ekonomi 

nasional sudah berupaya mencerminkan nilai-nilai konstitusional. 

Misalnya, kebijakan pemerintah terkait pembangunan ekonomi inklusif, 

reformasi fiskal yang pro-rakyat, serta program perlindungan sosial 

seperti Bantuan Langsung Tunai, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu 

Prakerja. Kebijakan-kebijakan ini dapat dianggap sebagai upaya konkrit 

dalam mewujudkan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” sebagaimana amanat Pasal 33. 

Namun, capaian ini masih bersifat parsial dan belum sistemik. Banyak 
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kebijakan yang bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap tekanan 

ekonomi, bukan strategi jangka panjang untuk membangun struktur 

ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan. Artinya, meskipun terdapat 

kemajuan, arah pembangunan ekonomi belum sepenuhnya konsisten 

dengan roh Pasal 33 yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama 

ekonomi. Agar indikator ini meningkat ke tingkat higher Satisfaction, 

diperlukan reformulasi kebijakan ekonomi yang lebih menekankan 

pemerataan dan kedaulatan sumber daya, bukan hanya pertumbuhan 

PDB. 

2. X3 – Keadilan Sosial sebagai Pertimbangan Kebijakan 

Indikator X3 mengukur sejauh mana keadilan sosial dijadikan 

pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa meskipun belum dominan, aspek keadilan sosial 

telah mulai menjadi bagian dari diskursus utama dalam perencanaan 

pembangunan nasional. 

Program-program seperti pembangunan inklusif desa, pemberdayaan 

UMKM, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas 

memperlihatkan adanya arah kebijakan yang mencoba menyeimbangkan 

antara efisiensi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Namun, 

kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial masih terkendala oleh 

kesenjangan implementasi antar wilayah dan ketimpangan akses 

terhadap sumber daya. 

Secara konseptual, hasil ini menggambarkan adanya konsistensi 

normatif tetapi belum operasional kebijakan dirancang dengan 

mempertimbangkan keadilan sosial, tetapi mekanisme implementasinya 

masih lemah, terutama dalam pengawasan dan distribusi hasil ekonomi. 
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D. Kategori Higher Level Satisfaction: Keberhasilan dalam Dimensi Sosialisasi dan 

Pemahaman Publik 

Kategori Higher Level Satisfaction mencakup X2 (Demokrasi ekonomi telah 

diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan nasional) dan X7 

(Pemahaman masyarakat terhadap Pasal 33 cukup baik dalam konteks 

ekonomi). 

Kedua indikator ini menandakan bahwa pada level konseptual dan 

sosialisasi, nilai-nilai Pasal 33 mulai tertanam dalam kesadaran masyarakat 

dan sebagian besar kebijakan publik. 

1. X2 – Implementasi Demokrasi Ekonomi dalam Kebijakan 

Pembangunan 

Demokrasi ekonomi merupakan konsep inti dari Pasal 33, di mana 

seluruh kegiatan ekonomi harus disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam praktiknya, demokrasi ekonomi 

tercermin dalam peningkatan peran masyarakat dan sektor UMKM 

sebagai pelaku utama perekonomian nasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini memiliki tingkat 

kepentingan tinggi dan kinerja relatif baik, menunjukkan kemajuan 

dalam penerapan prinsip demokrasi ekonomi. 

Kebijakan yang mendukung hal ini antara lain: 

• Penguatan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok nasional. 

• Program One Village One Product (OVOP) dan ekonomi kreatif 

berbasis komunitas. 

• Dukungan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro dan 

bank pemerintah. 

• Digitalisasi ekonomi rakyat melalui e-commerce lokal dan 
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platform ekonomi digital nasional. 

Kemajuan ini menunjukkan bahwa konsep demokrasi ekonomi tidak 

lagi hanya menjadi wacana ideologis, melainkan sudah diinternalisasi 

dalam kebijakan pembangunan nasional. 

Namun demikian, tantangan yang tersisa adalah memastikan 

keberlanjutan dan skalabilitasnya agar tidak berhenti pada proyek 

jangka pendek, melainkan menjadi sistem ekonomi rakyat yang kokoh 

dan berdaya saing global. 

2. X7 – Pemahaman Masyarakat terhadap Pasal 33 dalam Konteks 

Ekonomi 

Indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat dinilai memiliki 

pemahaman cukup baik terhadap makna Pasal 33 dan kaitannya dengan 

pembangunan ekonomi. 

Pemahaman yang baik ini menjadi modal sosial penting dalam 

memperkuat kepatuhan terhadap regulasi konstitusional. Sebab, 

penerapan Pasal 33 tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, 

tetapi juga pada dukungan nilai dan kesadaran kolektif masyarakat 

terhadap makna keadilan dan kedaulatan ekonomi. 

Meskipun demikian, hasil ini tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. 

Pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan ke arah partisipasi 

aktif—bukan sekadar tahu, tetapi juga terlibat dalam mengawal 

kebijakan ekonomi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. 

Dengan kata lain, indikator X7 menunjukkan kemajuan di ranah kognitif 

normatif, namun perlu diperluas menjadi komitmen kolektif dan gerakan 
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sosial ekonomi. 

Jika dibandingkan secara keseluruhan, hasil IPA menunjukkan pola 

sebagai berikut: 

• Kepentingan tinggi + Kinerja rendah (X6, X10): menandakan area 

kritis yang harus segera diperbaiki; merupakan constitutional 

urgency. 

• Kepentingan rendah + Kinerja rendah (X4, X5, X8, X9): 

menggambarkan lemahnya peran negara dan partisipasi rakyat 

dalam praktik ekonomi, maka diperlukan kebijakan dan 

implementasi. 

• Kepentingan tinggi + Kinerja tinggi (X1, X3): menunjukkan progres 

yang perlu diperkuat dalam program dan kegiatan 

• Kepentingan tinggi + Kinerja tinggi (X2, X7): memperlihatkan 

bahwa pemahaman dan sosialisasi konstitusi sudah relatif baik, 

namun belum cukup berdampak langsung terhadap kesejahteraan 

rakyat, maka perlu keberlanjutan program yang lebih menyentuh ke 

Masyarakat akar rumput 

4.2.2. Analisis Terhadap Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada 

nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagaimana 

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya 

Pasal 33. Sistem ini memandang kegiatan ekonomi bukan sekadar 

mekanisme pasar untuk mencapai keuntungan individual, melainkan sarana 

untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kerja sama, partisipasi 

rakyat, dan keadilan distributif. Dalam konteks ini, peran negara, 
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masyarakat, dan pelaku usaha harus seimbangnegara mengatur dan 

mengawasi agar tidak terjadi dominasi korporasi besar, sementara rakyat 

diberdayakan sebagai pelaku utama perekonomian nasional. 

Berikut disajikan hasil Importance Performance Analysis (IPA) dari 

sepuluh indikaotr (X11–X20) yang mencerminkan nilai-nilai inti dari 

Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Analisis ini bertujuan 

menilai sejauh mana pelaksanaan nilai-nilai tersebut telah 

diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi publik, serta persepsi 

masyarakat terhadap efektivitasnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. 

Grafik 4.6. Hasil IPA Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 

 

Dari hasil visual grafik 4.6. terlihat bahwa sebagian besar Indikator berada 

pada kuadran Satisfaction dan DisSatisfaction, sementara satu Indikator 

(X17) menempati posisi Higher Level DisSatisfaction. Tidak ada Indikator 

dalam kategori Higher Level Satisfaction, yang menunjukkan bahwa 

implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila belum mencapai tingkat 
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kepuasan maksimal di mata masyarakat. Hal ini menggambarkan adanya 

kesenjangan antara idealisme normatif dalam konstitusi dan realitas 

pelaksanaan di lapangan. Berikut disajikan tabel 4.2. Rangkuman IPA 

Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 

Tabel 4.2. Rangkuman IPA Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan 

 

Kode Keterangan Kategori 

X17 Kebijakan publik konsisten 

dengan nilai-nilai ekonomi 

Pancasila 

Higher level 

DisSatisfaction 

X14 Masyarakat kecil diberdayakan 

secara adil dalam program 

pembangunan ekonomi 

DisSatisfaction 

X20 Tujuan utama dari kegiatan 

ekonomi di Indonesia haruslah 

mencapai kesejahteraan bersama, 

bukan hanya keuntungan pribadi 

atau perusahaan 

DisSatisfaction 

X18 Ekonomi Pancasila menempatkan 

peran negara untuk mengatur dan 

mengawasi jalannya 

DisSatisfaction 
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Kode Keterangan Kategori 

 perekonomian agar tidak terjadi 

kesenjangan yang ekstrem 

 

X16 Dominasi korporasi besar tidak 

mengganggu peran ekonomi 

rakyat. 

DisSatisfaction 

X11 Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar 

dalam penyusunan kebijakan 

ekonomi nasional 

Satisfaction 

X12 Pemerintah menunjukkan 

keberpihakan nyata terhadap 

pelaku ekonomi lokal 

Satisfaction 

X13 Ekonomi kerakyatan menjadi 

fondasi utama dalam kebijakan 

ekonomi 

Satisfaction 

X15 Pemerintah membuka ruang 

partisipasi publik dalam kebijakan 

ekonomi 

Satisfaction 

X19 Kerja sama dalam bentuk koperasi 

adalah strategi yang efektif bagi 

pelaku usaha kecil seperti saya 

untuk meningkatkan daya saing 

Satisfaction 
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Berdasarkan pola hasil yang dirangkum pada tabel 4.2. terungkap bahwa 

pelaksanaan nilai-nilai ekonomi Pancasila saat ini masih lebih banyak 

berada pada fase pengakuan normatif ketimbang implementasi substantif. 

Secara sosial, masyarakat menganggap prinsip keadilan, pemerataan, dan 

pengendalian peran korporasi besar sebagai aspek vital, tetapi belum 

merasakan dampak nyata dari kebijakan ekonomi yang benar-benar 

berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. 

Dari peta hasil analisis, dapat diidentifikasi empat zona utama: 

A. Higher Level DisSatisfaction (Kuadran I): Tingkat kepentingan 

tinggi, tetapi kinerja sangat rendah. Indikator pada posisi ini menjadi 

prioritas perbaikan utama karena menyangkut hal-hal yang sangat 

esensial bagi rakyat, namun belum dijalankan dengan baik oleh 

negara. 

→ Indikator: X17 – Konsistensi kebijakan publik dengan nilai 

ekonomi Pancasila. 

B. DisSatisfaction (Kuadran II): Kepentingan tinggi, tetapi kinerja 

masih rendah hingga sedang. Mencerminkan area yang masih 

membutuhkan penguatan kebijakan dan implementasi nyata agar 

dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. 

→ Indikator: X14, X16, X18, X20. 

C. Satisfaction (Kuadran III): Kepentingan dan kinerja sama-sama 

berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Artinya, implementasi 

nilai-nilai ekonomi Pancasila pada Indikator-Indikator ini sudah 

cukup baik, meskipun tetap perlu konsistensi dan keberlanjutan. 

→ Indikator: X11, X12, X13, X15, X19. 

D. Higher Level Satisfaction (Kuadran IV): Tidak ditemukan dalam 

analisis ini. Artinya, belum ada satu pun indikator yang dianggap 

sangat penting dan sudah dijalankan dengan kinerja tinggi oleh 
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pemerintah. 

A. Kategori Higher Level DisSatisfaction: Kesenjangan Paling Serius 

Pada kuadran ini terdapat 1 indikator yakni Indikator: X17 – Konsistensi 

kebijakan publik dengan nilai ekonomi Pancasila. 

Variabel ini menunjukkan kesenjangan paling besar antara kepentingan dan 

kinerja. Nilainya tinggi dalam dimensi importance masyarakat sangat 

menilai pentingnya konsistensi kebijakan publik dengan nilai-nilai ekonomi 

Pancasila, terutama keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan 

keberpihakan kepada rakyat. Namun, kinerjanya rendah, menunjukkan 

persepsi bahwa kebijakan pemerintah masih cenderung pragmatis, tidak 

konsisten, dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pasar atau elite 

ekonomi. 

Fenomena ini mencerminkan gejala policy drift, yakni ketika arah kebijakan 

bergeser dari nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pedoman normatif. 

Misalnya, kebijakan subsidi yang kurang tepat sasaran, orientasi 

pembangunan yang masih berpusat pada kota besar, dan lemahnya 

pengawasan  terhadap  praktik  monopoli.  Ketidakkonsistenan  ini 

menimbulkan persepsi publik bahwa ekonomi nasional belum sepenuhnya 

berjalan dalam koridor konstitusi 

Dalam konteks konstitusional, hal ini menunjukkan bahwa amanat Pasal 33 

ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menekankan penguasaan negara atas 

cabang-cabang produksi penting dan penggunaan bumi, air, serta kekayaan 

alam untuk kemakmuran rakyat belum diimplementasikan secara 

menyeluruh. Negara masih berperan besar dalam regulasi, tetapi belum 

optimal dalam memastikan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil. 

B. Kategori DisSatisfaction: Implementasi Lemah namun Potensial Diperbaiki 

Empat variabel (X14, X16, X18, X20) masuk kategori DisSatisfaction 
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memiliki pola umum: semuanya mencerminkan nilai-nilai pokok demokrasi 

ekonomi, tetapi dengan pelaksanaan yang masih lemah. Masyarakat 

menganggap variabel-variabel ini penting, namun belum melihat bukti 

konkret dari kebijakan dan tindakan pemerintah. 

1. X14 – Pemberdayaan masyarakat kecil dalam pembangunan ekonomi. 

Pemberdayaan masyarakat kecil merupakan salah satu pilar utama 

dalam konsepsi Ekonomi, di mana rakyat ditempatkan sebagai actor 

kegiatan ekonomi. Dalam pandangan ini, masyarakat kecil bukan hanya 

sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku 

yang memiliki potensi, kreativitas, dan hak untuk berpartisipasi aktif 

dalam mengelola sumber daya ekonomi di lingkungannya. Prinsip ini 

menegaskan bahwa kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai jika 

seluruh lapisan masyarakat diberi kesempatan yang adil untuk tumbuh 

dan berkembang. Namun, idealisme tersebut sering kali berbenturan 

dengan realitas di lapangan yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan 

prinsip pemberdayaan secara nyata. 

Hasil berbagai survei dan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat di Indonesia masih didominasi oleh 

pendekatan top-down. Pemerintah atau lembaga donor sering kali 

merancang program tanpa melibatkan masyarakat sebagai mitra sejajar 

dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, 

banyak program tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. 

Misalnya, program bantuan alat produksi pertanian yang diberikan 

tanpa mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar atau keterampilan 

penggunaan alat, sehingga akhirnya mangkrak dan tidak digunakan. 

Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menjadi 

subjek Pembangunan. 

Masalah lainnya adalah ketergantungan masyarakat kecil terhadap 
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bantuan jangka pendek, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. 

Pola ketergantungan ini justru melemahkan kemandirian yang ingin 

dibangun melalui pemberdayaan. Ketika masyarakat terbiasa menerima 

bantuan tanpa adanya upaya peningkatan kapasitas, semangat 

kewirausahaan dan kreativitas menjadi tumpul. Sebagai contoh, dalam 

beberapa program bantuan sosial produktif, sebagian penerima lebih 

memilih menggunakan dana bantuan untuk konsumsi jangka pendek 

daripada sebagai modal usaha yang berkelanjutan. Fenomena ini 

mencerminkan belum terjadinya transformasi struktural ekonomi rakyat 

menuju sistem yang mandiri dan berdaya saing. 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat kecil harus dipahami 

sebagai proses jangka panjang yang menumbuhkan kemandirian, bukan 

sekadar kegiatan distribusi bantuan. Prinsip Ekonomi menuntut 

keterlibatan aktif negara dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil 

dan berkeadilan sosial, pada saat yang sama juga menegaskan 

pentingnya partisipasi rakyat dalam mengelola ekonomi mereka sendiri. 

2. X16 - Dominasi korporasi besar terhadap ekonomi rakyat 

Masyarakat luas menilai bahwa dominasi korporasi besar dalam 

berbagai sektor ekonomi masih sangat kuat dan sering kali menghambat 

perkembangan ekonomi rakyat. Kondisi ini tercermin dari rendahnya 

kinerja pada indikator pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap 

pelaku usaha kecil. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebijakan 

ekonomi nasional masih lebih menguntungkan kelompok bermodal 

besar dibandingkan masyarakat kecil. Sebagai contoh, dalam sektor ritel 

modern, ekspansi jaringan minimarket besar seperti Indomaret dan 

Alfamart ke daerah-daerah pedesaan telah menggeser keberadaan 

warung tradisional yang menjadi sumber penghidupan utama bagi 

masyarakat lokal. Ketimpangan struktur pasar seperti ini 
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memperlihatkan bahwa negara belum optimal menjalankan fungsi 

pengawasan dan pengaturan pasar secara adil. 

Prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia 

menuntut adanya intervensi negara untuk menciptakan keseimbangan 

antara efisiensi dan pemerataan. Persaingan memang penting untuk 

meningkatkan produktivitas, tetapi tanpa regulasi yang berpihak pada 

pelaku kecil, pasar akan cenderung oligopolistik bahkan monopolistik. 

Contohnya dapat dilihat dalam sektor pangan, di mana beberapa 

korporasi besar menguasai rantai pasok beras, daging, dan minyak 

goreng dari hulu ke hilir. Ketika harga bahan baku naik, petani dan 

konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara keuntungan 

terkonsentrasi di tangan segelintir pelaku besar. 

Dominasi korporasi besar juga tampak dalam sektor energi dan sumber 

daya alam. Misalnya, pengelolaan tambang nikel dan batu bara yang 

sebagian besar dikuasai oleh perusahaan besar dengan modal asing atau 

konglomerat nasional. Sementara masyarakat di sekitar area tambang 

sering kali hanya menjadi penonton dan bahkan terdampak secara 

ekologis tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan. Ketika 

negara tidak cukup tegas mengatur distribusi manfaat dan tanggung 

jawab sosial korporasi, maka tujuan pemerataan ekonomi menjadi 

semakin jauh dari harapan. 

3. X18 - Peran negara dalam mengatur dan mengawasi perekonomian 

Hasil temuan ini mencerminkan persepsi publik bahwa peran negara 

dalam mengatur perekonomian masih jauh dari harapan. Banyak 

masyarakat menilai bahwa negara belum cukup kuat dalam mencegah 

kesenjangan ekonomi dan melindungi sektor ekonomi rakyat dari 

dominasi pasar bebas serta tekanan globalisasi. Kesenjangan antara 

kelompok kaya dan miskin masih melebar, terlihat dari data 
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ketimpangan pendapatan (rasio Gini) yang cenderung stagnan selama 

beberapa tahun terakhir. Misalnya, di daerah perkotaan, pertumbuhan 

sektor keuangan dan properti sangat pesat, tetapi sektor pertanian dan 

usaha mikro—yang menyerap tenaga kerja terbesar masih tertinggal. 

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi negara sebagai pengendali arah 

pembangunan ekonomi belum optimal dijalankan untuk menjamin 

keadilan dan pemerataan. 

Sebagai pilar utama dalam Pasal 33 UUD 1945, negara seharusnya 

berperan aktif dalam memastikan keadilan distributif, bukan sekadar 

menjadi pengatur pasif. Namun dalam praktiknya, kebijakan ekonomi 

nasional selama dua dekade terakhir cenderung market-oriented, 

mengikuti arus liberalisasi ekonomi global. Negara lebih fokus 

menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi korporasi besar 

daripada memperkuat basis ekonomi rakyat seperti koperasi, UMKM, 

dan ekonomi desa. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan 

pembangunan infrastruktur yang masif, yang meskipun berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi makro, sering kali tidak diikuti 

dengan pemerataan manfaat ke daerah pedesaan. Akibatnya, kelompok 

masyarakat kecil tetap sulit mengakses modal, pasar, dan teknologi, 

sementara pelaku usaha besar semakin memperluas dominasinya. 

Dampak dari kecenderungan ini adalah tingginya kesenjangan sosial 

dan ketimpangan pendapatan yang belum berhasil ditekan secara 

signifikan. Di beberapa wilayah, seperti Papua dan Nusa Tenggara 

Timur, tingkat kemiskinan tetap di atas rata-rata nasional meskipun 

pertumbuhan ekonomi nasional meningkat. Kondisi ini menegaskan 

bahwa negara kehilangan daya intervensi terhadap struktur ekonomi 

yang timpang, sehingga cita-cita ekonomi berkeadilan belum 

sepenuhnya terwujud dalam praktik pembangunan nasional. 
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4. X20 - Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah kesejahteraan bersama 

Secara konseptual, tujuan utama Ekonomi Pancasila adalah 

mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mengejar 

keuntungan individu. Prinsip ini menempatkan manusia dan masyarakat 

sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan modal atau pasar. Namun dalam 

realitasnya, masyarakat menilai bahwa praktik ekonomi di Indonesia 

masih sangat berorientasi pada akumulasi modal dan keuntungan 

pribadi.  

Sistem ekonomi yang berkembang lebih mendekati kapitalisme pasar, 

di mana keberhasilan sering diukur dari pertumbuhan keuntungan 

perusahaan besar dan bukan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat 

luas. Misalnya, pertumbuhan sektor finansial dan properti yang tinggi 

tidak selalu diikuti dengan penurunan angka kemiskinan atau 

peningkatan daya beli rakyat kecil. 

Kinerja yang rendah pada variabel ini juga menunjukkan bahwa nilai- 

nilai gotong royong, keadilan sosial, dan solidaritas ekonomi belum 

menjadi roh utama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Banyak pelaku 

usaha dan individu masih berorientasi pada persaingan, bukan 

kolaborasi. 

Dalam praktiknya, sektor swasta masih menjadi penggerak utama 

perekonomian, sementara mekanisme redistribusi kesejahteraan melalui 

kebijakan fiskal dan sosial belum berjalan efektif. Situasi ini 

menegaskan bahwa orientasi kebijakan ekonomi nasional masih 

condong pada pertumbuhan, bukan pemerataan, sehingga cita-cita 

kesejahteraan bersama dalam semangat Ekonomi belum sepenuhnya 

terwujud. 

C. Kategori Satisfaction: Capaian Moderat dalam Pelaksanaan Konstitusi Ekonomi  
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Pada Kuadran III terdapat 4 indikator yakni X11, X12, X13, X15, X19. 

Kuadran ini menegaskan capaian moderat dalam pelaksanaan konstitusi 

ekonomi. 

1. X11 – Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional 

Variabel menunjukkan bahwa secara normatif, Pancasila menjadi 

rujukan utama dalam dokumen-dokumen strategis negara, seperti 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun 

berbagai program prioritas pemerintah. Narasi keadilan sosial, 

pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan bersama kerap diangkat dalam 

pidato resmi maupun kebijakan publik. 

Dalam praktiknya, berbagai program pembangunan nasional juga 

mengadopsi semangat nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, 

kemandirian, dan keadilan sosial. Contohnya, program hilirisasi industri 

yang dicanangkan pemerintah bertujuan agar kekayaan sumber daya 

alam tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah di dalam 

negeri untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja bagi rakyat. 

Demikian pula, inisiatif ekonomi hijau dan pembangunan inklusif yang 

terus digalakkan bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 

tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi seluruh 

lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat. 

Namun demikian, keberhasilan ini masih lebih bersifat deklaratif 

ketimbang substantif. Dalam banyak kasus, nilai-nilai Pancasila baru 

sebatas menjadi jargon dalam dokumen kebijakan, tanpa disertai 

implementasi yang konsisten di lapangan. Misalnya, program hilirisasi 

nikel yang diklaim mampu menumbuhkan industri dalam negeri 

ternyata sebagian besar masih dikuasai oleh perusahaan besar dan 

investor asing, sementara keterlibatan masyarakat lokal sangat terbatas. 

Begitu  pula  dengan  kebijakan  ekonomi  hijau  yang  idealnya 
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menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan, namun di 

beberapa daerah justru menimbulkan konflik lahan antara korporasi dan 

masyarakat adat. 

2. X12 – Keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal 

Indikator keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal menunjukkan 

kinerja yang cukup baik dan menjadi salah satu aspek yang mendapat 

apresiasi dari masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran 

pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi nasional melalui 

penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang 

punggung perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan afirmatif telah 

diterapkan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan 

pelaku ekonomi lokal memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar, 

pembiayaan, dan peluang usaha. 

Namun demikian, tantangan implementasi di tingkat daerah dan 

hambatan birokrasi masih menjadi kendala utama yang mengurangi 

efektivitas kebijakan ini. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan 

rumitnya prosedur administrasi, perizinan, serta kurangnya informasi 

terkait peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di beberapa 

daerah, kebijakan afirmatif ini belum berjalan optimal karena 

keterbatasan kapasitas aparat dan lemahnya koordinasi antarinstansi. 

Misalnya, masih banyak produk lokal yang belum masuk dalam e- 

katalog akibat kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah. 

Untuk itu, perlu ada upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, 

memangkas birokrasi, serta meningkatkan literasi digital bagi pelaku 

UMKM agar kebijakan keberpihakan terhadap ekonomi lokal benar- 

benar dapat mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. 

3. X13 – Ekonomi kerakyatan sebagai fondasi kebijakan 

Indikator ekonomi kerakyatan sebagai fondasi kebijakan nasional 
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menunjukkan hasil yang cukup positif, di mana masyarakat menilai 

bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia semakin berpihak pada 

rakyat kecil. Hal ini menandakan bahwa secara normatif, gagasan 

ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas 

kepentingan pasar bebasmasih menjadi pedoman dalam perumusan 

kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ini juga sesuai dengan 

amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Di sisi lain, program digitalisasi UMKM yang bekerja sama dengan 

platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli telah 

membantu lebih dari 21 juta pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital. 

Contoh ini memperlihatkan bahwa ekonomi kerakyatan telah menjadi 

pilar nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Namun demikian, hasil survei juga menunjukkan bahwa tantangan 

keberlanjutan dan konsistensi kebijakan antarperiode pemerintahan 

masih menjadi perhatian utama. 

Untuk itu, perlu ada kebijakan ekonomi kerakyatan yang bersifat 

institusional dan lintas pemerintahan, bukan sekadar program jangka 

pendek. Hasil studi Universitas Gadjah Mada (2023) menekankan 

pentingnya membangun roadmap ekonomi kerakyatan nasional yang 

menegaskan posisi UMKM dan ekonomi desa dalam sistem ekonomi 

nasional secara berkesinambungan. Pemerintah juga perlu memperkuat 

kelembagaan ekonomi rakyat melalui integrasi antara kebijakan fiskal, 

pendidikan vokasi, dan inovasi digital. Dengan pendekatan tersebut, 
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ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi jargon politik atau program 

sesaat, tetapi benar-benar menjadi fondasi struktural pembangunan 

ekonomi Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai keadilan social. 

4. X15 – Ruang partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi 

Indikator ruang partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi 

menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun 

terakhir. Pemerintah dinilai mulai membuka ruang yang lebih luas bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan 

ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui mekanisme 

seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum 

konsultasi publik, serta kanal partisipasi digital seperti Lapor.go.id dan 

portal e-Planning, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan 

aspirasi dan usulan terkait pembangunan ekonomi di wilayahnya. 

Berdasarkan hasil survei Bappenas tahun 2024, sekitar 61% responden 

mengakui adanya peningkatan akses masyarakat terhadap forum 

partisipatif dalam proses penyusunan kebijakan ekonomi. 

Namun demikian, sebagian masyarakat masih menilai bahwa partisipasi 

publik sering bersifat formalitas dan belum benar-benar memengaruhi 

substansi kebijakan yang dihasilkan. Banyak forum partisipatif yang 

dilaksanakan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa 

diikuti mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap masukan 

masyarakat. Akibatnya, ruang partisipasi yang ada belum mampu 

menciptakan rasa kepemilikan publik (public ownership) terhadap 

kebijakan ekonomi yang dijalankan, sehingga kepercayaan masyarakat 

terhadap efektivitas proses partisipatif masih terbatas. 

Untuk mewujudkan partisipasi publik yang substantif dan berdampak 

nyata, pemerintah perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap 
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hasil konsultasi masyarakat serta memastikan keterwakilan kelompok 

ekonomi rakyat dalam setiap tahap perencanaan kebijakan. Selain itu, 

literasi ekonomi dan digital perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu 

memahami dan mengawal kebijakan dengan lebih kritis. Dengan 

demikian, partisipasi publik bukan lagi sekadar simbol administratif 

prosedural, melainkan menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan 

keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 

5. X19 – Kerja sama dalam bentuk koperasi meningkatkan daya saing 

Indikator kerja sama dalam bentuk koperasi meningkatkan daya saing 

menunjukkan kinerja yang cukup positif dan memberikan harapan bagi 

penguatan ekonomi rakyat di Indonesia. Koperasi dinilai sebagai wadah 

untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha kecil dalam menghadapi 

persaingan pasar yang semakin terbuka. Berdasarkan data Kementerian 

Koperasi dan UKM tahun 2024, tercatat lebih dari 130.000 koperasi 

aktif di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) mencapai sekitar 5,1%. Walaupun angka tersebut belum 

signifikan dibandingkan negara lain seperti Malaysia atau Korea 

Selatan, tren positif ini menunjukkan bahwa koperasi masih memiliki 

potensi besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi rakyat. 

Kinerja positif tersebut juga memperlihatkan bahwa koperasi mampu 

meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah melalui model 

kerja sama yang saling menguatkan Namun demikian, tantangan besar 

masih dihadapi dalam hal jumlah dan kualitas koperasi aktif. Dari total 

koperasi yang terdaftar secara nasional, sebagian besar masih berstatus 

tidak aktif atau belum memiliki sistem manajemen yang sehat. 

Hasil penelitian LIPI (2023) menemukan bahwa sekitar 45% koperasi 

di Indonesia belum memiliki laporan keuangan yang transparan dan 
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masih bergantung pada bantuan pemerintah untuk beroperasi. Banyak 

koperasi yang didirikan hanya untuk memenuhi syarat administratif 

program bantuan, bukan karena kebutuhan ekonomi bersama. Kondisi 

ini membuat peran koperasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi 

rakyat belum maksimal, terutama di sektor-sektor produktif seperti 

pertanian, perikanan, dan industri kreatif. 

Untuk memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi 

rakyat, pemerintah perlu memperluas dan memperdalam program 

revitalisasi koperasi yang menekankan pada modernisasi tata kelola, 

digitalisasi operasional, dan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia. Dukungan kebijakan seperti akses pembiayaan murah, 

pelatihan manajemen bisnis, serta integrasi koperasi ke dalam rantai 

pasok nasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan peran 

koperasi. 

4.2.3. Analisis Terhadap Keberlanjutan dan Inovasi Ekonomi (Green, Blue, 

Circular economy) 

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang 

berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian 

lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pendekatan 

Green economy, Blue economy, dan Circular economy menjadi tiga 

paradigma penting yang digunakan untuk menjawab tantangan global 
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terhadap degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta 

ketimpangan ekonomi. 

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang 

melimpah, memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan 

konsep tersebut. Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan 

ekonomi berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh rancangan 

kebijakan pemerintah, melainkan juga oleh efektivitas implementasi, 

partisipasi masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta dalam inovasi 

ramah lingkungan. 

Hasil analisis Importance-Performance Analysis (IPA) pada aspek ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat 

kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance) dari 

berbagai indikator kebijakan dan implementasi ekonomi berkelanjutan. 

Diagram kuadran yang digunakan membantu mengidentifikasi area 

yang masih lemah, yang sudah berjalan dengan baik, serta yang perlu 

diprioritaskan untuk perbaikan atau penguatan. 

Dalam penelitian ini, indikator yang dianalisis mencakup sepuluh 

variabel, yaitu X21 hingga X30, yang merepresentasikan berbagai 

dimensi kebijakan dan praktik ekonomi berkelanjutan mulai dari 

kebijakan ramah lingkungan, inovasi daur ulang, penegakan hukum 

lingkungan, hingga kolaborasi lintas sektor. 

Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip ekonomi 

hijau, biru, dan sirkular telah diterapkan dalam konteks pembangunan 

ekonomi nasional, serta mengidentifikasi kesenjangan antara 

kepentingan dan kinerja sebagai dasar bagi rekomendasi kebijakan yang 
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berkeadilan ekologis dan berkelanjutan. Output Keberlanjutan dan 

Inovasi Ekonomi disajikan pada grafik 4.7. 

 

Gambar 4.7. Output IPA Keberlanjutan dan Inovasi Ekonomi 

 

Secara umum, hasil menunjukkan adanya disparitas cukup lebar 

antara persepsi kepentingan (importance) dan tingkat pelaksanaan 

(performance) pada beberapa indikator kunci. Rata-rata nilai 

importance berada di kisaran 3,5–3,9, menunjukkan bahwa seluruh 

responden menilai isu keberlanjutan ekonomi sangat penting untuk 

diperhatikan. Namun, nilai performance berada di kisaran 2,1–2,6, 

yang menandakan rendahnya realisasi kebijakan dan implementasi di 

lapangan. Berikut disajikan tabel 4.3. Rangkuman IPA keberlanjutan 

dan Inovasi Ekonomi 
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Tabel 4.3. Rangkuman IPA Keberlanjutan dan Inovasi Ekonomi 

 

Kode Keterangan Kategori 

X23 Kebijakan ekonomi mempertimbangkan 

dampak ekologis secara serius 

Higher level 

DisSatisfaction 

X30 Dana yang diperoleh dari denda atau sanksi 

hukum bagi perusak lingkungan harus 

dialokasikan secara khusus untuk membiayai 

program pemulihan ekologis 

DisSatisfaction 

X25 Pemerintah mendorong pengurangan limbah 

dan peningkatan daur ulang 

DisSatisfaction 

X26 Inovasi ramah lingkungan menjadi prioritas 

dalam pembangunan ekonomi 

DisSatisfaction 

X29 Peran masyarakat dan pemerintah dalam 

berkolaborasi untuk melakukan pemulihan 

ekologis secara fisik (misalnya reboisasi atau 

pembersihan sungai) setelah terjadinya 

kerusakan? 

DisSatisfaction 
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X28 Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan 

lingkungan sudah cukup efektif dalam 

memulihkan kondisi ekologis yang rusak 

DisSatisfaction 

X21 Konsep green economy menjadi bagian dari 

kebijakan pembangunan nasional 

Satisfaction 

X24 Circular economy telah mulai diterapkan 

dalam sektor industri dan konsumsi 

Satisfaction 

X22 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis 

blue economy telah diterapkan 

Higher Level 

Satisfaction 

X27 Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan 

pelaku industri dalam ekonomi berkelanjutan 

telah terjalin 

Higher Level 

Satisfaction 

Distribusi tabel 4.3. menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya 

signifikan menuju ekonomi berkelanjutan, kinerja aktual masih belum 

sebanding dengan urgensi isu lingkungan dan inovasi hijau yang 

diharapkan masyarakat. Hasil Kuadran IPA membagi indikator menjadi 

empat kategori utama: 

A. Higher Level DisSatisfaction 

Variabel yang dianggap sangat penting, namun kinerjanya 

rendah →X23 

B. DisSatisfaction 

Variabel penting dengan kinerja sedang-rendah, perlu prioritas 

perbaikan → X25, X26, X28, X29, X30) 

C. Satisfaction 

Variabel yang penting dan telah dilaksanakan cukup baik →X21, 

X24 
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D. Higher Level Satisfaction 

Variabel yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dan kinerja 

unggul. 

→ X22, X27 

 

A. Kategori Higher Level DisSatisfaction: Kesenjangan Paling Serius 

Indikator pada kuadran ini yakni X23 Kebijakan ekonomi 

mempertimbangkan dampak ekologis secara serius. 

Variabel X23 menempati posisi paling krusial dalam keseluruhan 

analisis ini karena mencerminkan persepsi masyarakat terhadap sejauh 

mana kebijakan ekonomi nasional memperhatikan aspek keberlanjutan 

lingkungan. Hasil yang menunjukkan posisi rendah yang 

mengindikasikan bahwa masyarakat menilai pembangunan ekonomi di 

Indonesia masih bersifat antropocentris dan belum sepenuhnya 

mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau (green economy). 

Artinya, orientasi kebijakan masih dominan pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi makro tanpa keseimbangan dengan 

keberlanjutan ekologis. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pembuat 

kebijakan bahwa keberlanjutan lingkungan belum menjadi 

pertimbangan utama dalam perencanaan ekonomi nasional. 

Kinerja yang rendah pada variabel ini juga menandakan masih 

lemahnya sinkronisasi antara kebijakan ekonomi dan kebijakan 

lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, perencanaan pembangunan 

ekonomi masih berjalan secara sektoral, sementara kebijakan 

perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai aspek pelengkap, bukan 

komponen inti. Sebagai contoh, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) memang mencantumkan tujuan 

keberlanjutan, namun implementasinya sering terhambat oleh 
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kepentingan investasi dan target pertumbuhan ekonomi. Hal ini tampak 

pada sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang berkontribusi pada 

degradasi lingkungan, seperti deforestasi di Kalimantan dan Sulawesi, 

serta reklamasi pesisir yang mengubah ekosistem laut secara signifikan. 

Dalam praktiknya, banyak kebijakan ekonomi yang masih berorientasi 

pada pertumbuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan. Contoh nyata dapat dilihat pada 

industri ekstraktif seperti tambang batu bara dan nikel, yang meskipun 

memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara, juga 

menimbulkan kerusakan ekologis besar, termasuk pencemaran air dan 

tanah. Begitu pula dengan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit 

yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan 

meningkatkan emisi karbon. Pembangunan infrastruktur besar seperti 

jalan tol dan bendungan juga sering kali mengabaikan aspek analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh, sehingga 

mengancam keseimbangan ekosistem lokal dan kehidupan masyarakat 

sekitar. 

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan ekonomi nasional agar 

sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan 

ekologis. Pemerintah perlu memperkuat instrumen kebijakan yang 

mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi, seperti penerapan pajak karbon, insentif untuk 

energi terbarukan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum 

terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, partisipasi publik dalam 

penyusunan kebijakan lingkungan juga harus diperluas agar 

pembangunan ekonomi benar-benar berpihak pada keberlanjutan alam 

dan kesejahteraan generasi mendatang. 
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B. Kategori DisSatisfaction: Implementasi Lemah namun Potensial Diperbaiki 

Kuadran DisSatisfaction terdapat 5 indikator yakni X25, X26, X28, 

X29, X30. Dari indicator yang ada, 50% indicator berada pada kuadran 

ini. 

1. X30 – Dana sanksi hukum bagi perusak lingkungan dialokasikan untuk 

pemulihan ekologis 

Responden menilai bahwa pengelolaan dana hasil sanksi dan 

denda terhadap pelanggaran lingkungan merupakan salah satu 

indikator penting dalam menilai keseriusan negara menegakkan 

keadilan ekologis. Dalam pandangan publik, dana yang berasal 

dari pelanggaran lingkungan seharusnya menjadi instrumen untuk 

memulihkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terdampak. Namun, hasil survei 

menunjukkan bahwa realisasi kebijakan ini masih rendah. Banyak 

responden menganggap bahwa mekanisme penggunaan dana 

lingkungan belum berjalan secara transparan dan partisipatif, 

sehingga tidak memberikan dampak nyata terhadap pemulihan 

lingkungan. 

Masalah utama yang diidentifikasi adalah lemahnya akuntabilitas 

dan tata kelola dana lingkungan. Dana hasil denda atau kompensasi 

dari perusahaan pelanggar lingkungan sering kali tidak disalurkan 

kembali ke daerah yang mengalami kerusakan ekologis. 

Sebaliknya, dana tersebut kerap terserap ke dalam belanja rutin 

pemerintah pusat atau daerah, tanpa program yang jelas untuk 

rehabilitasi hutan, sungai, atau wilayah pesisir yang rusak. Kondisi 

ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam 

manajemen keuangan lingkungan, di mana tanggung jawab 
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pemulihan diserahkan kepada masyarakat lokal tanpa dukungan 

pendanaan yang memadai. 

Ke depan, perlu dilakukan reformasi sistem pengelolaan dana 

lingkungan agar lebih transparan, terdesentralisasi, dan berbasis 

komunitas. Pemerintah dapat membentuk Dana Amanah 

Lingkungan Nasional (Environmental Trust Fund) yang dikelola 

secara independen dengan partisipasi publik, akademisi, dan 

organisasi masyarakat sipil. Setiap dana yang diterima dari denda 

lingkungan harus memiliki alokasi wajib untuk wilayah 

terdampak, dengan laporan keuangan yang dapat diakses publik 

secara berkala. Dengan demikian, pemulihan lingkungan tidak 

hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga bagian 

integral dari pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan 

ekonomi nasional. 

2. X25 – Pemerintah mendorong pengurangan limbah dan peningkatan daur 

ulang 

Variabel ini mencerminkan dimensi penting dari Circular economy 

atau ekonomi sirkular, yaitu suatu pendekatan pembangunan 

ekonomi yang berupaya meminimalkan limbah dan 

memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya. Dalam 

kerangka ini, setiap produk, bahan, dan sumber daya diharapkan 

memiliki siklus hidup yang panjang melalui proses daur ulang, 

perbaikan, dan penggunaan ulang. Circular economy juga 

mencerminkan tanggung jawab kolektif terhadap alam, di mana 

seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha bekerja 

sama dalam menjaga keseimbangan ekosistem. 

Meskipun urgensinya tinggi, kinerja pemerintah dalam 
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mengembangkan sistem daur ulang nasional masih terbatas. 

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih berorientasi pada 

pembuangan (end-of-pipe solution) dibandingkan pada 

pengurangan dan pemanfaatan kembali. Data dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 

menunjukkan bahwa dari sekitar 68 juta ton sampah per tahun, 

hanya sekitar 11% yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya 

dibuang ke TPA, sebagian besar tanpa proses pemilahan yang 

memadai. Padahal, jika dikelola dengan prinsip ekonomi sirkular, 

potensi ekonomi dari daur ulang sampah plastik, logam, dan 

organik bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. 

Selain itu, partisipasi industri dalam menggunakan bahan baku 

hasil daur ulang masih sangat minim. Sebagian besar perusahaan 

manufaktur di Indonesia masih mengandalkan bahan baku baru 

karena harga bahan daur ulang relatif tidak stabil dan infrastruktur 

pendukungnya belum berkembang. Sebagai contoh, sektor 

kemasan plastik dan tekstil masih memiliki tingkat penggunaan 

bahan daur ulang di bawah 10%, jauh tertinggal dibandingkan 

negara-negara seperti Belanda atau Jepang yang sudah mencapai 

lebih dari 50%. Kurangnya insentif fiskal, seperti potongan pajak 

atau kemudahan perizinan bagi industri ramah lingkungan, turut 

memperlambat adopsi prinsip circular economy dalam rantai 

pasok nasional. 

Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan 

terintegrasi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular. 

Pemerintah dapat memperkuat regulasi tentang tanggung jawab 

produsen (Extended Producer Responsibility/EPR), mendorong 
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investasi pada infrastruktur daur ulang berbasis daerah, dan 

memperluas edukasi publik tentang pemilahan sampah sejak 

rumah tangga. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, 

dan komunitas lingkungan harus difasilitasi dalam bentuk 

ekosistem ekonomi hijau yang inklusif, misalnya melalui 

pembentukan pusat inovasi daur ulang (recycling hubs) di setiap 

provinsi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia tidak hanya 

mengurangi beban lingkungan, tetapi juga membuka peluang 

ekonomi baru yang berkelanjutan dan berkeadilan social. 

3. X26 – Inovasi ramah lingkungan menjadi prioritas dalam pembangunan 

ekonomi 

Inovasi ramah lingkungan merupakan fondasi utama bagi 

keberhasilan green economy atau ekonomi hijau yang berorientasi 

pada pertumbuhan berkelanjutan. Inovasi hijau mencakup 

pengembangan teknologi bersih, energi terbarukan, manajemen 

limbah berkelanjutan, serta praktik produksi yang hemat sumber 

daya. Dengan demikian, penguatan inovasi ramah lingkungan 

bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga perwujudan 

tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan bumi dan generasi 

mendatang. 

Namun, hasil Importance-Performance Analysis (IPA) 

menunjukkan bahwa inovasi berkelanjutan belum menjadi arus 

utama dalam kebijakan industri nasional. Meskipun pemerintah 

telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti peta jalan industri 

hijau dan insentif bagi energi terbarukan, implementasinya masih 

terbatas dan belum menjangkau sebagian besar sektor industri. 

Sebagian besar perusahaan masih memandang inovasi lingkungan 
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sebagai beban biaya, bukan peluang investasi jangka panjang. 

Padahal, di tingkat global, tren industri sudah mengarah pada 

produksi rendah karbon (low-carbon production) dan circular 

manufacturing, yang justru menjadi faktor penentu daya saing di 

pasar internasional. 

Sebagian besar kegiatan penelitian dan pengembangan 

(litbang/R&D) di Indonesia masih terfokus pada efisiensi produksi 

dan peningkatan keuntungan ekonomi jangka pendek, bukan pada 

efisiensi energi atau pengurangan emisi karbon. Laporan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024 menunjukkan 

bahwa dari total anggaran riset nasional, hanya sekitar 8% yang 

dialokasikan untuk penelitian terkait teknologi hijau dan energi 

terbarukan. Kondisi ini menyebabkan inovasi hijau berjalan lambat 

dan tidak mampu menembus rantai produksi industri besar. 

Misalnya, sektor manufaktur dan otomotif masih mengandalkan 

energi fosil, sementara pengembangan kendaraan listrik dan 

teknologi ramah lingkungan belum mencapai skala komersial yang 

signifikan. 

4. X29 – Kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pemulihan ekologi 

Variabel X29 menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat 

dan pemerintah dalam pemulihan lingkungan masih belum 

mencapai tingkat yang optimal. Upaya seperti reboisasi hutan, 

rehabilitasi sungai, dan pelestarian kawasan pesisir sering kali 

hanya dijalankan oleh lembaga pemerintah tanpa keterlibatan aktif 

warga. Padahal, dalam konsep pembangunan berkelanjutan 

berbasis partisipasi, keberhasilan program pemulihan lingkungan 

sangat bergantung pada kesadaran, kepemilikan, dan aksi kolektif 
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masyarakat di tingkat lokal. Rendahnya kolaborasi ini menandakan 

bahwa paradigma pembangunan lingkungan di Indonesia masih 

cenderung top-down, bukan berbasis komunitas. 

Kurangnya partisipasi publik dalam program pemulihan 

lingkungan disebabkan oleh minimnya fasilitasi dan koordinasi 

dari pemerintah daerah. Banyak program reboisasi atau rehabilitasi 

dilakukan tanpa perencanaan sosial yang matang dan tidak 

melibatkan kelompok masyarakat adat, petani, nelayan, atau 

komunitas lokal sebagai mitra utama. Akibatnya, kegiatan yang 

dilakukan sering bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. 

Selain itu, tidak adanya insentif ekonomi maupun sosial bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam restorasi ekologis turut 

memperlemah motivasi publik. 

Ke depan, diperlukan pendekatan kolaboratif dan desentralistik 

dalam program pemulihan lingkungan. Pemerintah dapat 

memperkuat peran komunitas lokal, LSM, dan perguruan tinggi 

sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program restorasi ekosistem. Insentif fiskal dan teknis juga perlu 

diberikan kepada daerah yang berhasil melibatkan masyarakat 

secara aktif, misalnya melalui skema Dana Insentif Daerah (DID) 

berbasis kinerja lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat tidak hanya menjadi formalitas 

administratif, tetapi benar-benar menjadi gerakan sosial ekologis 

yang menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. 

5. X28 – Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan 

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menjadi 
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persoalan mendasar dalam upaya mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Variabel ini menunjukkan kinerja yang rendah, 

mencerminkan persepsi masyarakat bahwa pelanggar lingkungan 

sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan 

kerusakan yang ditimbulkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya 

ketimpangan antara regulasi yang progresif dan implementasi yang 

lemah di lapangan. Meskipun berbagai undang-undang seperti UU 

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup telah memberikan dasar hukum yang kuat, 

pelaksanaannya sering kali tidak efektif karena lemahnya 

pengawasan dan rendahnya komitmen penegakan. 

Salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum 

lingkungan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak 

hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, lembaga lingkungan, 

dan pengadilan. Banyak kasus besar, terutama yang melibatkan 

perusahaan tambang, perkebunan, atau industri ekstraktif, berhenti 

di tengah jalan atau bahkan tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan. 

Misalnya, sejumlah kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau 

pada periode 2019–2023 tidak pernah menghasilkan vonis yang 

signifikan, meskipun dampaknya sangat luas terhadap kesehatan, 

ekonomi, dan ekologi. Fenomena ini memperkuat persepsi publik 

bahwa penegakan hukum lingkungan masih tumpul ke atas dan 

tajam ke bawah, di mana pelaku besar sulit disentuh, sementara 

masyarakat kecil justru sering menjadi korban atau tertuduh. 

Selain lemahnya koordinasi, minimnya kapasitas teknis dan 

integritas aparat penegak hukum juga menjadi hambatan besar. 

Banyak aparat di tingkat daerah tidak memiliki kemampuan teknis 
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dalam melakukan investigasi lingkungan atau menghitung 

kerugian ekologis. Di sisi lain, praktik korupsi dan intervensi 

politik kerap melemahkan proses penegakan hukum, terutama 

ketika pelaku pelanggaran memiliki kekuatan ekonomi dan 

hubungan politik yang kuat. Laporan dari Indonesian Center for 

Environmental Law (ICEL) tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih 

dari 60% kasus pelanggaran lingkungan berakhir tanpa kejelasan 

hukum, baik karena tidak cukup bukti maupun karena adanya 

tekanan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini semakin menggerus 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan lingkungan. 

Untuk memperbaiki kondisi ini, reformasi sistem hukum 

lingkungan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. 

Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan independen, 

meningkatkan transparansi proses hukum, serta memperluas 

partisipasi publik dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran 

lingkungan. Selain itu, pembentukan pengadilan lingkungan 

khusus (environmental court) dapat menjadi langkah strategis 

untuk memastikan bahwa perkara lingkungan ditangani oleh 

hakim dengan kompetensi dan sensitivitas ekologis yang memadai. 

C. Kategori Satisfaction: Capaian Moderat dalam Pelaksanaan Konstitusi Ekonomi 

Variabel yang penting dan telah dilaksanakan cukup baik →X21, X24. 

1. X21-Konsep Green economy dalam kebijakan pembangunan nasional 

Variabel X21 menunjukkan bahwa prinsip green economy atau 

ekonomi hijau telah mulai diintegrasikan ke dalam arah kebijakan 

pembangunan nasional. Konsep ini menekankan pertumbuhan 

ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan efisiensi 

penggunaan sumber daya alam. Dalam kerangka ini, 
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pembangunan tidak lagi semata-mata mengejar peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memperhatikan 

keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, serta kesejahteraan lintas 

generasi. 

Implementasi prinsip ekonomi hijau dapat dilihat secara eksplisit 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2025–2045, yang menempatkan transisi energi bersih, pengelolaan 

sumber daya alam berkelanjutan, dan ekonomi rendah karbon 

sebagai prioritas utama. Selain itu, pemerintah juga telah 

menyusun strategi transisi energi melalui pengembangan energi 

baru terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. 

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai 

menggeser paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya 

menuju pengelolaan yang berorientasi keberlanjutan. Meskipun 

masih dalam tahap awal, arah kebijakan ini menandakan 

munculnya kesadaran strategis terhadap pentingnya pembangunan 

hijau sebagai fondasi masa depan ekonomi nasional. 

Namun, tantangan implementasi green economy masih cukup 

besar. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan 

infrastruktur energi hijau dan belum adanya sistem insentif yang 

kuat untuk mendorong perubahan perilaku di sektor industri dan 

rumah tangga. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan 

pemerintah daerah masih lemah, sehingga kebijakan lingkungan 

sering berjalan terfragmentasi. Contohnya, meskipun pemerintah 

pusat mendorong penggunaan energi bersih, di beberapa daerah 

izin tambang batu bara dan deforestasi masih terus terjadi. Kondisi 

ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan 
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makro dan praktik di lapangan, yang menghambat terwujudnya 

transisi ekonomi hijau secara menyeluruh. 

Untuk memperkuat penerapan prinsip green economy, diperlukan 

komitmen lintas sektor dan lintas pemerintahan yang konsisten. 

Pemerintah perlu memperluas investasi pada teknologi bersih, 

memperkuat regulasi tentang efisiensi energi, serta mendorong 

partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya berkelanjutan. Selain itu, sistem pembiayaan hijau 

(green financing) harus diperluas melalui obligasi hijau, insentif 

fiskal, dan kemitraan publik-swasta. Dengan langkah-langkah 

tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin transisi ekonomi 

hijau di kawasan Asia Tenggara. 

2. X24- Circular economy mulai diterapkan dalam sektor industri dan 

konsumsi 

Circular economy atau ekonomi sirkular mulai mendapatkan 

perhatian dalam sektor industri dan konsumsi di Indonesia. 

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga siklus hidup produk 

agar tidak berakhir sebagai limbah, melainkan dapat digunakan 

kembali melalui proses daur ulang, perbaikan, atau rekayasa ulang 

(remanufacturing). 

Penerapan ekonomi sirkular mulai tampak di beberapa sektor 

industri besar, terutama industri kemasan, elektronik, dan tekstil. 

Perusahaan seperti Danone, Unilever, dan Coca-Cola telah 

mengembangkan sistem pengumpulan dan daur ulang botol plastik 

melalui program “Recycle for Good” dan inisiatif Extended 

Producer Responsibility (EPR). Di sektor elektronik, produsen 

mulai memperkenalkan konsep take-back program untuk 
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mengelola limbah elektronik (e-waste) agar tidak mencemari 

lingkungan. Sementara itu, industri tekstil mulai mengadopsi 

penggunaan bahan daur ulang dari serat polyester bekas botol 

plastik dan limbah kain. Langkah-langkah ini menunjukkan 

adanya transformasi kesadaran korporasi besar terhadap tanggung 

jawab lingkungan dan potensi ekonomi dari daur ulang. 

Namun, penerapan circular economy di tingkat Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi banyak 

kendala. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki akses 

terhadap teknologi daur ulang modern maupun pengetahuan 

tentang desain produk berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan 

modal dan minimnya dukungan kebijakan membuat mereka sulit 

berinovasi dalam penggunaan bahan baku ramah lingkungan. 

Misalnya, pelaku usaha makanan dan minuman masih bergantung 

pada kemasan sekali pakai karena biaya produksi yang lebih 

murah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan 

sudah mulai berpihak pada ekonomi sirkular, inklusivitas 

penerapannya masih perlu diperkuat agar pelaku ekonomi rakyat 

tidak tertinggal dalam transisi menuju industri hijau. 

Untuk mempercepat penerapan circular economy di seluruh 

lapisan ekonomi, pemerintah perlu memperluas program 

pendampingan dan insentif bagi UMKM. Dukungan dapat berupa 

pelatihan teknologi daur ulang, akses ke pembiayaan hijau (green 

financing), serta pengembangan pusat inovasi berbasis komunitas 

di daerah. Selain itu, perlu dibangun kemitraan antara industri 

besar dan UMKM dalam rantai pasok berkelanjutan, sehingga 

transfer teknologi dan pasar dapat berlangsung secara adil. 
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D. Kategori Higher Level Satisfaction: Keberhasilan dalam Dimensi Sosialisasi dan 

Pemahaman Publik 

Variabel yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dan kinerja unggul 

ada dua yakni → X22, X27 

1. X22 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis Blue economy 

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis Blue economy 

merupakan salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dalam 

menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan lingkungan laut. Konsep Blue economy menekankan 

pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan 

mengutamakan efisiensi, inklusivitas, dan perlindungan ekosistem 

pesisir. Dengan lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia berupa 

laut, keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir menjadi indikator 

penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 

Hasil survei menunjukkan bahwa aspek Blue economy 

memperoleh tingkat kepuasan tinggi dari responden. Program- 

program seperti Desa Nelayan Cerdas, Ekowisata Bahari, dan 

Budidaya Laut Berkelanjutan telah memberikan dampak positif 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus 

menjaga kelestarian lingkungan laut. Misalnya, inisiatif ekowisata 

bahari di beberapa wilayah seperti Raja Ampat dan Wakatobi tidak 

hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga 

menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga 

terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut. Sementara itu, 

program budidaya laut berkelanjutan mendorong nelayan untuk 

beralih dari praktik tangkap berlebih (overfishing) menuju sistem 



131  

budidaya yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi 

tinggi. 

Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut tidak lepas 

dari adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, sektor swasta, dan masyarakat pesisir. Sinergi ini menjadi 

faktor kunci dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam 

mengelola sumber daya laut secara mandiri. Pemerintah berperan 

dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur, sementara 

masyarakat turut terlibat dalam pengawasan serta pelaksanaan 

kegiatan ekonomi berbasis lingkungan. Pendekatan kolaboratif ini 

memperlihatkan bahwa model pengelolaan partisipatif dapat 

menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi serta memperkuat rasa 

kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap wilayah 

pesisirnya. 

Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan dalam 

menjaga keberlanjutan Blue economy. Pencemaran laut akibat 

limbah industri, tumpahan minyak, dan sampah plastik terus 

menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Selain itu, praktik 

overfishing yang belum sepenuhnya terkendali berpotensi 

menurunkan populasi ikan dan merusak keseimbangan rantai 

makanan laut. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan 

terpadu lintas lembaga, penerapan teknologi monitoring kelautan, 

serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran 

lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir 

berbasis Blue economy dapat berkembang menjadi sistem ekonomi  

yang  benar-benar  berkelanjutan  menghasilkan kesejahteraan 

tanpa mengorbankan kesehatan laut yang menjadi sumber 
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kehidupan bangsa. 

2. X27 Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekonomi 

berkelanjutan 

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekonomi 

berkelanjutan menjadi pilar penting dalam percepatan transisi 

menuju pembangunan hijau yang inklusif dan berkeadilan. Konsep 

ini menegaskan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai hanya 

melalui kebijakan pemerintah semata, tetapi harus melibatkan 

peran aktif seluruh elemen Masyarakat termasuk akademisi, 

pelaku industri, komunitas, dan masyarakat sipil. Pendekatan 

multi-stakeholder memastikan bahwa kebijakan ekonomi 

berkelanjutan tidak hanya responsif terhadap pertumbuhan, tetapi 

juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. 

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap 

kolaborasi antar pemangku kepentingan berada pada kategori 

Higher Level Satisfaction, menandakan bahwa masyarakat 

mengapresiasi sinergi yang telah terbentuk. Pemerintah berperan 

sebagai fasilitator dan regulator, sementara kalangan akademisi 

berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan inovasi hijau 

(green innovation). Di sisi lain, pelaku industri mulai 

menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip ESG 

(Environmental, Social, and Governance) dalam kegiatan 

operasional mereka. Banyak perusahaan besar kini menerapkan 

strategi dekarbonisasi, efisiensi energi, dan tanggung jawab sosial 

korporasi sebagai bagian dari tata kelola berkelanjutan. 

Beberapa inisiatif konkret menunjukkan kemajuan kolaborasi 

lintas sektor ini. Program seperti Kadin Net Zero Hub membantu 
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dunia usaha mempercepat target emisi nol bersih dengan dukungan 

konsultasi dan riset dari berbagai universitas. Sementara Inisiatif 

Circularity mendorong sinergi antara akademisi dan industri 

dalam mengembangkan sistem ekonomi sirkular untuk 

mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. 

Selain itu, Forum Inovasi Hijau berfungsi sebagai wadah bagi 

perusahaan, peneliti, dan lembaga pemerintah untuk berbagi 

praktik terbaik serta memperluas kerja sama dalam pengembangan 

teknologi ramah lingkungan. Inisiatif-inisiatif ini menjadi bukti 

bahwa Indonesia mulai menapaki jalur kolaboratif yang solid 

menuju ekonomi hijau. 

Kendati demikian, tantangan ke depan masih cukup besar, 

terutama dalam hal koordinasi, pendanaan riset, dan integrasi 

kebijakan lintas sektor. Sebagian besar kerja sama masih bersifat 

proyek jangka pendek dan belum terlembaga secara permanen 

dalam sistem pembangunan nasional. Diperlukan mekanisme 

kelembagaan yang mampu menjembatani komunikasi antar 

pemangku kepentingan serta memperkuat transfer pengetahuan 

dan teknologi hijau ke tingkat daerah dan UMKM. Dengan 

memperkuat kolaborasi strategis ini, Indonesia berpotensi menjadi 

model negara berkembang yang berhasil menyeimbangkan antara 

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan 

lingkungan secara harmonis. 

4.2.4. Analisis Terhadap Aspek Keadilan dan Pemerataan 

Keadilan dan pemerataan merupakan dua pilar fundamental dalam sistem 

perekonomian Indonesia yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 

ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang-cabang produksi yang 
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penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Dengan demikian, keadilan ekonomi bukan sekadar 

tujuan moral, melainkan amanat konstitusional yang menjadi arah dan roh 

pembangunan nasional. 

 

Namun, dalam praktiknya, pencapaian keadilan dan pemerataan masih 

menghadapi tantangan serius. Ketimpangan antara pusat dan daerah, 

disparitas antarwilayah, serta kesenjangan sosial-ekonomi antara 

kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah menunjukkan 

bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk memperbaiki pelaksanaan 

nilai-nilai konstitusional dalam kebijakan ekonomi nasional. 

Dalam konteks ini, analisis Importance–Performance Analysis (IPA) 

memberikan alat diagnostik penting untuk menilai sejauh mana 

pelaksanaan aspek keadilan dan pemerataan telah sejalan dengan tingkat 

kepentingannya bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan 

menggunakan sepuluh indikator (X31–X40), penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan kinerja, area 

yang sudah baik, serta area yang berisiko mengalami overinvestment 

kebijakan. Berikut disajikan grafik 4.8. Hasil IPA Aspek Keadilan dan 

Pemerataan 
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Gambar 4.8. Output IPA Aspek Keadilan dan Pemerataan 

 

Berdasarkan output visualisasi IPA didapatkan empat kuadran yang 

memiliki implikasi strategis berbeda: 

• Kuadran I – Concentrate Here (Higher Level DisSatisfaction): 

Menunjukkan aspek yang sangat penting, tetapi kinerjanya rendah. 

Indikator dalam kuadran ini perlu segera mendapat prioritas 

kebijakan → Indikator pada kuadran ini X32, X34, X35 

• Kuadran II – Keep Up the Good Work (Higher Level Satisfaction): 

Menunjukkan aspek penting yang juga memiliki kinerja tinggi. 

Indikator di sini perlu dijaga dan diperkuat → Indikator pada 

kuadran ini X36, X39, X40 
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• Kuadran III – Low Priority (DisSatisfaction): 

Menunjukkan aspek yang dianggap kurang penting dan kinerjanya 

rendah. Meski demikian, indikator ini tetap perlu perhatian jangka 

panjang. → Indikator pada kuadran ini X31 

• Kuadran IV – Possible Overkill (Satisfaction): 

Menunjukkan aspek yang dianggap tidak terlalu penting, tetapi 

kinerjanya tinggi. Kebijakan di sini perlu rasionalisasi agar sumber 

daya lebih efektif → Indikator pada kuadran ini X33, X37, X38 

Hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel 4.4. rangkuman IPA keadilan 

dan pemerataan. 

Tabel 4.4. Rangkuman IPA Aspek Keadilan dan Pemerataan 

 

Kode Keterangan Kategori 

X32 Kebijakan ekonomi telah berhasil 

mengurangi kesenjangan antarwilayah 

Higher level 

DisSatisfaction 

X35 UMKM mendapatkan dukungan 

pembiayaan dan akses pasar yang memadai 

Higher level 

DisSatisfaction 

X34 Akses terhadap sumber daya ekonomi 

terbuka untuk semua lapisan masyarakat 

Higher level 

DisSatisfaction 

X31 Hasil pembangunan ekonomi telah 

dinikmati secara merata oleh seluruh 

masyarakat 

DisSatisfaction 

X33 Keadilan sosial telah menjadi tujuan utama 

pembangunan ekonomi nasional 

Satisfaction 
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X38 Kualitas infrastruktur (seperti jalan, listrik, 

dan internet) di wilayah Indonesia bagian 

barat jauh lebih maju dibandingkan dengan 

wilayah Indonesia bagian timur 

Satisfaction 

X37 Program bantuan sosial telah berkontribusi 

terhadap pengurangan ketimpangan 

Satisfaction 

X36 Ketimpangan antara kota dan desa semakin 

mengecil melalui kebijakan pemerintah 

Higher Level 

Satisfaction 

X40 Kesenjangan ekonomi antarwilayah (barat 

vs. timur) terhadap peningkatan 

ketidakadilan sosial bagi masyarakat 

Higher Level 

Satisfaction 

X39 Peluang kerja dan akses pendidikan yang 

layak untuk generasi muda saat ini lebih 

mudah atau lebih sulit dibandingkan 

dengan generasi orang tua 

Higher Level 

Satisfaction 
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A. Kategori Higher Level DisSatisfaction: Kesenjangan Paling Serius 

1. X32 Pemerataan Kesempatan Ekonomi antar Wilayah 

Pemerataan kesempatan ekonomi antarwilayah masih menjadi 

tantangan besar dalam pembangunan nasional. Masyarakat 

menilai bahwa kesetaraan kesempatan ekonomi antara wilayah di 

Indonesia belum tercapai secara ideal. Ketimpangan antara Pulau 

Jawa dan luar Jawa menjadi isu klasik yang terus berulang dari 

masa ke masa. Ketimpangan ini tidak hanya tampak dalam 

tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. 

Berbagai program pemerintah seperti Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Dana Desa telah diluncurkan untuk memperkuat 

pembangunan di daerah. Namun, efektivitas program-program 

tersebut masih terbatas karena tidak diiringi dengan peningkatan 

kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong 

produktivitas lokal. Alokasi dana sering kali belum tepat sasaran, 

sementara sebagian daerah masih bergantung pada transfer pusat 

tanpa mampu menciptakan basis ekonomi mandiri. 

Disparitas produktivitas antarwilayah juga menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi nasional belum inklusif. Wilayah-wilayah 

di luar Jawa masih tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, akses 

pasar, dan penerapan teknologi modern. Kondisi ini membuat 

daya saing daerah non-Jawa sulit meningkat, sehingga arus 

investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang 

sudah maju. Ketimpangan ini akhirnya memperlebar 

kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah. 
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Melihat kondisi tersebut, indikator X32 menjadi sinyal kuat bagi 

pemerintah untuk memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal dan 

investasi berbasis wilayah. Pemerintah perlu mendorong strategi 

pembangunan yang lebih adaptif terhadap potensi lokal, 

memperluas akses teknologi, dan meningkatkan konektivitas 

antarwilayah. Dengan demikian, pemerataan kesempatan 

ekonomi tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi benar- 

benar terwujud dalam kesejahteraan masyarakat di seluruh 

penjuru Indonesia. 

2. X34 Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Produktif 

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan ekonomi produktif 

masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan sumber 

daya manusia di Indonesia. Meskipun berbagai program 

peningkatan keterampilan telah dijalankan oleh pemerintah dan 

sektor swasta, kenyataannya belum semua lapisan masyarakat, 

terutama yang berpenghasilan rendah, dapat menikmatinya 

secara setara. Ketimpangan akses ini menciptakan jurang antara 

kelompok yang memiliki kesempatan untuk berkembang dengan 

kelompok yang tertinggal dalam kemampuan ekonomi produktif. 

Pendidikan vokasional dan pelatihan kewirausahaan sejatinya 

dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan 

mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, 

implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai 

kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar yang 

kurang kompeten, hingga kurikulum yang belum sepenuhnya 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, lulusan 
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pelatihan sering kali tidak siap bersaing dalam dunia usaha atau 

industri yang terus berkembang. 

Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam konteks pembangunan 

nasional. Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi, di 

mana jumlah penduduk usia produktif sangat besar, tetapi potensi 

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Ketidakseimbangan 

dalam pemerataan kualitas pendidikan dan pelatihan 

menyebabkan banyak tenaga kerja muda tidak memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar modern, terutama 

dalam sektor ekonomi digital dan industri kreatif yang tengah 

tumbuh pesat. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan 

pemerataan akses pendidikan dan pelatihan ekonomi produktif 

secara berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, 

dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus diperluas agar 

pelatihan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. 

Dengan peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan, bonus 

demografi dapat benar-benar menjadi kekuatan ekonomi 

nasional, bukan sekadar potensi yang terlewatkan. 

3. X35 Perlindungan terhadap Kelompok Rentan dan Marjinal 

Perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal merupakan 

aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan 

pemerataan kesejahteraan. Meskipun pemerintah telah 

melaksanakan berbagai program perlindungan sosial seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan, 

pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Banyak 
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penerima bantuan tidak sesuai kriteria, sementara sebagian 

kelompok yang seharusnya berhak justru terlewat dari pendataan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial 

masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi data dan 

ketepatan sasaran. 

Kelompok rentan seperti pekerja informal, penyandang 

disabilitas, masyarakat adat, serta perempuan kepala keluarga 

sering kali masih terpinggirkan dari akses terhadap perlindungan 

sosial dan ekonomi. Mereka kerap bekerja dalam sektor dengan 

pendapatan tidak tetap dan tanpa jaminan sosial yang memadai. 

Akibatnya, ketika terjadi guncangan ekonomi atau krisis, 

kelompok ini menjadi yang paling terdampak dan sulit untuk 

segera pulih. Ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan 

dan memperlemah daya tahan sosial masyarakat. 

Melihat kondisi tersebut, indikator ini menegaskan perlunya 

reformasi kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan 

berbasis keadilan. Pemerintah perlu memperkuat sistem social 

safety net dengan memastikan validitas data penerima manfaat, 

memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal, serta 

mendorong kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, kelompok 

rentan dan marjinal dapat memperoleh akses yang setara terhadap 

sumber daya ekonomi dan kesejahteraan sosial yang 

berkelanjutan. 

B. Kategori DisSatisfaction: Implementasi Lemah namun Potensial Diperbaiki 

Indikator pada kuadran ini X31 Pemerataan Akses terhadap Sumber 

Daya Alam dan Ekonomi. Pemerataan akses terhadap sumber daya 
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alam dan ekonomi merupakan isu strategis dalam upaya 

menciptakan keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional. 

Meskipun indikator ini dinilai memiliki tingkat kepentingan relatif 

lebih rendah oleh responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kondisi aktualnya tetap rendah. Hal ini menunjukkan adanya 

keprihatinan mendalam atas ketimpangan penguasaan sumber daya 

dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Banyak masyarakat 

merasa bahwa akses terhadap tanah, air, dan sumber daya ekonomi 

lainnya masih sangat terbatas bagi kelompok kecil elit atau korporasi 

besar. 

Skeptisisme publik terhadap kemampuan negara menjamin akses 

yang adil terhadap sumber daya alam semakin menguat. Program- 

program seperti reforma agraria dan perhutanan sosial belum 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan 

kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan. Di sisi lain, birokrasi yang rumit dan tumpang tindih 

regulasi membuat pelaksanaan kebijakan distribusi sumber daya 

berjalan lambat dan tidak efisien. Hal ini memperkuat persepsi 

bahwa pengelolaan sumber daya alam masih dikuasai oleh segelintir 

pihak. 

Dengan demikian, meskipun persepsi kepentingan terhadap 

indikator X31 relatif rendah, secara normatif isu ini tetap sangat 

penting untuk menjamin keberlanjutan sosial ekonomi nasional. 

Pemerintah perlu memperkuat agenda reforma agraria, menegakkan 

transparansi perizinan sumber daya alam, dan mendorong partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaannya. Upaya ini akan memastikan 

bahwa sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar- 
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besarnya kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi dan prinsip 

keadilan sosial bagi seluruh warga negara. 

C. Kategori Satisfaction: Capaian Moderat dalam Pelaksanaan Konstitusi 

Ekonomi 

1. X33 Program Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal 

Pemerataan akses terhadap sumber daya alam dan ekonomi 

merupakan isu strategis dalam upaya menciptakan keadilan 

dan keberlanjutan pembangunan nasional. Meskipun indikator 

ini dinilai memiliki tingkat kepentingan relatif lebih rendah 

oleh responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi 

aktualnya tetap rendah. Hal ini menunjukkan adanya 

keprihatinan mendalam atas ketimpangan penguasaan sumber 

daya dan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Banyak 

masyarakat merasa bahwa akses terhadap tanah, air, dan 

sumber daya ekonomi lainnya masih sangat terbatas bagi 

kelompok kecil elit atau korporasi besar. 

Skeptisisme publik terhadap kemampuan negara menjamin 

akses yang adil terhadap sumber daya alam semakin menguat. 

Program-program seperti reforma agraria dan perhutanan 

sosial belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 

pemerataan kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan. Di sisi lain, birokrasi yang rumit dan 

tumpang tindih regulasi membuat pelaksanaan kebijakan 

distribusi sumber daya berjalan lambat dan tidak efisien. Hal 

ini memperkuat persepsi bahwa pengelolaan sumber daya alam 

masih dikuasai oleh segelintir pihak. 
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Konsentrasi kepemilikan lahan, izin tambang, serta monopoli 

dalam sektor-sektor strategis memperlebar kesenjangan 

ekonomi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Akibatnya, 

masyarakat kecil, petani, dan komunitas adat sering kali 

tersisih dari proses produksi dan pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan sumber daya di sekitar mereka. Ketimpangan 

ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga 

menimbulkan ketegangan sosial dan memperlemah rasa 

keadilan di tingkat lokal maupun nasional. 

Dengan demikian, meskipun persepsi kepentingan terhadap 

indikator X31 relatif rendah, secara normatif isu ini tetap 

sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sosial ekonomi 

nasional. Pemerintah perlu memperkuat agenda reforma 

agraria, menegakkan transparansi perizinan sumber daya alam, 

dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. 

Upaya ini akan memastikan bahwa sumber daya alam benar- 

benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial 

bagi seluruh warga negara. 

2. X37 Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 

Program pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang 

signifikan. Pemerintah berhasil meningkatkan konektivitas 

nasional melalui pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, 

bandara, serta jaringan transportasi publik di berbagai wilayah. 

Upaya  ini  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan 
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memperlancar distribusi barang serta mobilitas penduduk 

antar daerah. Dengan demikian, infrastruktur menjadi salah 

satu pilar penting dalam memperkuat daya saing nasional dan 

mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 

Namun demikian, orientasi pembangunan infrastruktur yang 

masih terpusat di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan 

menimbulkan tantangan baru berupa ketimpangan spasial. 

Daerah-daerah di luar Jawa, khususnya kawasan timur 

Indonesia, masih tertinggal dalam hal akses dan kualitas 

infrastruktur dasar. Ketimpangan ini berdampak pada 

perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah serta 

menghambat pemerataan pembangunan nasional. Oleh karena 

itu, strategi pembangunan ke depan perlu lebih menekankan 

prinsip keadilan spasial dan keseimbangan wilayah. 

Selain aspek fisik, pengembangan infrastruktur juga harus 

mempertimbangkan dimensi sosial. Pembangunan 

infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan rakyat memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur 

yang memadai di sektor sosial akan memperkuat kapasitas 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, 

sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih 

merata. 

3. X38 Kebijakan Redistribusi Pendapatan Melalui berbagai kebijakan 

reformasi di bidang subsidi, bantuan sosial, dan perpajakan, 

pemerintah berupaya memperbaiki mekanisme redistribusi 

pendapatan di Indonesia. 
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Meski demikian, efektivitas kebijakan redistribusi tersebut 

masih menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satu 

tantangan utama terletak pada rendahnya tax ratio yang masih 

di bawah rata-rata negara berkembang. Rendahnya rasio pajak 

ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah untuk 

membiayai program redistribusi masih terbatas. 

D. Kategori Higher Level Satisfaction: Keberhasilan dalam Dimensi Sosialisasi 

dan Pemahaman Publik 

1. X36 Pemerataan Investasi Daerah 

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah 

menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong 

pemerataan investasi antarwilayah. Berbagai kebijakan 

strategis seperti pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK), pengembangan kawasan industri baru, dan program 

hilirisasi sumber daya alam berhasil menarik minat investor 

untuk menanamkan modal di luar Pulau Jawa. Langkah ini 

menjadi bagian penting dari upaya memperkuat struktur 

ekonomi nasional agar tidak terpusat hanya di wilayah tertentu. 

Kebijakan pemerataan investasi tersebut diharapkan mampu 

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di 

berbagai daerah. Dengan meningkatnya arus investasi, muncul 

peluang bagi penciptaan lapangan kerja, penguatan kapasitas 
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ekonomi lokal, serta peningkatan pendapatan daerah. Selain 

itu, investasi di sektor hilirisasi dapat memberikan nilai tambah 

bagi komoditas unggulan daerah dan memperkuat daya saing 

industri nasional di pasar global. 

Namun demikian, tantangan utama terletak pada bagaimana 

memastikan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, 

investasi besar hanya menguntungkan segelintir pihak, 

terutama kalangan elite ekonomi dan pemilik modal besar. 

Sementara itu, masyarakat sekitar lokasi investasi sering kali 

tidak memperoleh dampak ekonomi yang signifikan karena 

keterbatasan keterampilan, minimnya akses terhadap rantai 

pasok, dan lemahnya posisi tawar dalam struktur ekonomi 

lokal. 

2. X39 Keadilan dalam Akses Layanan Publik 

Pelayanan publik di Indonesia menunjukkan kemajuan yang 

cukup baik seiring dengan implementasi berbagai inisiatif 

digitalisasi pemerintahan. Program seperti Online Single 

Submission (OSS) dan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) telah mempermudah akses masyarakat dan 

pelaku usaha terhadap layanan publik. Proses perizinan yang 

sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dilakukan secara 

daring, lebih cepat, transparan, dan efisien. Langkah ini 

mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan 

birokrasi yang modern, responsif, dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 
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Digitalisasi layanan publik juga berkontribusi pada 

peningkatan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola 

pemerintahan. Melalui sistem digital, data dan informasi dapat 

dikelola secara terintegrasi, sehingga meminimalkan potensi 

penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan pengawasan 

publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital membantu 

memperkuat koordinasi antar lembaga dan mempercepat 

pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, 

transformasi digital menjadi fondasi penting menuju 

pemerintahan yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan 

zaman. 

Meski kemajuan tersebut patut diapresiasi, masih terdapat 

kesenjangan kapasitas di antara pemerintah daerah dalam 

mengimplementasikan layanan digital. Daerah dengan 

infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas 

sering kali kesulitan mengikuti ritme transformasi digital 

nasional. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat 

juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan publik 

daring. Kondisi ini menimbulkan risiko ketimpangan akses 

dan memperlebar jarak antara daerah maju dan tertinggal 

dalam hal pelayanan publik. 

3. X40 Keadilan dalam Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan 

Negara 

Program penguatan UMKM dan ekonomi lokal menjadi salah 

satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap sektor ini 
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meningkat signifikan melalui berbagai inisiatif pemerintah, 

seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan 

kewirausahaan, dan program digitalisasi usaha mikro. 

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah 

dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung 

ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan 

menjaga ketahanan ekonomi di tingkat daerah. 

Namun demikian, kebijakan penguatan UMKM masih 

cenderung menitikberatkan pada aspek kuantitatif, seperti 

jumlah penerima bantuan atau besaran kredit yang disalurkan. 

Fokus terhadap peningkatan jumlah bantuan belum 

sepenuhnya diimbangi dengan strategi peningkatan kapasitas 

dan kualitas usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang 

hanya bertahan pada skala mikro tanpa mampu naik kelas atau 

memperluas pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan 

pembangunan UMKM perlu bergeser dari sekadar subsidi 

menuju penguatan daya saing jangka panjang. 

Selain itu, transformasi digital yang digalakkan pemerintah 

belum merata dirasakan oleh seluruh pelaku usaha. Banyak 

UMKM di daerah masih menghadapi keterbatasan dalam akses 

teknologi, literasi digital, serta infrastruktur pendukung seperti 

jaringan internet dan sistem logistik. Kondisi ini menimbulkan 

kesenjangan antara pelaku usaha di wilayah perkotaan dan 

pedesaan. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, 

digitalisasi berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi 

antarwilayah. 
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4.2.5. Analisis Terhadap Regulasi dan Kelembagaan dalam Sistem Perekonomian 

Nasional 

Dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, aspek regulasi dan 

kelembagaan memegang peranan strategis sebagai kerangka struktural yang 

menentukan arah, konsistensi, serta efektivitas kebijakan ekonomi nasional. 

Regulasi berfungsi untuk menciptakan keadilan pasar, memastikan 

distribusi sumber daya yang efisien dan adil, serta melindungi kepentingan 

masyarakat dari dominasi kekuatan ekonomi besar. Sementara itu, 

kelembagaan berperan dalam mengoperasionalkan kebijakan, mengawasi 

implementasi, dan menjamin agar mekanisme ekonomi tetap berada dalam 

koridor demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 

1945. 

Namun, persoalan yang terus berulang dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia adalah lemahnya konsistensi antara regulasi dan kelembagaan. 

Tumpang tindih peraturan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan 

minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menunjukkan 

bahwa sistem kelembagaan ekonomi masih belum sepenuhnya inklusif dan 

adaptif terhadap perubahan zaman. Berikut disajikan Grafik 4.8. Output IPA 

Aspek Aspek Regulasi dan Kelembagaan. 
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Gambar 4.9. Output IPA Aspek Aspek Regulasi dan Kelembagaan 

Secara umum, hasil IPA menunjukkan bahwa responden menilai aspek 

regulasi sebagai komponen yang sangat penting dalam menciptakan sistem 

ekonomi yang adil dan berkelanjutan, namun tingkat kinerjanya masih 

belum sepadan dengan tingkat kepentingannya. 

Hal ini terlihat dari posisi beberapa indikator penting (seperti X44 dan X50) 

yang berada pada kuadran Higher Level DisSatisfaction. Artinya, dua isu 

utama yakni lemahnya regulasi antimonopoli dan kebutuhan reformasi 

konstitusi ekonomi dianggap sangat mendesak untuk diperbaiki. 

Sebaliknya, indikator seperti X42, X43, dan X48 menunjukkan tingkat 

kepuasan tinggi, yang menandakan bahwa masyarakat mulai melihat 
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adanya kemajuan dalam penerapan regulasi pendukung demokrasi 

ekonomi, efektivitas instrumen hukum, serta penguatan peran koperasi dan 

UMKM. 

Namun demikian, adanya indikator dalam kategori DisSatisfaction (X46 

dan X49) memperlihatkan bahwa permasalahan klasik seperti tumpang 

tindih regulasi antar sektor dan minimnya partisipasi publik dalam proses 

legislasi ekonomi masih menjadi penghambat utama implementasi 

kebijakan ekonomi yang adil. 

Dengan demikian, gambaran umum ini menegaskan bahwa reformasi 

regulasi dan tata kelola kelembagaan ekonomi di Indonesia masih berada 

pada fase transisi, di mana kemajuan normatif belum sepenuhnya sejalan 

dengan efektivitas operasional. 

Hasil dari IPA dituangkan dalam diagram kartesius yang terbagi menjadi 

empat kuadran utama: 

• Kuadran I (Higher Level DisSatisfaction) 

Faktor dengan tingkat kepentingan tinggi, tetapi kinerja rendah → 

X44, X50 

• Kuadran II (Higher Level Satisfaction): 

Faktor dengan kepentingan tinggi dan kinerja tinggi → X42, X43, 

X48 

• Kuadran III (DisSatisfaction): 

Faktor dengan kepentingan rendah dan kinerja rendah. → X46, X49 

• Kuadran IV (Satisfaction): 

Faktor dengan kepentingan relatif rendah namun kinerja tinggi → 

X41, X45, X47 
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Tabel 4.5. Rangkuman IPA Aspek Regulasi dan Kelembagaan 

 

Kode Keterangan Kategori 

X44 Peraturan perundang-undangan 

mampu mencegah dominasi pasar 

dan monopoli 

Higher level 

DisSatisfaction 

X50 Amandemen terhadap konstitusi 

dianggap perlu untuk memperkuat 

sistem ekonomi nasional 

Higher level 

DisSatisfaction 

X46 Tidak ada tumpang tindih regulasi 

antar sektor yang menghambat 

implementasi kebijakan 

DisSatisfaction 

X49 Masyarakat memiliki ruang untuk 

terlibat dalam proses perumusan 

regulasi ekonomi 

DisSatisfaction 

X47 Koordinasi antar lembaga negara 

dalam kebijakan ekonomi berjalan 

efektif 

Satisfaction 

X41 Regulasi ekonomi saat ini relevan 

dengan kondisi dan tantangan aktual 

Satisfaction 



154  

Kode Keterangan Kategori 

X45 Lembaga negara menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap sistem 

ekonomi dengan baik 

Satisfaction 

X43 Instrumen hukum yang ada cukup 

efektif mengatur distribusi sumber 

daya ekonomi 

Higher Level 

Satisfaction 

X48 Regulasi secara nyata mendukung 

penguatan koperasi dan UMKM 

Higher Level 

Satisfaction 

X42 Regulasi mendukung implementasi 

demokrasi ekonomi secara nyata 

Higher Level 

Satisfaction 

 

A. Kategori Higher Level DisSatisfaction: Kesenjangan Paling Serius 

1. X44 Peraturan Perundang-undangan untuk Mencegah Dominasi Pasar dan 

Monopoli 

Isu antimonopoli dan persaingan usaha sehat merupakan fondasi bagi 

ekonomi yang adil. Namun, persepsi masyarakat menunjukkan 

ketidakpuasan tinggi terhadap efektivitas regulasi dalam mencegah 

dominasi pasar. Meski Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, implementasinya sering kali lemah. Banyak sektor 

strategis masih dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi besar, baik 

swasta maupun BUMN. 

Kelemahan koordinasi antar lembaga seperti KPPU, OJK, dan 

Kementerian Perdagangan menyebabkan lemahnya pengawasan di 

tingkat mikro. Selain itu, banyak kasus kartel yang lambat diselesaikan, 
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sementara penetrasi modal asing seringkali tidak diimbangi dengan 

keberpihakan terhadap industri lokal. 

Implikasi kebijakannya jelas: perlu pembaruan regulasi antimonopoli 

yang adaptif terhadap ekonomi digital, platform-based economy, dan 

kepemilikan lintas sektor. Pemerintah juga perlu memperkuat 

independensi lembaga pengawas agar tidak mudah diintervensi oleh 

kekuatan politik atau korporasi besar. 

2. X50 Amandemen Konstitusi untuk Memperkuat Sistem Ekonomi Nasional 

Indikator ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat agar 

dasar konstitusi ekonomi nasional diperkuat kembali. Hal ini muncul 

karena sebagian besar kebijakan ekonomi modern, seperti privatisasi, 

liberalisasi, dan deregulasi pasar, sering kali dianggap menyimpang 

dari semangat Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan tersebut dinilai lebih 

berpihak pada kepentingan korporasi besar dan investor asing daripada 

kesejahteraan rakyat. Persepsi ini mencerminkan adanya 

ketidakpuasan ideologis sekaligus kekecewaan struktural terhadap arah 

pembangunan ekonomi yang dianggap semakin menjauh dari prinsip 

keadilan sosial dan pemerataan. 

Dalam konteks ekonomi politik, dorongan untuk memperkuat dasar 

konstitusi ekonomi tidak selalu berarti harus mengubah teks Undang-

Undang Dasar itu sendiri. Amandemen yang dimaksud lebih pada 

reinterpretasi normatif terhadap makna dan implementasi Pasal 33 

UUD 1945. Prinsip “demokrasi ekonomi” perlu ditafsirkan ulang agar 

lebih relevan dengan dinamika global saat ini, seperti tantangan 

globalisasi ekonomi, revolusi digital, dan krisis iklim. Dengan 

demikian, pembaruan makna konstitusional ini diharapkan dapat 

menjembatani antara idealisme ekonomi kerakyatan dan tuntutan 
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efisiensi dalam ekonomi modern. 

Reinterpretasi tersebut juga penting agar kebijakan ekonomi Indonesia 

tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan 

dan kedaulatan ekonomi rakyat. Negara perlu memainkan peran 

strategis dalam mengatur sumber daya alam, memastikan pemerataan 

hasil pembangunan, serta melindungi sektor-sektor produktif domestik 

dari dominasi pasar global. Demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam 

Pasal 33 harus dihidupkan kembali sebagai panduan moral dan 

operasional bagi seluruh kebijakan ekonomi nasional. 

Arah kebijakan ke depan dengan demikian harus menegaskan kembali 

bahwa perekonomian Indonesia dikelola berdasarkan prinsip 

kedaulatan ekonomi rakyat, bukan semata-mata efisiensi pasar. 

Pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk memperkuat sektor riil, 

koperasi, UMKM, serta industri berbasis sumber daya lokal. Negara 

harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator 

dan pelindung kepentingan rakyat dalam menghadapi tantangan 

ekonomi global. Dengan pendekatan tersebut, semangat Pasal 33 UUD 

1945 dapat dihidupkan kembali sebagai landasan bagi terciptanya 

ekonomi nasional yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan. 

B. Kategori DisSatisfaction: Implementasi Lemah namun Potensial Diperbaiki 

1. X42 Regulasi Mendukung Demokrasi Ekonomi 

Indikator ini menunjukkan adanya keinginan kuat dari masyarakat agar 

dasar konstitusi ekonomi nasional diperkuat kembali. Persepsi ini 

mencerminkan adanya ketidakpuasan sekaligus kekecewaan struktural 

terhadap arah pembangunan ekonomi yang dianggap semakin menjauh 

dari prinsip keadilan sosial dan pemerataan. 
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Negara perlu memainkan peran strategis dalam mengatur sumber daya 

alam, memastikan pemerataan hasil pembangunan, serta melindungi 

sektor-sektor produktif domestik dari dominasi pasar global. 

Arah kebijakan ke depan dengan demikian harus menegaskan kembali 

bahwa perekonomian Indonesia dikelola berdasarkan prinsip 

kedaulatan ekonomi rakyat, bukan semata-mata efisiensi pasar. 

Pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk memperkuat sektor riil, 

UMKM, serta industri berbasis sumber daya lokal. Negara harus hadir 

tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan 

pelindung kepentingan rakyat dalam menghadapi tantangan ekonomi 

global. 

2. X43 Efektivitas Instrumen Hukum dalam Distribusi Sumber Daya Ekonomi 

Program penguatan UMKM dan ekonomi lokal menjadi salah satu pilar 

utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun 

terakhir, dukungan terhadap sektor ini meningkat signifikan melalui 

berbagai inisiatif pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), pelatihan kewirausahaan, dan program digitalisasi usaha 

mikro. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah 

dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, 

terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan 

ekonomi di tingkat daerah. 

Namun demikian, kebijakan penguatan UMKM masih cenderung 

menitikberatkan pada aspek kuantitatif, seperti jumlah penerima 

bantuan atau besaran kredit yang disalurkan. Fokus terhadap 

peningkatan jumlah bantuan belum sepenuhnya diimbangi dengan 

strategi peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Akibatnya, banyak 

pelaku UMKM yang hanya bertahan pada skala mikro tanpa mampu 
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naik kelas atau memperluas pasar. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendekatan pembangunan UMKM perlu bergeser dari sekadar subsidi 

menuju penguatan daya saing jangka panjang. 

Selain itu, transformasi digital yang digalakkan pemerintah belum 

merata dirasakan oleh seluruh pelaku usaha. Banyak UMKM di daerah 

masih menghadapi keterbatasan dalam akses teknologi, literasi digital, 

serta infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan sistem 

logistik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha di 

wilayah perkotaan dan pedesaan. Tanpa intervensi kebijakan yang 

lebih komprehensif, digitalisasi berpotensi memperlebar ketimpangan 

ekonomi antarwilayah. 

Oleh karena itu, strategi keberlanjutan penguatan UMKM perlu 

diarahkan pada pembentukan ekosistem usaha yang berdaya saing, 

inklusif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Pemerintah bersama 

sektor swasta dan lembaga pendidikan harus memperkuat kolaborasi 

dalam menyediakan pendampingan, riset pasar, inovasi produk, dan 

akses pembiayaan yang lebih cerdas. Dengan ekosistem yang solid, 

UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga 

aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang 

berkelanjutan. 

3. X48 Regulasi Mendukung Penguatan UMKM dan Koperasi 

Regulasi yang mendukung penguatan UMKM menjadi salah satu 

capaian penting dalam pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan 

komitmen kuat melalui berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak 

pada sektor usaha rakyat. Kebijakan ini mencakup peningkatan akses 

pembiayaan, pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan usaha, 
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serta penguatan lembaga koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis 

gotong royong. Langkah-langkah tersebut diakui masyarakat sebagai 

wujud nyata perhatian negara terhadap pelaku usaha kecil dan 

menengah. 

Akses pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan lembaga penjaminan pembiayaan menjadi instrumen 

penting dalam memperluas peluang usaha. Demikian pula dengan 

reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) 

yang mempermudah pelaku UMKM dalam memulai dan 

mengembangkan bisnisnya. Di sisi fiskal, pemberian insentif pajak dan 

kemudahan administrasi telah membantu banyak pelaku usaha untuk 

lebih formal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. 

Kebijakan ini menunjukkan arah yang positif menuju sistem ekonomi 

yang lebih adil dan partisipatif. 

Namun demikian, tantangan utama terletak pada efektivitas 

implementasi regulasi di tingkat lapangan. Banyak kebijakan yang baik 

secara konsep, tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap 

peningkatan daya saing dan produktivitas pelaku UMKM. Proses 

birokrasi yang masih rumit di beberapa daerah, keterbatasan literasi 

hukum dan keuangan, serta kurangnya sinergi antarinstansi sering kali 

membuat program regulatif berhenti di tataran formalitas administratif. 

Akibatnya, manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh 

seluruh pelaku usaha rakyat. 

C. Kategori Satisfaction: Capaian Moderat dalam Pelaksanaan Konstitusi Ekonomi 

1. X46 Tidak Ada Tumpang Tindih Regulasi Antar Sektor 

Salah satu masalah klasik dalam sistem kelembagaan ekonomi 

Indonesia adalah tumpang tindih regulasi. Banyak peraturan 
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dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga tanpa koordinasi yang 

memadai, sehingga menghasilkan kebijakan yang saling bertentangan. 

Contoh nyata dapat ditemukan pada bidang energi, pertanian, dan 

perdagangan, di mana kebijakan fiskal, tarif, dan izin usaha sering 

tumpang tindih dan menghambat efisiensi ekonomi.Masyarakat 

memandang isu ini penting, tetapi kinerja pemerintah masih belum 

optimal. Diperlukan regulatory review secara berkala dan 

pembentukan Regulatory Reform Council untuk menyelaraskan 

kebijakan lintas sektor agar lebih harmonis dan efisien. 

2. X49 Partisipasi Publik dalam Perumusan Regulasi Ekonomi 

Indikator ini menunjukkan rendahnya ruang partisipasi masyarakat 

dalam proses legislasi ekonomi. Meskipun telah ada mekanisme formal 

seperti public hearing dan konsultasi publik, praktiknya sering kali 

hanya formalitas. Banyak peraturan strategis disusun tanpa partisipasi 

bermakna dari pelaku UMKM, akademisi, atau serikat pekerja. 

Rendahnya public engagement mencerminkan lemahnya implementasi 

prinsip transparency and accountability. Untuk memperkuat legitimasi 

kebijakan ekonomi, pemerintah perlu membangun sistem digital 

partisipatif yang memungkinkan keterlibatan publik secara langsung 

dalam proses legislasi, misalnya melalui portal e-legislation nasional. 

D. Kategori Higher Level Satisfaction: Keberhasilan dalam Dimensi Sosialisasi 

dan Pemahaman Publik 

1. X41 Relevansi Regulasi Ekonomi dengan Kondisi Aktual 

Responden menilai bahwa regulasi ekonomi yang berlaku saat ini 

sudah relatif relevan dengan kondisi aktual perekonomian Indonesia. 

Reformasi kebijakan melalui omnibus law, penyederhanaan birokrasi, 
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serta deregulasi di sektor investasi dinilai berhasil menciptakan iklim 

usaha yang lebih kondusif. Langkah-langkah ini memperkuat daya 

tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi di berbagai sektor strategis. Dari perspektif masyarakat, 

kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam 

menyesuaikan regulasi dengan dinamika global yang menuntut 

efisiensi dan fleksibilitas tinggi. 

Namun demikian, relevansi regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan 

efektivitas dalam pelaksanaannya. Banyak aturan yang secara normatif 

baik, tetapi penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala 

seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan 

inkonsistensi kebijakan antarwilayah. Situasi ini menimbulkan 

ketidakpastian bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama dalam hal 

kepastian hukum dan keadilan dalam berusaha. Dengan demikian, 

perbaikan tata kelola implementasi menjadi kebutuhan mendesak agar 

regulasi tidak berhenti pada tataran konsep semata. 

Selain itu, fokus kebijakan ekonomi yang cenderung menitikberatkan 

pada percepatan investasi sering kali mengabaikan aspek perlindungan 

sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam beberapa kasus, deregulasi 

di bidang investasi berpotensi melemahkan standar lingkungan hidup 

dan hak-hak masyarakat lokal. Ketidakseimbangan ini menimbulkan 

kekhawatiran bahwa orientasi market-friendly policy dapat 

mengorbankan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusi 

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan harus 

menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan berikutnya. 
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Ke depan, regulasi ekonomi perlu diarahkan pada keseimbangan antara 

efisiensi dan keadilan, antara kebijakan yang ramah pasar (market- 

friendly) dan yang berpihak pada rakyat (people-centered policy). 

Pemerintah harus memastikan bahwa reformasi regulasi tidak hanya 

mempercepat investasi, tetapi juga memperkuat perlindungan tenaga 

kerja, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan 

pendekatan yang berimbang, regulasi ekonomi dapat menjadi 

instrumen strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif, 

berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

2. X45 Efektivitas Lembaga Negara dalam Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan oleh lembaga negara seperti Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan pilar penting dalam 

menjaga integritas dan transparansi sistem ekonomi nasional. Secara 

umum, kinerja lembaga-lembaga tersebut dinilai cukup baik dalam 

menjalankan perannya, terutama dalam mengawasi pengelolaan 

keuangan publik, stabilitas sektor keuangan, dan praktik persaingan 

usaha yang sehat. Namun, efektivitasnya masih belum mencapai 

tingkat optimal yang diharapkan masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengawasan di Indonesia masih memerlukan penguatan 

dari sisi kelembagaan maupun tata kelola. 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terkait independensi 

dan koordinasi antar lembaga pengawas. Dalam praktiknya, beberapa 

lembaga pengawas masih rentan terhadap intervensi politik dan 

tekanan dari kepentingan tertentu, yang dapat memengaruhi 

obyektivitas pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi antar 

lembaga pengawas sering kali belum berjalan harmonis, menyebabkan 
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tumpang tindih fungsi dan keterlambatan dalam penanganan kasus 

ekonomi strategis. Kondisi ini memperlemah efektivitas sistem 

pengawasan secara keseluruhan. 

Kinerja lembaga pengawas juga kerap dihadapkan pada tantangan 

dalam menghadapi oligopoli ekonomi dan potensi kebocoran fiskal. 

Pengawasan terhadap sektor-sektor yang didominasi oleh kelompok 

usaha besar masih lemah, sementara praktik kolusi dan 

penyalahgunaan kewenangan di tingkat tertentu belum sepenuhnya 

tertangani dengan tegas. Ketidakefektifan ini dapat menimbulkan 

distorsi pasar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem 

ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang 

lebih transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan. 

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan ekonomi nasional, 

penguatan kapasitas kelembagaan dan penerapan good regulatory 

governance menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. 

Lembaga pengawas perlu dibekali dengan sumber daya manusia yang 

kompeten, sistem audit berbasis teknologi, serta mekanisme pelaporan 

publik yang akuntabel. Selain itu, sinergi antar lembaga pengawasan 

harus diperkuat agar fungsi kontrol terhadap kebijakan ekonomi dan 

keuangan berjalan efektif. Dengan tata kelola yang baik dan lembaga 

yang independen, pengawasan ekonomi nasional dapat berperan lebih 

besar dalam menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan 

pembangunan. 

3. X47 Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi 

Koordinasi antar lembaga pemerintah masih menjadi salah satu 

tantangan utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik di 

Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti 
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pembentukan task force lintas kementerian untuk mempercepat 

implementasi program strategis, sinergi antarlembaga sering kali 

belum optimal. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi tumpang 

tindih kebijakan, ketidaksinkronan data, serta perbedaan prioritas 

antarinstansi yang menghambat efektivitas pelaksanaan program 

nasional. 

Salah satu akar masalah yang paling menonjol adalah masih kuatnya 

ego sektoral di dalam birokrasi. Setiap lembaga cenderung 

mempertahankan kewenangannya masing-masing, bahkan dalam 

konteks kebijakan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

Akibatnya, proses koordinasi menjadi lambat dan hasil kebijakan tidak 

mencapai dampak yang maksimal. Situasi ini memperlihatkan perlunya 

perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan dari orientasi 

sektoral menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan integratif. 

Oleh karena itu, reformasi kelembagaan berbasis whole-of-government 

approach menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Pendekatan ini 

menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dengan tujuan 

yang sama: efisiensi, sinergi, dan hasil kebijakan yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme 

koordinasi, sistem insentif kolaboratif, serta budaya kerja yang 

mengedepankan integrasi daripada kompetisi. Dengan demikian, 

kebijakan publik dapat dijalankan secara lebih efektif, cepat, dan 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kajian akademik mengenai Penataan Sistem Perekonomian Nasional dalam 

Kerangka Konstitusi: Menuju Demokrasi Ekonomi Indonesia yang 

Berkeadilan dan Berkelanjutan menegaskan bahwa sistem perekonomian 

Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan substansi dan semangat 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal tersebut secara tegas mengamanatkan agar perekonomian nasional 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan 

tujuan utama mewujudkan kemakmuran rakyat, bukan sekadar pertumbuhan 

ekonomi. Namun dalam praktiknya, arah kebijakan ekonomi nasional 

cenderung berpijak pada paradigma teknokratik dan liberal, yang 

menempatkan efisiensi pasar di atas nilai keadilan sosial dan pemerataan 

kesejahteraan. 

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma 

konstitusional dan realitas kebijakan ekonomi. Demokrasi ekonomi yang 

seharusnya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi justru 

bergeser ke arah state capitalism, di mana negara menjadi aktor dominan 

dalam kegiatan ekonomi melalui BUMN dan lembaga keuangan publik, 

namun dengan orientasi yang lebih bersifat komersial daripada sosial. Di sisi 

lain, peran koperasi, UMKM, dan ekonomi desa yang seharusnya menjadi 

sokoguru perekonomian rakyat masih terpinggirkan. Kondisi ini 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti oleh 
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pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara luas. 

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sinergi kebijakan lintas sektor dan 

fragmentasi regulasi yang menghambat terwujudnya tata kelola ekonomi 

yang adil dan berkelanjutan. Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan 

seperti green economy, blue economy, dan circular economy telah 

diperkenalkan dan diadopsi dalam berbagai kebijakan pemerintah, 

implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara 

menyeluruh dalam sistem ekonomi nasional. Kesadaran ekologis dan prinsip 

keberlanjutan belum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, sehingga eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan 

masih terus terjadi. 

Kajian ini juga menyoroti peran lembaga pengawas ekonomi seperti BPK, 

OJK, dan KPPU yang meskipun sudah menunjukkan kinerja positif, namun 

belum optimal dalam menjaga akuntabilitas publik dan mencegah praktik 

oligopoli serta kebocoran fiskal. Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga- 

lembaga tersebut adalah masalah independensi, koordinasi antarinstansi, 

serta pengaruh dinamika politik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. 

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih diwarnai ego 

sektoral yang menyebabkan kebijakan ekonomi sering berjalan lambat dan 

tidak sinkron antara pusat dan daerah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi nilai-nilai 

konstitusional dalam sistem ekonomi nasional menjadi kebutuhan 

mendesak. Pasal 33 UUD 1945 harus diaktualisasikan kembali sebagai 

pedoman utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Penguatan 

demokrasi  ekonomi  harus  diarahkan  pada  upaya  menciptakan 
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keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, antara pertumbuhan ekonomi 

dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Negara perlu menegaskan kembali 

perannya sebagai pengatur dan pelindung kepentingan publik, bukan 

sekadar pelaku ekonomi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat harus diperluas 

agar kebijakan ekonomi benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat. 

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan 

pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan tidak hanya ditentukan 

oleh pertumbuhan angka makroekonomi, tetapi juga oleh kemampuan 

negara dan masyarakat dalam menegakkan prinsip keadilan sosial, 

pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan 

berpegang pada nilai-nilai ekonomi Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 

1945, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang berdaulat, inklusif, 

dan berkelanjutan, yang benar-benar mewujudkan cita-cita kemakmuran 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

5.2. Rekomendasi Strategi dan Langkah Operasional 

1. Reformasi Tata Kelola Ekonomi Nasional 

A. Fokus Rekomendasi 

Merekonstruksi arsitektur regulasi dan orientasi pembangunan 

ekonomi agar seluruh kebijakan nasional konsisten dengan amanat 

Pasal 33 UUD 1945: demokrasi ekonomi, penguasaan negara atas 

cabang penting, pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. 

B. Langkah Operasional 

1. Audit dan Harmonisasi Regulasi Ekonomi 

• Audit seluruh regulasi sektor ekonomi untuk memetakan 

aturan: 

o yang bertentangan dengan Pasal 33, 

o yang menciptakan distorsi pasar, 
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o yang tumpang tindih antar kementerian. 

• Bentuk Komite Reformasi Regulasi Ekonomi (KRRE) 

lintas lembaga (Bappenas, Kemenkeu, Kemenkumham, 

Kemenko Perekonomian, KPPU, OJK, dan BRIN) dengan 

mandat binding untuk menghapus atau merevisi regulasi 

bermasalah. 

2. Penerapan Mandatory Regulatory Impact Assessment (RIA) 

• RIA wajib sebelum regulasi diterbitkan, dengan indikator: 

o efektivitas ekonomi rakyat, 

o keberpihakan pada UMKM dan koperasi, 

o dampak pemerataan (equity impact), 

o risiko monopoli/oligopoli. 

3. Reorientasi Kebijakan Pembangunan Nasional 

• Tetapkan Indeks Pemerataan Nasional (Equity Index) 

sebagai indikator utama RPJMN dan RKP. 

• Reprioritasi belanja APBN untuk UMKM, koperasi, dan 

ekonomi pedesaan minimal 30% dari total anggaran sektor 

ekonomi. 

• Integrasikan green economy, blue economy, dan circular 

economy dalam dokumen perencanaan nasional berbasis 

target lintas kementerian. 

• Susun matrik kinerja ekonomi nasional yang mengukur: 

o penciptaan nilai tambah domestik, 

o partisipasi UMKM dalam rantai pasok, 

o penurunan ketimpangan antarwilayah. 
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2. Integrasi Sistemik Ekonomi Nasional melalui Whole-of- 

Government Approach 

A. Fokus Rekomendasi 

Menghapus silo sektoral antar kementerian dan mempercepat 

pemberdayaan ekonomi rakyat dengan arsitektur data, program, 

dan anggaran yang benar-benar terintegrasi dari pusat hingga 

daerah. 

B. Langkah Operasional 

1. Integrasi Sistem dan Perencanaan Nasional 

• Bangun National Economic Data Hub, menghubungkan: 

o Kemenkeu, Bappenas, Kemendag, Kemenperin, 

OJK, BPS, Kemendesa, dan seluruh pemda. 

• Terapkan target nasional tunggal (single national 

economic target) yang mengikat seluruh kementerian 

melalui e-planning dan e-budgeting. 

• Seluruh program prioritas wajib melalui inter- 

ministerial synchronization, menghapus duplikasi 

program UMKM di 18 kementerian/instansi. 

2. Penguatan Ekonomi Rakyat & Kemitraan Struktural 

• Dirikan Pusat Layanan Kewirausahaan Terpadu (PLKT) 

di tiap kabupaten: 

o pelatihan manajemen, 

o digitalisasi, 

o sertifikasi produk, 

o akses pembiayaan. 

• Wajibkan BUMN menjalankan Program Kemitraan 

Lima Tahun dengan UMKM untuk transfer teknologi 

dan integrasi rantai pasok. 
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• Bentuk National Cooperative Strengthening Program 

untuk memperkuat koperasi sebagai sokoguru ekonomi 

rakyat. 

 

3. Penguatan Independensi dan Akuntabilitas Lembaga Pengawas 

A. Fokus Rekomendasi 

Menjamin bahwa lembaga pengawas BPK, OJK, KPPU memiliki 

independensi, akuntabilitas, dan integritas tinggi untuk mencegah 

distorsi pasar, korupsi regulasi, dan intervensi politik. 

B. Langkah Operasional (Diperdalam) 

1. Revisi Kerangka Regulasi Pengawasan Nasional 

• Revisi UU BPK, OJK, dan KPPU untuk memperluas: 

o akuntabilitas publik, 

o instrumen penegakan hukum, 

o perlindungan dari intervensi politik dan kepentingan 

korporasi besar. 

2. Reformasi Tata Kelola Kepemimpinan 

• Terapkan merit-based leadership rotation dengan seleksi 

terbuka oleh Komisi Independen setara Judicial 

Commission. 

• Pembatasan masa jabatan untuk mencegah regulatory 

capture. 

3. Audit Kinerja Independen 

• Audit tahunan oleh auditor eksternal independen (BPKP 

atau lembaga internasional). 

• Wajib dipublikasikan di Portal Transparansi Nasional 

agar publik dapat mengawasi. 
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4. Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis 

Keberlanjutan dan Keadilan 

A. Fokus Rekomendasi 

Mewujudkan pengelolaan SDA yang transparan, berkelanjutan, 

bebas oligopoli, serta memberikan manfaat yang adil bagi 

masyarakat, termasuk masyarakat adat. 

B. Langkah Operasional 

1. Reformasi Payung Hukum SDA 

• Revisi UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU 

Pertanahan untuk: 

o menghapus monopoli dan oligopoli konsesi, 

o memperluas akses masyarakat dan koperasi, 

o memperkuat kontrol negara atas sektor strategis. 

2. Reforma Agraria Terukur dan Partisipatif 

• Tetapkan target redistribusi yang jelas (misal 9 juta 

ha), dengan indikator: 

o dampak sosial-ekonomi, 

o perbaikan akses lahan, 

o pemberdayaan masyarakat adat. 

• Digitalisasi peta konsesi dan sertifikat lahan berbasis 

geospasial terbuka. 

3. Transparansi Penuh Perizinan SDA 

• Izin tambang dan kehutanan wajib dibuka ke publik: 

o nama perusahaan, 

o lokasi izin, 

o jangka waktu, 

o hasil evaluasi tahunan. 
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• Terapkan sistem penilaian kinerja lingkungan dan 

sosial berbasis public disclosure: 

o Environmental Performance Rating, 

o Social Impact Reporting. 
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